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PRAKATA 

Sesuai DIP (Daftar Isian Proyek) No.416IXXIIII3/ -
1986 tanggal 1 Maret 1986, Proyek Inventarisasi dan Do­
kUIIentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara dalaa ta­
hun anggaran 1986/1987 selain melaksanakan penelitian I 
penulisan naskah tiga aspek kebudayaan daerah,juga men­
dapat kepercayaan menerbitkan lima judul naskah kebuda­
yaan daerah hasil penulisan tahun-tahun sebelumnya. Sa­
lah satu diantaranya berjudul : 
11POLA PIINGUASAAN PI!MILIIAN DAN PBNGGUNAAN TANAH SBCARA 
TRADISIONAL DABRAH SULAWESI T!NGGARA" TAIIJN 1984/1985. 

Dengan terbitnya buku ini, disaaping untuk ~emper­
kaya khazanah kepustakaan dalam mengenal berbagai aspek 
kebudayaan daerah Sulawesi Tenggara, juga diuksudkan 
agar dapat diaanfaatkan dan diwariskan kepada generasi 
penerus sebagai rangkaian upaya untuk menggali , •eles­
tarikan dan •engembangkan nilai-nilai budaya daerah 
dalaa konteks keanekaragaman kebudayaan nasional kita . 

Kami •enyadari bahwa selesainya buku ini disebab­
kan adanya bantuan dan kerjasama yang baik dari berba­
gai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghar­
gaan dan rasa terhaa kasih yang tulusikhlas kepada Di­
rektur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan, 
Pemimpin Proyek IllKD Jakarta, Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I Sulawesi Tenggara, ICepala Kantor Wilayah Dep­
diltbud Propinsi Sulawesi Tenggara, Rektor Universitas 
Haluoleo, Bupati/Walikota Administratif se Propinsi Su­
lawesi Tenggara, Aparat Depdikbud ICabupaten I Kec ... tan 
toltoh-tokoh .asyarakat, Ti• penulis dan Editor, Perce­
takan Ade Grafika Kendari, serta sa.ua pihak yang teLah 
iltut berperan .ulai dari proses penyusunan naskah sam­
pal kepada penerbitan dan penyebarluasannya. 

Mudah-8Udahan buku ini memberikan sepercik sua­
bangsih bagi kepentingan ,-.bangunan bangsa dan negara 
lthususnya pe.bangunan kebudayaan. 
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entasi Kebudayaan 
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.. 
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KATA PENGANTAR 

Salah satu kebijaksanaan pokok pe.bangunan pendi­
dikan dan kebudayaan adalah pe•binaan dan pengembangan 
kebudayaan nasional, termasuk di dalamnya pembinaan dan 
pengembangan aneka raga. kebudayaan nasional sesuai isi 
dan makna pasal 32 UUO 1945 beserta Penjelasannya. 

Oala. hubungan ini, Proyek Inventarisasi dan Ooku­
mentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara dala. kegi­
atannya sejak tahun anggaran 1977/1978 te1ah berhasil 
•enginventari sir berbagai aspek kekayaan budaya daerah, 
namun baru sebagian kecil yang telah diterbitkan. Kita 
patut &eabira dan bersyukur,karcna dalam tahun anggaran 
1986/1987 ini proyek tersebut mendapat kepercayaan ae­
nerbitkan 5 judul naskah, diantaranya adalah : 

"Pola Penauasaan Pemilikan dan Penaaunaan Tanah Secara 
Tradiaional Daerah Sulawesi Tenaaara" Tahun 1984/1985. 

Kaai menyaabut baik dan sangat menghargai pener­
bitan buku ini, disertai harapan, bahwa kehadirannya di 
tengah-tengah aasyarakat , selain menambah kepustakaan 
bangsa, juga berfungsi sebagai sarana bacaan dan studi 
komparasi untuk bisa saling mengenal kebudayaan antar 
daerah dalam rangka memperkuat penghayatan dan penga­
aalan Pancasila guna terciptanya ketahanan nasional di 
bidang SO$ial budaya. Karena itu buku ini patut dibaca 
dan dipetik hikaahnya oleh aasyarakat, terutama genera­
sf .uda sebaeai pelanjut perjuangan dan pembangunan 
bangsa. 

Kaai yakin, buku ini dapat diterbitkan berkat ker­
jasama yang haraonis dari berbagai pihak: ketekunan pe­
nults, ketelatenan nara suaber, kesungguhan para petu­
aas, dan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah. le­
pada se.ua pihak, kita patut mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya. 

Semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa memberikan 
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. 

Kendari, Desember 1986 
~-

- -~~(}lepala tantor WUa:yah 
i ..,V:" ~~n Pendidikan dan Kebudayaan 

'' ~ ~nsi Sulawesi Tenggara, 
'· "' ""'" .. Ml.o~~ 41 , 1' ·-·~ ll ••• " . ji , I II a I . . t i.. ~ ,. ...... ~. 1~ 0 

\ ~~-
, , ~~ ZUA FASIHU, BA. 

o;.- . NIP . 130123273. 
- . _ __,/ 
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PENGANTAR 

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan 
Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direk­
torat Jenderal Kebudayaan Depart~en Pendidikan dan Ke­
budayaan telah .enghasilkan beberapa aacaa naskah Kebu­
dayaan Daerah diantaranya: 
"Pola Penguataan Pemilikan dan Pengeunaan Tanah Secara 
Traditional Daerah Sulawesi Tenuara" Tahun 1984/1985. 

Kaai aenyadari bahwa naskah ini belualah aerupakan 
suatu basil penelitian yang •endalaa, tetapi baru pada 
tahap pencatatan, yang diharapkan dapat diseapurnakan 
pada waktu-waktu selanjutnya. 

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasaaa yang baik 
antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan 
Piapinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokuaentasi 
Kebudayaan Daerah, Peaerintah Daerah, Kantor Wilayah 
Departe.en Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tina­
gi, Tenaga ahli perorangan dan para peneliti/penulis 
serta nara suaber di daerah . 

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, aaka 
kepada seaua pihak yang tersebut di atas kaai aenyaapai 
kan penghargaan dan teri .. kasih. 

Harapan kaai terbitan ini ada aanfaatnya. 
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Jakarta, Dese.ber 1986 

DrS. H. AI!W) JJIIIS 
lCIP. 130146112 



DAFTAR lSI 

PRAKATA .........................•••.•...•.• i 

KATA PENGANTAR .........•...•• '· . . . . . . . • . • . . • • • . . . . ii 

P E N G A N T A R . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . iii 

DAFTAR lSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i v 

BAB I . PENDAHULUAN. . .......................... ·. . . 1 
Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 2 
Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ruang 1 ingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Pertanggunganjawab penelitian.......... 4 

BAB II . MEN EMU KEN ALI . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 15 
Lokasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Penduduk • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 20 
Latar belakang sosial budaya .•.•...... 29 
Pertumbuhan sistem pemerintahan .....•. 36 

BAB III SEJARAH TENTANG TANAH .................... 49 
Asal usul penguasaan tanah •........... 49 
Asal usul pemilikan tanah ............. 58 
Asal usul penggunaan tanah ............ 67 

BAB IV. POLA PENGUASAAN TANAH ..........•...•..... 75 
Pranata-pranata sosial yang berlaku 
dalam penguasaan tanah ..........•..... 75 
Bentuk penguasaan tanah ............•.. 83 

BAB V. POLA PEMILIKAN TANAH .........•...•....•.. 85 
Pranata-pranata sosial yang berlaku 
dalam pemilikan tanah . . . . . . . . . . . . . . ... . 85 
Bentuk pemilikan tanah ••...•......•... 93 

BAB VI. POLA PENGGUNAAN TANAH .............•...... 95 
Pranata-pranata sosial yang berlaku 
dalam penggunaan tanah ..•.•.........•• 95 
Bentuk penggunaan tanah •..........•... 103 

iv 



BAB VII ANALISA .................................. !U~ 
Pola penguasaan, pemilikan dan penggu-
naan tanah secara tradisional ......... 109 
Pola penguasaan, pemil:U<an dan penggu­
naan tanah setelah berlakunya Undang -
Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) dan Un­
dang-Undang No.5 tahun 1979 tentang Pe 
merintahan Desa ....................... 111 
Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 

DAFTAR KEPUSTAKAAN ............................... 115 

DAFTAR INFORMAN ......................... , . . . . . . . . 117 

INDEX ............................................ 119 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 121 

v 



BAB I 

PENDAHULUAN 

Sebagai makhluk sosi.al, manusia tidak dapat hidup 
send.iri, tetapi selalu mempunyai naluri atau dorongan un­
tuk hidup berkelompok. Adapun dorongan untuk hidup ber­
kelompok dan selalu berhubungan satu sama lain menimbul­
kan keter.i.katan antara individu sebagai anggota kelompok 
atau masyarakat, maupun dengan lingkunganjnya. Dalam ke­
lompok yang terctiri dari individu-individu atau orang-orang 
tadi akan saling bekerj9. sama. Untuk itu' diperlukan prana­
ta yang mengatur hubungan antara sesama individu, antara 
individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan 
kelompok lainnya. 
Pranata-pranata tersebut terdapat didalam adat atau adat 
.istiadat baik tertulis lmaupun tidak tertulis, yang lazim di 
~~but hukum adat. 

Selanjutnya, kelompok tadi blla menetap pada suatu 
wllayah tertentu maka selain keter.i.katan terhadap kelom­
poknya, ., juga terasa adanya ikatan-ikatan dengan wllayah 
atau ternpat tinggal dirnana mereka berada. Maka dapatJah 
dikatakan bahwa da}am hidupnya, rnanusia selain mera.sa 
ter.i.kat dengan lingkungan sosial, juga merasa ada ikatan 
dengan lingkungan alam dirnana mereka tinggal (Koentj3.ra.­
ningrat, 1977: 155 dan Emil Salim, 1980: 29). 

Pada masyarakat petani dirnana dalam usaha mernenuhi 
kebutuhannya dengan bercocok tanam, lingkungan alam sa­
ngat mempengaruhi bahkan peranannya sangat besar untuk 
kelangsungan hidupnya. Alam telah menyediakan / kemungkin­
an -kernungkinan yang dapat dipak~ untuk memenuhi kebu­
tuhan dan didalarn pertanian salah satu unsur yang sangat 
rnenentukan adalah tanah. Tanah bukan sa.j3. sebagai sumber 
kehidupan atau surnber rnatapencaharian tetapi segala ke­
gi.atan sehari-hari bahkan rumah tempat tinggal biasanya -
juga berada diatas tanah. Mereka dllahirkan hingga \ dewa-
sa, kemudian rnegernbangkan keturunan serta sampai akhir 
hayatnya kadang-kadang dirnakamkan ditanah itu. Karena 
itu tanah merupakan benda paling penting dan tinggi nilai­
nya dari pada benda-benda lainnya, sehingga tidak heran 
blla kegi.atan atau akti'.li.tas serta hal-hal penting dalam I ke 
hidupan manusia yang berkaitan dengan tanah selalu diser-
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tai dengan upacara-upacara traclisional. Bersumber dari ta­
nah yang sangat ~ nilEdnya, tllnbul berbagai hak dan 
kewaji_ban serta hal-hal yang sangat kompleks, misaJnya da­
lam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. 

Tanah dapat dikuasai oleh individu, kelompok rnaupun 
masyarakat. Penguasaan tanah oleh rakyat lazim c:tisebut 
hak ulayat. Menurut Imam Sudiyat hak ulayat adalah suatu 
hak yang d.ipunyai atau melekat pada masyarakat h.i<un adat 
yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluni1 
tanah yang berado. dalam daerah kekuasaannya. CUran sm­
yat 1978: 61-62). Jadi dapat clisimpulkan bahwa penguasaan 
atas tanah adalah berada atau dipunyai olEh s.Btu rrasyc:J.rakat 
hukum adat yang c:tisebut hak ulayat. 

Selain penguasaan atas tanah, masyarakat hukum adat 
j.lga berkewaji..ban mengatur pember.i.an hak kepada Wll'§3l1Ya 

untuk menikmati hasll serta apa yang tumbuh di a tasnya 
m:isalnya membuka tanah, menclir.i.kan tempat ltinggal, meng­
gembalakan ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu 
dan sebaga:lnya. Hal-hal ini diart.ikan sebagai hak ~ 
tanah. Hak-hak tersebut cliatas seperti membuka tanah ke­
mudian menanaminya 1 menclir.i.kan tern pat ti_nggal, llJ31?fflbil 
hasi.l b.ila d.ilakukan dan dikerjl.kan dalam waktu lama dan 
terus menerus akan dapat menin .gkat kepada hak yarg lebih 
kuat yakni hak milik. Hal ini yang dimaksudkan dengan pe­
milikan atas tanah. Sebali.knya tanah yang telah dit~ 
begitu saja oleh pemiliknya, atau pemiliknya meninggalkan 
tanpa warts, jlga apab.ila tanda-tanda bahwa tanah yang 
pernah dibuka atau digunakan telah punah, maka tanah itu 
akan kembali menjl.di tanah ulayat. (Ridwan Fauzi 1982 :28) 
Pemilikan tanah dapat merupakan penilil<an ~ atau 
individu dapat pula merupakan millk komunal. 
Sarna halnya dengan hak penggunaan tanah yang telah d i 
sebutkan diatas. Dalam hukum adat atau pranata adat ter­
dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tEntarg ~ 
dan pernilikan tanah, baik oleh per seorangan maupun nasya­
rakat. 

MASALAH 
Ada beberapa masalah yang mendorong d.ilakukannya 

penelitian Pola Penguasaan , Pemilikan dan Penggunaan 
tanah Secara Trad:isi.onal. Masalah-masalah itu adalah seba­
gai ber.ikut: 
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1. Karena ketidak jelasan pola-pola tersebut yang kadang 
kadang menimbulkan ketegangan so~al dibeberapa daerah 
di Indonesia, termasuk daerah Sulawesi Tenggara. 

2. Dengan berlakunya Undang-undang pokok agraria ( Undang 
Undang Nomor 5 tahun 1960), akan menimbulkan ~ 
an atau pola baru dalam hal penguasaan, pernilikan dan 
penggunaan tanah. Kadang-kadang ada masyarakat yang 
telah melaksanakan undang-undang pokok agraria,,tetapi 
ada juga yang belum melaksanakannya, sehingga pola 
yang tradisional tetap berlaku. Selain dari pada it u 

dengan berlakunya UU No.5 tahun 1979 ta11:.arg ~ 
tahan desa, di bebera.pa daera.h tertentu terlihat l:'ap.B­
nya desa yang bersifat tradisional, dengan dernikian di 
ikuti dengan hapusnya hak-hak ulayat atas tanah-tanah 
di bekas w:ilayah desa tradisional tersebut. Hal ini pun 
secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi 
pola-pola d:iatas. 

3. Belum diketahuinya data dan informasi tentang pola pe­
nguasaan, pernilikan dan penggunaan tanah secara tra.­
disional., yang dapat d:ijidikan bahan kebijaksanaan 
pembinaan kebudayaan dan bahan studi. 

4. Direktorat Sejara.h dan Nilai Tradisional., khususnya Sub 
Direktorat Sistem Budaya belum mempunyai bahan ta'ltans 
pola penguasaan, pernllikan dan penggunaan tanah sec a­
ra tradisional. 

TUJUAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pola penguasaan, pern:ilikan dan peng­

gunaan tanah secara tradisional. 
2. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi da­

lam pola penguasaan, pernllikan dap penggunaan tanah 
dengan berlakunya Undang-undang pokok agraria ( U n­

dang-undang Nomor 5 tahun 1960) dan Undang- undang 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemer.intahan Desa. 

3. Tersed:ianya data dan informasi tentang pola penguasaan 
pernllikan dan penggunaan tanah secara tradisional~­
gai bahan keb:ij:tksanaan pembinaan kebudayaan di ling­
kungan Direktora.t Jenderal Kebudayaan. 

4. Tersed:ianya naskah tentang pola penguasaan, pernilikan 
dan penggunaan tanah secara tra.d:isi.onal daera.h &lJ..ai..esi 

Tenggara. 
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RUANG LINGKUP 

Terna penelitian kaJi ini adalah pola penguasaaf'\ pe­
rnili.kan dan penggunaan tanah secara traclisi..onaL Ruang 
lingkup terna ini perlu diber.i.kan pernbatasan yang jelas,tE.:ik 
dari segi rnateri rnaupun dari segi operasional. 

Ruang lingkup materi 

Dalarn pernbahasan rnateri yang diungkapkan disini 
adalah rnasalah yang rnenyangkut hak ulayat, yaitu ~ 
atas sejurnlah tanah yang pengaturan penggunaannya di~ 
tu1e. n oleh sejurnlah pranata-pranata yang ada dalarn kebu­
dayaan rnasyarakat, kebudayaanTolaki di Kabupaten Kendari 
yakni adat istiadat. Karena itu dalarn pembahasandi ti tik 
beratkan pada pranata-pranata kebudayaan di ~ini 
yang rnenjadi variabel utarna dalarn pola penguasaan,~­
li.kan dan penggunaan tanah secara tl"adisional pada suku 
Tolaki. 

Selain itu juga di lihat hubungan antara p-arn.ta-p-am­
ta tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya yang~ 
langsung atau tidak langsung terpengaruh atau rnernpengau­
hi pranata-pranata tersebut. Jadi dalarn ruang lingkup nate­
ri terkandung dua kornponen yaitu pranata dan tanah, s e­
hingga dengan rnelihat dua kornponen inidapat diketahui 
pola penguasaan, pernilikan dan penggunaan tanah ~ 
tl"aclisi..onal di kalangan suku Tolaki di Kabupaten Ken dar i 

Ruang lingkup operasiooal 

Berdasarkan pola keb:ij3.ksanaan Proyek IDKD Pus at, 
rnaka sasaran penelitian ini di prioritaskan kepada rna s y a­

raka t di daerah yang rawan dalarn rnasalah tanah di Pn:pinsi 
Sulawesi Tenggara. 

Berdasarkan pola keb:ij3.ksanaan tersebut diatas, rnaka 
telah dipilih suku Tolaki di Kabupaten Kendari ~ 
sarnpel penelitian karena di daerah ini t.erU3fat tanyak rras:liah 
rnengenai tanah, bila dibanding dengan daerah-daerah lain­
nya, di Sulawesi. Tenggara. 

PERTANGGUNGJAWABAN PEN~N 

Dalarn sub bab ini akan di uraikan pertanggung j:wlb-
an prosedur penelitian pola penguasaan, pemilikari dan 
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penggunaan tanah secara tradisional di Sulawesi T~ 
ra, bai.k ctirencanakan, d:ilaksanakan maupun hasilnya. Bebe­
rapa pokok yang akan di uraikan dalam bagian ini adalah : 
- Tahap pe~pan 
- Tahap pengumpulan data 
- Tahap pengo1ahan data 
- Tahap penUlisan laporan 
- Hambatan-hambatan dan 
- Tahap hasil akh:ir. 
Masing-masi.ng tahap tersebut dalam pelaksanaannya dapa t 

kami uraikan sebagai berikut: 

Tahap pers1apan 

Sebagai kegiatan pendahuluan dalam pennapan pene­

litian ini adalah penyusunan organ:isasi. dan Tim Peneliti. 
Sesuai dengan TOR .Po1a penguasaan ; tanah tah..n 1984/ 

1985 dan berdasarkan beberapa pertimbangan,~ surat 
Keputusan Pemimpin Proyek Inventa.risasi. dan Dokumentasi. 
Kebudayaan Daerah Sulawesi. Tenggara tanggal, 9 Mei 1984 
Nomor: 04/IDKD/V/84/Sultra, telah dibentuk Tim Pelaksana 
Penelitian dan Penyusunan N askah Pola Penguasaan, pemi­
Jikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Iaerah Sula­
wesi Tenggara dengan susunan sebagai berikut: 
- .I:!:-s. Berthyn Lakebo (ketua) 
- Drs. Abd. Rahim G. (anggota) 
- Haeba Syamsuddin,BA. ( anggota) 
- Muh. Arit L. (anggota) 
Mengingat anggota tim yang sangat terbatas, sempitnya W3k­
tu serta luasnya ruang lingkup dan daerah penelitian, maka 
tim ini diorgan:isir sedemikian rupa sehingga dapat Wrerj3. 
secara efektif dan eflsien. Karena itu pada tahap permil.aan 
telah diadakan pembagian kerj3. yang jelas diantara arwta 
tim dengan tugas-tugas tertentu, yaitu penelitian kepusta­
kaan, penelitian lapangan, pengolahan data, penulisan data 
dan pengetikan. 

Agar setiap tim dapat mengerti tugasnya dengan jelas 
maka pada tahap selanjutnya para anggota tim mempelaj:rri 
pola penelitian, kerangka laporan, petunjuk ~ 3?rta 
materi pengarahan untuk penelitian pola penguasaan tanah 
dari Proyek IDKD Tahun 1984/1985. D.isamping itu setiap 
anggota tim diperlengkapi pula dengan bahan-bahan kepus­
takaan mengenai materi yang akan diteliti untuk direlaj3ri 
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sehingga pengetahuan mereka mengenai tema penelitian da­
pat leb.ih d.iperluas. 

Sebelum anggota tjm melaksanakan penelitian l.aJ:argln 
di adakan lagi pertemuan khusus dengan semua anggota t:im 
Maksud dan ~ pertemuan llli adalah: · 
- Penjelasan mengenai ma'3a1ah, tujlan, materi dan o bye k 

serta sasaran penelitian. 
- Penjelasan mengenai daerah sampel, metode dan pelaksa-

naan tekhnis penelitian. · 
- Penjelasan mengenai mekanisme kerj:i dan j3.ngka w a k t u 

penelitian. 
- Mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari pokok-fX)<ck ~ 

nelitian serta bahan-bahan kepustakaan yang ada hiLQg­
annya dengan materi penelitian. 

- Penjelaxm terhadap hal-hal yang bersifat urn urn :::; e pert i 
per.Unnan, biaya dan perlengkapan penelitian,penulisan 
laporan dan lain-lain. 

Dengan penjelasan dan diskusi. tersebut, setiap armata 
tim dapat mengerti tugasnya masing-masing dan cEpit b:kErj3. 
dengan baik dan lancar di lapangan. Dengan demikian ffisil 
yang d.iharapkan dalam penelitian dapat tercapai. 

Tahap pengumpulan data 

Untuk pengumpulan data, ditentukan beberapa metode 
yang dipakai, begitu pula ~ lokasi penelitian.Se­
suai dengan tema dan masalah penelitian kali ini di~ 
beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu: 
- Metode kepustakaan, yaitu metode yang d.ipakai dengan 

cara meneliti dan memp~ bahan-bahan kepuSUkaan 
yang ada hubungannya dengan tema dan materi ~tian. 
Dengan metode ini pengetahuan dan pengalaman si p::reliti 
mengenai tema penelitian dapat leb.ih diperkaya u n t u k 
selanjutny.a melakukan penelitian lapangan. Disamping itu 
dengan metode kepustakaan llli dapat diketahui s e j au h 
mana materi-materi yang akan diteliti dan yang ada. De­
ngan cara ini duplikasi penelitian tidak perlu terj3.di. 

- Metode Wawancara, yaitu metode yang dipergunakan de­
ngan cara wa wancara secara langsung ~ {Era i n­
forman yang telah dipilih. Para informan ini acElah tm-tua 
adat, tokoh-tokoh masyarakat, petugas-pe~ df!f'd!'i:.1 ser-
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ta perorangan yang karena tugasnya memiliki banyak 
pengetahuan mengenai tema dan materi yang al<an diteliti 
Agar wawancara dapat--d:ilakukan dengan lancar, disiaP<an 
suatu daftar pertanyaan yang d:isusun sesuai~ TOR 
pola penguasa.an, pemili.kan dan penggunaan tanah SE03m 

trad:isi.onal, sebagai pedoman bagi. peneliti dalam melaksa-
nakan wawancara untuk memperoleh data yang ditut:Ulkan. 

- Metode oOOervasl, yaitu metode yang dilakukan dengan 
pengamatan langsung temadap obyek dan sasaran p:neli­
tian.Dengan metode ini maka data-data yang direrolm ITB­

lalui wawancara dapat diperjelas dan dilengkapi. 

D:1samp1ng metode penelitian, juga ditentukan o bye k 
dan sasaran penelitian. Oleh ; karena daerah Sulawesi. Teng­
gara wliayahnya cukup luas, maka sesuai dengan r:etu1j.k 
dari Proyek IDKD Pusat, telah dipili.h daertah-daerah ter­
tentu dimana masalah tanah sangat ra wan. Prq:>irni .9..Jl:aw8si. 
Tenggara terdiri atas 4 Kabupaten yaitu Kabupaten I<En:Bri, 
Huna, Buton dan Kolaka. D:isamping itu terdapat 2 kota 
Adm:inistrati.f yaitu kota Kendari dan Bau-Bau. 

Dari ke empat kabupaten tersebut telah dipilih i<ab.JI:a­
ten Kendari sebagai obyek dan sasaran penelitian dengan 
memilih kecamatan Lambuya sebagai lokasi penelitianPemi­
lihan Kabupaten Kendari sebagai daerah penelitian di~ 
kan pada beberapa alasan: 
1. Kabupaten Kendari dan khususnya di Xecamatan Lambuya 

adalah daerah penempatan transmigrasi.. dari Java dan full 
2. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak masalah tanah 

yang muncul karena kurang ~ya hak-hak atas tanah 
dari penduduk as1i. Banyak tanah-tanah rakyat yai1S oo­
mula berstatus hak ulayat, kini kurang atau tidak d.inm­
faatkan, sehingga pemerintah daef'?h menj3.dikannya ld<.a 
si.. penempatan transmigrasi... 

Selain hal-hal tersebut diatas, maka untuk penelitian ini 
telah dibuat j3.dwal penelitian. Hal ini dilakukan mengingat 
waktu yang sangat terbatas dan juga untuk menjaga ked i­
si..plinan para anggota tim, agar tugas-tugas p:nalitian cEpit 
d:iselesaikan pada waktunya. Jadwal ini tidak b:?rsifat kaku 
tetapi d:isesuaikan dengan si..tuasi.. dan kond:is:i. d3.erah peneli­
tian, juga waktu yang tersedia dari anggota tim, .:Jadwal 
penelitian untuk aspek pola penguasaan, pemili.kan dan p::rg­
gunaan tanah secara trad:is:i.onal daerah .9...t1.aw=si Tenggara 
adalah sebap;ai berikut: 
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Se~ semua rencana penelitian rampung,rraka dila~ 
1ah penelitian sesuai dengan j3.dwal yang telah ditentukan. 
Yang pertama sekali dilaksanakan adalah ~tian kepusta-

. kaan. Hal ini dilakukan oleh semua nggota tim ~ rrarp e­
~ buku-buku kepustakaan dan bahan-bahan unnnyayang 
ada hubungannya derigan mater.i. yang diteliti.. ~ di 

'lakukanlah penelitian lapangan bef'9asarkan pembagian, p3rn 
anggota tim melakukan penelitian sebagai ber.ikut: 
- Drs. Berthy:n Lakebo dan Drs. Abd. Rachim G melakukan 

penelitian lapangan di kecamatan Lambuya. 
- Haeba Syamsuddin,BA. melakukan penelitian pada \ j3.watan/ 

instansi yang relevan dengan masalah tanah •di' :kbta ·Ken­
dar.i. dan seld.tamya. 

Pengumpulan data ·dilakukan melalui wawancara ~ para 
informan yang telah dipilih. Kesempatan ini jlga ~ 
untuk mengobservasi pala ~t' pemilikan dm ~ 

an tanah di lokasi penelitian. 

Ta.hap pengolahan data 

Setelah penelitian lapangan selesai dan d3.ta-d3.ta telah 
terkumpul ~ maka kegiatan selanjutnya adalah p:!'g)lal'En d3.ta 
Pekerj3.an ini d:ilakukan dengan cara mengklasifikasikan dm 
menganalisis data yang ada. Pengolahan data ini~ 
untuk kejernihan data itu sendir.i. yang akan ~ cia­
lam penulisan laporan. Data-data yang masih kurang diusa­
hakan untuk dilengkapi dengan cara mengadakan ~ 
kembali di lapangan. 

Tahap penulisan lapa'"all 

Setelah data-data diolah, maka dilakukanlah p:ruli.s3n 
laporan. Tekhrrlk penyusunan laporan ini didasarkan pada 
petunjukl yang terdapat dalam TOR pOla penguasaanpmilik-

an dan penggunaan tanah secara trad:isional dr.i. Proya<: 1I1ID 
D:irektorat Sej3.rah dan Nilai Tractisi.onal tahun 1984/ 1 9 8 5 
Hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian ini ad31ah sistem 
penulisan laporan dan sistimatika atau organisa.si laporan. 

Sistem penulisan lapcran. Setelah data dikumpul, dioJah dm 
dianalisis, maka dimulailah penulisan laporan. MuJa.mila ditu­
lis draft pertama. Naskah draft pertama ini did:i..3<uill<an 13gi 
di antara anggota tim untuk dilengkapi dan disempurnc:kan 
Setelah itu d:ilakukanlah penulisan laporan akh:ir. Sistem 
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penuli.san laporan ini mengikuti petunjuk yarg ru::lah ad3. cBJan 
TOR misalnya cara penuli.san bab, penggunaan bahasa, sistan 
bibliografi, :index dan lamp:iran-lampiran. 

Si.stematika a tau arganisasi lapcran. Secar a ~un..tEn rns­
kah ini terdir.i. dari tujuh bab, yaitu: 
- Bab I, adalah pendahuluan. Dalam bab ini. dil...ll"'a:ilim me­

ngenai masalah penelitian. Uraian tentang masalah adalah 
hal-hal yang menj:ldi motivasi dan dasar-dasar pemikiran 
sekitar clilakukannya penelitian :i.ni. Selanjutnya ad a 1 a h 
Ura:ian mengenai tujlan penelitian. Apa yang akan dicspll. 
dengan diadakannya penelitian ini, diuraikan cB1an t:Egi..an 
:i.ni. Sela:in itu adalah uraian mengenai ruang lingkup pe­
nelitian. Dis:i.ni diber.i.kan batasan mengenai obyek d3n 33.­

saran penelitian, baik dari segi materi (:isi), rrBl.lp.n dari 
segi operasiona1. Dari segi materi dikemukakan sarso:m 
batasan kerji untuk memberi gambaran tentang materi 
apa yang akan di uraikan sehubungan dengan tara~­
tian yakni pola penguasaan, pemillkan dan ~ tarnh 
secara trad:isional. Dari segi opera.sional dikemukakan su­
ku bangsa mana yang menj:ldi sasaran penelitian d3n 1d<a­
si. mana ·yang dipilih sebagai daerah sam pel penelitian di­
sertai alasan-alasan dan perlimbangan yang mendukungzya 
Hal terakhir yang d:iuraikan dalam bab ini adalah l1l:Q?,8'Bi 
pertanggungan jiwab .ilm:iah prosedur pengumpulan data 
(metode) • Da,1Bill bagian ini diuraikan mengenai proses 
penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan pen e 1 i tian 
(pengumpulan data), pengalahan data, penulisan laporan, 
hambatan-hambatan dan hasil akhir penelitian. 

- Bab II, adalah uraian mengenai menemu kenali(ident:itlka­
si.). Dalam bab ini dikemukakan mengenai 1okasi penduduk 
Jatar belakang sosial budaya dan pertumbuhan sistem l=ffi& 
rintahan. Lokasi adalah uraian mengenai lokasi p:rel.itian, 
secara umum yakni Propinsi. Sulawesi. Tenggara. Kemuclian 
diuraikan mengenai lokasi yang menj:ldi daerah sam pel~ 
nelitian, meliputi 1etaknya, keadaan geografls dan p o 1 a 
perkampungan penduduk. 
Selanjutnya adalah uraian mengenai penduduk yarg meli­
puti jumlah secara umum, angkatan kerji d3n ja1is kelcmin. 
Disamping itu diuraikan juga mengenai jen:is penduduk(as­
li dan pendatang). 
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DaJ.am bab ini diuraikan juga Jatar belakang sosial tu::\:zya 
dari suku bangsa yang diteliti. Hal-hal yang diuraikan ne­
li.puti: 
- sejrr'ah,yakni tahap-tahap perkembangan sej3.rah kebu­

dayaan masyarakat bersangkutan. 
- S:istem mata pencahar.ian hidup yang ada relevansi ny a 

dengan tanah. 
- S:istem ktkerabatan dan ~m naligL 
Selanjutnya adaJah uffi1an tentang pertumbuhan sistem 
pemerintahan menurut tahap-tahap sebagai ber.ikut: 
- masa sebelum pel'ljaj:than 
- masa Belanda 
- masa Jepang dan 
- masa Kemerdekaan. 

- Ba.b m, adalah uraian sej3.rah tentang tanah, ~ meli-
puti: 
- asal usul penguasaan tanah pada masa sebelum penj3.­

jahan, masa Belanda, masa Jepang, dan masa ke:l'ErUei<aan 
- asal usul pemili.kan tanah pada masa sebelum p:!1j:lj3hm, 

masa Bela.nda, masa Jepang, dan rrasa k~. 
- asal usul penggunaan tanah pada masa setelun p:njaj3h­

an, masa Belanda, masa Jepang, dan rrasa kemerdekaan. 

- Ba.b IV, adaJah ill'aian mengenai pola penguasaan tanah • 
Hal-hal yang diuraikan daJam bab ini adaJah J:l'Bffita-rram-

ta ro3ial yang berlaku daJam penguasaan tanah, s e pert i 
pranata politik, pranata ~ pranata ekonomi, hukum 
adat dan pranata-pranata Jainnya. Tiap pranata dil..ll'"'ai¥an 
Jagi. tentang: 
- siapa yang berkuasa atas tanah 
- bagaimana kedudukannya. 
- bagaimana wewenangnya 
- bagaimana bentuk penguasaan tanah pada tiap J:l'Bffita. 
SeJain itu dikemukakan juga bagaimana bentuk ~ 
tanah. 

- Ba.b V, adaJah ill'aian mengenai pola pemili.kan tanah. Hal 
hal yang diuraikan daJam bab ini adaJah p-arE.ta-prana ta 
sosial yang berlaku daJam pemilikan tanah ~i p-arata 
politik, pranata reli.gi.., pranata ekonomi, hukum adat dan 
pranata-pranata Jainnya. 
Tiap-tiap pranata diuraikan tentang: 
- siapa yang memiliki tanah. 
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- bagaimana cara merniliki atau memperaleh tanah. 
- bagaimana bentuk pemilikan tarnh p3d:i tiap pranata. 

- Bab VI, adalah uraian tentang pola penggunaan tarnh. I:a-
lam bab ini dikemukakan pranata-pranata sosial ~ ber­
laku dalam penggunaan tanah seperti pranata p:ili.tik,p-a­
nata re.ligi.., pranata ekonomi, hukum adat dan pranata-p"a 
nata lainnya. Materi yang diuraikan p:rl3. t.:iap p-arn.ta ada­
lah: 
- siapa yang bemak menggunakan tanah. 
- bagaimana cara menggunakannya 
- bagaimana bentuk penggunaan tanah p3d:i tiap Jr8l'Bta. 

- Bab VII, adalah analisa. Dalam bab ini dikemukakan ha-
si.l anaiisis tentang pola penguasaanp:mi.J.il<an d3n ~ 
an tanah secara tractisi.onal di Sulawesi Tenggara. Juga 
dikemukakan bagaimana po1a penguasaan, pemilikan dan 

penggunaan tanah di Sulawesi Tenggara, setelah ber~ 
kunya UU No.5 tahun 1960 (UUPA) dan UU No.5 tah..n 1979 
tentang pemerintahan Desa. 

Demikianlah sistimatika naskah ini bab demi bahN:ls1Gh 
ini dilengkapi dengan daftar kepustakaan mblic:g-af'i) in::Ex 
dan lampiran-lamp:ira.n lainnya. 

Hambatan-hambatan 

Dalam pelaksanaan penelitian banyak hambatan yang 
dijumpai antara lain: 
- Komunikasi. yang agak sulit dengan daerah penelitian. 
- Sulitnya menemukan informan yang sungguh-sungguh me-

nguasai masalah yang sementara diteliti, ditari:Eh lagi. de­
ngan si..kap tertutup dari para informan. 

- Tidak adanya sumber-sumber tertulis dicBerah Sulawesi 
Tenggara yang membahas mengenai pola ~, pemi­
likan dan penggunaan tanah secara tractisi.onal. 

Hasil akhir 

Dengan berpegang kepada tujuan penelitian ini set:egri 
tolok ukur, maka hasil yang telah dicapai dalam ~ nelitian 
yang dituangkan dalam laporan ini, agaknya cukup memadai 
dalam arti terkumpul dan terungkapnya data dan infornasi 
tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah 
secara tradisional di daerah Sulawesi Tenggara. Sehubungan 
dengan hal tersebut, dapat ctisi.mpulk~m bahwa hasi.l pene-
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litian :ini. dapat dij3.dikan pangkal talak bagi.. penelitian IX>}a 
penguasa.an, pemilikan dan penggunaan tanah secara rraxWan 
di daerah Sulawesi Tenggara pada masa-masa mendatang.-
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LOKASI 

BAB II 
MENEMU KENALI 

Suku Tolaki mend:iami daerah kabupaten Kendari dan 
Kolaka dalam wilayah Prop.ins:i. Sulawesi Tenggara. Suku To­
laid yang mend:iami kabupaten Kendari laziro cti..9eOOt To ko­
nawe dan suku Tolaki yang mend:iami kabupaten Kolaka la­
zim disebut To mekongga. Namun demikian adatistiadat 
suku Tolaki d.i kedua kabupaten ini pada p:ri.nsi.p1ya sama 
Dasar pengakuan penduduk sehingga disebut suku Tolaki 
pertama-tama dili.hat dari segi kesatuan·l bahasa yakni tar.a­
sa Tolaki. Bahasa Tolaki adalah merupakan media kaTu1il<asi 
antara satu dengan yang lain, baik dalam keluarga/ rumah 
tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Disam'ping itu 
d.ipergunakan ~a bahasa Indonesia. 

Selain itu adalah faktor adat :ist:iadat dalam ras pen­
duduk di daerah ini. Dalam berbagai segi pergaulan d.i ma­
syarakat berlakulah ketentuan adat :ist:iadat atau keb:i.a.saan 
suku Tolaki yang d.itanamkan dan ditaati secara turun taru­
run. Disamping itu faktor teritorial (kesatuan hidup setem­
pat) juga merupakan salah satu dasar pengakuan penduduk 
sebagai satu suku bangsa (suku Tolaki) karena I!'Bl"'6<a ~­
ami suatu wilayah tertentu. 

Letak 

Lokasi penelitian pola penguasaan, pemilikan dan p:rg­
gunaan tanah secara tra.disional daerah Sulawesi Tenggara 
(selanj.ltnya disebut pola penguasaan tanah) ad3lah ka:matan 
Lambuya, sebagai salah satu kecamatan dalam wilayah ka­
bupaten Kendari. 

Secara administ.ratif batas-batas kecamatan Lambuya 
adalah sebagai berikut: 
- sebelah utara dengan sungai KonaweEha dan kecama tan 

Unaaha. 
- sebelah barat dengan kecamatan Tirawuta (KabupatenKO-

laka). 
- sebelah Ttmur dengan kecamatan Ranomeeto 
- sebelah selatan dengan kecamatan Tinanggea. 
Kecamatan Lambuya terdiri dari 25 buah desa dan ~ 
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unit pemukiman transmigrasi. (UPT), antara lain UPT Sonai 
Benua Indah, Suka Mulia, Tanggobu dan Uepai. I b u k o t a 
kecamatan Lambuya adalah Lambuya yang terletak pada 
poros j3lan raya Kendari - Kolaka, dengan j:lrak 87 km d3ri 
Kendari (ibu kota Propinsi) dan dapat ditempuh dengan kffi­
daraan mobil selama 1! j3.m. Jarak ibu kota kecamatan 00-­
ngan ibu kota kabupaten Kendari (unaaha) adalah 8 km. Ja­
r.ingan j3lan yang terdapat dalam kecamatan ini dikctego -
rikan sebagai berikut: 
- j3lan negara : 32 km 
- j3lan Propinsi : 63 km 
- j3lan Kabupaten : 65 km 
- Jalan Kecamatan : 10 km 
- j3lan Desa : 30 km. 
Jar.ingan j3lan ini ada yang di aspal dan sebagian lagi ba­
ru dalam taraf pemadatan. Banyak j3.rlngan j3lan yang baru 
dibuka untuk memperlancar hubungan dengan desa-desa ~ 
pencil dan lokasi.-lokasi. transmigrasi.. Alat-alat transp:rtasi 
yang dipergunakan penduduk adalah: mobil, sepeda motor, 
sepeda dan lain-lain. Pada masa lalu biasa ~ l<l..r:B 

Keadaan~ 

Luas w:ilayah Kecamatan Lambuya adalah i .40&83 km2. 
Sebagian w:ilayah :Kecamatan Lambuya adalah daerah ~ ter 
gunung-gunung dan berbukit-bukit dan sebagian lagi adalah 
dataran rendah yang dapat ~dikan areal pertanian/ per­
sawahan dan perkebunan. 

Daerah pegunungan ditumbuhi oleh hutan lebat yang 
menghasi.lkan kayu, rotan dan damar. Sedangkan da taran 
rendah ditumbuhi oleh padang alang-alang yang pada masa 
lalu d:ij3.dikan lokasi. pemeliharaan temak secara tradisi.onal. 
Kecamatan Lambuya terdapat sungai KonaweEha yang seka­
ligus menj3.di batas dengan kecamatan .lainnya yakni keca­
matan Wawotobi dan Unaaha. Sungai ini telah dibendung di 
desa Ameroro, sehingga airnya sudah dapat dimanfaat kan 
:ir.i.gasi. sawah di beberapa desa kecamatan LambuyaPill< olEh 
penduduk asli maupun para transm:igran. Tet.api di.s::rrpill?; itu 
sekarang ini sementara dibangun bendungan yang lebih re­

S31" yakni "bendungan Wawotobi" yang dapat menga:iri sawah 
dengan areal yang lebih luas dan dapat menjmgkau t iga 
l<ecamatan (lambuya, Unaaha, dan Wawotobi). Di daerah ke­
camatan Lambuya terdapat juga daerah yang berawa-rawa. 
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Rawa yang cukup luas adalah rawa A 'opa dengan lLES kurarg 
lebih 45.000 ha. Rawa ini sangat menguntungkan t.erutarra. un­
tuk masyarakat sekitarnya karena has:il ikannya. 
Daerah rawa yang lain ditumbuhi pohon-pohon sagu yang 
menj3.di salah satu makanan pokok bagi. suku Tolaki. Disam­
ping itu ada juga rawa-rawa yang diolah penduduk menj3.di 
sa wah tadah huj:m. 

Daerah kecamatan Lambuya beriklirn tropis c:iEr@n tem­
peratur rata-rata 25° - 21• C. dan curah hujan rata-rata 
di atas 2.000 mm/tahun. Musim hujan berlangsung antara tu­
lan Januari sampai bulan Agustus tiap tahun sedangkan mu­
si.rn kemarau berlangsung antara bulan September I sampai 
dengan bulan Desember. 
Wilayah kecamatan Lambuya seba~n ditumbuhi dengan hu­
tan-hutan lebat. Hutan-hutan ini menghas:ilkan b:rjEnis- je­
nis kayu, bambu, rotan dan damar. Jenis-jen:is kayu yarg am. 
antara lain pooti., l<.ulahi dan kayu bayam. Has:il-has:il kayu 
ini pada umumnya dipergunakan untuk kebutuhan masy~t 
setempat dan ada j.lga yang di jual. Tumbuhan lainnya ada­
lah sagu yang tumbuh di rawa-rawa dan banyak terdapat di 
ke:matan Lambuya. Rawa-rawa yang ditumbuhi dengan JXh:n 
sagu dalam bahasa Tolaki ctisebut O'epe. 

Hutan belukar dan hutam rimba yang terdapat di ke­
camatan Lambuya dihuni oleh berjen:is-jen:is b:im.~ :=eP?Jti 
rusa, anoa, babi hutan, kerbau liar dan berjen:is-jen:is bu­
rung. Pacta masa lalu rusa, anoa dan kerbau liar adalah 
binatang buruan penduduk yang hasilnya dipakai untuk ke­
butuhan senctiri. Akhir-akhir ini binatang-binatang tersel:ut 
sudah sangat langka kecuali kerbau. Areal tanah taq::at OOr­
temak kerbau disebut Walaka. Dewasa ini pacta ururnya pen­
duduk memelihara sapi. Temak ini disamping untuk d:inB1<an 
dagi.ngnya, juga dirnanfaatkan untuk mengolah sawah. 

Pola perkampungan 

Pola perkampungan suku Tolaki pacta umumnya terdlli 
atas kelompok-kelompok. Sebelum pertjaj3.han, perkampungan 
masyarakat di daerah ini masih terpencar-pencar p3d3. taq::at 
tempat yang terpencil di daerah pedalaman. Setelah Ihlan::B 
masuk, mereka membuat jli.in raya yang dapat dilalui ken­
daraan dan kelompok-kelompok penduduk tadi dipindal1<an ke 
daerah-daerah perkampungan baru. Daerah ~ ini 
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disebut okambo artinya kampung. Okambo adalah swtu cEerah 
perkampungan dtmana rumah-rumah penduduk didllikan ber­
jejer mengi.kuti j3]an raya. 
Di kecamatan Lambuya pada umumnya tiap keluarga mempu­
nyai ~~ dengan luas kurang lebih 50 X 400 m. 

Disamping itu penduduk pada umumnya memili.ki rumah 
rumah sementara di daerah perladangan (dataran-dataran 
rendah dan pinggiran sungai). Didataran rendah rumah-rumah 
penduduk did:ir.ikan diatas ladang pemiliknya, tanpa ITJ:rgikuti 
pola tertentu tetapi terpencar-pencar. Untuk rraxlirikan ru­
mah yang pada umumnya berbentuk rumah panggung, tllils3. -

cya dipilih daerah yang berbukit-bukit, karena a1asan kese-
hatan dan keamanan. Di pinggir sungai rumah-rumah pada 
umumnya didirik:an mengi.kuti aliran sungai. Di pilihnya pirg­
gir sungai sebagai daerah perladangan, karena tanatnya :::u­
bur dan sungai dapat dtmanfaatkan untuk berbagai kep=rlt.an 
m:isa.lnya tempat mengambll air, tempat mandi, mencuci, me­
nangkap ikan, lalu lintas perhubungan dengan rraml<ai s:rrp.m/ 
rakit dan sebagainya. Bahayanya karena kadang-kadang pada 
musi.m huj:m, air sungai meluap dan membanjiri cBerah per-
ladangan penduduk. 

Lokasi. pemukiman penduduk dikalangan &ku Tolaki yarg 
dahulu d:isebut kampung, sekarang ini sudah lazim di~-

l<an :istilah desa. Pada masa lalu batas-batas l<arp..rlg , adalah 
batas-batas alamiah seperti sungailkali, pohon besar, hutan 
gunung, batu besar dan sebagainya. Hal ini masi.h nampak 
pengaruhnya hingga sekarang ini. Batas-batas suatu Desa 
sekarang ini ditentukan secara administratif. l'aru1 dEmiki.an 
dalam menentukan batas administratif senantiasa dip:rtjnt:arg 
kan batas komunitas kecll itu sejak dahulu hJ.rm3. ~­
Karena itu batas alamiah kadang-kadang clij:idikan p atok­
an untuk menetapkan batas suatu desa berdasarkan pemba­
gian wilayah secara administratif. Mengenai pekuburan UlU1l 

~karang ini sudah mulai ditertibkan. Biasanya dalam suatu 

desa sudah ditentukan pekuburan umum yang lokasi.nya agak 
jauh dari daerah perkampungan penduduk. Pada masa lalu 
tempat pekuburan itu tidak teratur dan pada umumnya 
tempat pekuburan a.dalah halaman rumah penduduk atau kelu­

are'fl. yang kedukaan. 

Tempat permandian umum, biasanya adalah sun...r/ mata 
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aJ.r atau sungai/kali yang terdapat dikampung itu. Dengan 
demikian pacta masa-masa lalu ada tempat-tempat tertentu 
dimana pendlidUl,{ bersa.ma-sama mengambil air, tal:p3.t rranci 
dan tempat ··mandi. Dewasa ini didesa-desa yang~ 
terutama dilihat dari sumber air, tiap-tiap rumah penduduk 
memiliki sumur. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu d.irrBra 
sumber air agak sulit, maka pemer.intah melalui Pelita mem­
bangun sumur-sumur umum atau sumur pompa yang dapat di 
manfaatkan bersa.ma aleh para warga kampung (desa). Tetapi 
di desa-desa tertentu yang dilewa'f allran sungaiJk~ ~ 
duduk mengambil. air di sungailkali.\ 

Di~ngan suku Tolaki, maslil ada yang l'I'ElakU<an UfE.­
cara-upacara trad.:i.si.onal. Upacara ini pacta umumnya t:ertu -
tugm dengan mata pencaharian dalam bidang pertanianW:ir'­
ga masyarakat dalam waktu-waktu tertentu liE1.aksarnkan t.;:a­

<Era dengan maksud untuk memohon maaf kepada <BB/lelt.hr 
atas segala kesalahan yang telah dilakukan pacta nasa lalu 
dan sekaligus memohon berkah agar apa yang mereka usa­
hakan/kerj3.k~n dibidang pertanian dapat berhasil dengan 
melimpah. Tempat-tempat melaksanakan upacara adalah 1 a­
pangan terbuka (misalnya upacara mooehe di desa Benua 
kecamatan Lambuya), di lokasi. perladangan ataupun pacta 
kubur seorang raja yang dianggap berkuasa dan di hormati 
pacta masa hidupnya. 

Ciri-c:iri suatu kampung/desa, ada beberapa hal seba­
gai tanda pengenal, antara lain bangunan-bangunan yang 
terdapat dalam suatu desa seperti rumah Kep:Ua ~(kep3.­
la cB:a) , kantor kepala desa, balai desa, mesji.d d3n lain-lain 
Rumah Kepala Desa biasanya terletak di tengah-tengah per .. 
kampungan penduduk. 
Kantor Kepala desa dan Balai desa biasanya dibangun sa::a­
ra terpisah, tetapi kadang-kadang ~a sebuah talai desa 
berfungsi sebagai kantor kepala desa. 

Balai desa berfungsi sebagai tern pat \melaksanakan ~ 
bagai kegiatan dalam kampung/desa seperti rapat/musyawa­
rah, penentuan j.lmlah paj3.k, tempat berkumpul untuk ~ -
adakan kerj3. bakti dan ser.ing j.lga dipergunakan sebagai 
tempat melaksanakan pesta perkawinan1dan kegiatan-kf:giatan 
lainnya. 

Mesji.d pacta umumnya terdapat dalam semua desa kare­
na sebagian besar penduduk suku Tolaki beragama Islam. 
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Mesji.d berfungsi sebagai tempat melakukan sembahyang lima 
waktu, sembahyang jlmat dan hari-hari raya Islam lainnya. 
Gerej:l. hanya terdapat disuatu kampung/desa bila ada pen­
duduk yang beragama kri.sten. Gedung gerej3. berfungsi se­
bagai tempat melakukan ibadah pada hari minggu, tempa t 
1atihan koor dan ke~tan-ke~tan keagamaan lainnya bagi 
ummat Kristen. 

Pasar tidak selamanya ada dalam suatu desa, t eta pi 
kadang-kadang beberapa desa mempunyai pasar di.s..atu <E:a 
pada hari-hari tertentu sehingga dikenal pasar minggu~ 
kamis, j..lmat dan seterusnya. Pada masa 1alu pasar hanya 
terdapat di ibu kota kecamatan atau di suatu desa yang 
letaknya strategis (masyarakat dari beberapa desa ~ l:a'­
dekatan dapat berjual beli d:is:i.tu). Dewasa ini oleh karena 
pertambahan jumlah penduduk dengan masuknya para trans­
m:igrasi dari )l.wa, ~ali dan Sulawesi. selatan, D'8ka ~tah 
membuka pasar di desa-desa sesuai dengan kebutuhan~ 
penduduk dapat berjual beli. 

Ciri-ciri lainnya ia1ah adanya pemimpin adat cBlan ru­
atu desa yang berf\mg;:D. untuk mengawasi. set1ap segi. P=11?fi­

t.1lan dalam masyarakat agar norma-norma adat ditaati. ~ 
itu pemimpin adat ini j...lga berfungsi. untuk turut rra:Iyelesa.i­
l<an perselisi.han yang terj3.di 1 dalam masyarakat menyangkut 
masalah perkawinan, harta warisan, masalah tanah can lain­
lain. 

PENDUDUK 
Menurut hasil registrasi penduduk pada ~ ta­

h.n 1983, jumlah penduduk di kabupaten Kendari adalah 
3 57. 061 jiwa • Data-data jumlah penduduk di. Kah.lfata1 ~ 
dari dan lckasi penelitian lterlihat dalam tabel (lihat tabel 
1,2,3,4,5 dan 6). 

Seba~n besar penduduk yang mendiami kecamatan Lambuya 
adalah penduduk as1i yakni Tolaki.. Disamping itu t..e.ro3IEt ju 
ga suku-suku pendatang seperti &ugis, Makassar,lswa,Bali, 
Lombok dan lain-lain. Para pendatang ini ada yang datang 
secara spontan, tetapi ada juga yang melalui. transmigrasi. • 
Jumlah transm:igran di kecamatan Lambuya dapat di 1 iha t 
pada tabel (lihat tabel 1 dan 8). 
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No. 
lH1l' 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

TabeL 1 
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN, RUMAH TANGGA DAN 

J:'lfHDli{ M!HRJ'rl:fCB:Him\N SE K1\RJPlmiN KEHWU 

NAMA BANYAl.<.NYA KRlRl\lG\N 
KECAMATAN DESA RUMAH PENDUDUK 

KEl1IWJAN 'D\RJil\. 

Tinanggea 22 10.263 52.059 
Laine a 26 3.837 20.862 
Wawonii 22 3.174 17.274 
Moramo 14 3.916 '· ' 19.201 
Rano MeEto 26 5.947 30.700 
Lambuya 21 5.663 23.187 
Wawotobi 26 ' 6.526 35.466 
Sam para 22 3.109 16.731 
Mandonga 7 5.274 29.934 
Poasia 10 2.494 14.600 
Kendari 9 6.035 41.841 
Soropia 8 1.390 7.286 
Lasolo 15 2.555 15.447 
Unaaha 23 4.212 23.142 
Asera 10 1.628 9.331 

Jum1ah 261 66.013 357.061 
I 

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Prop.Sultra. 
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TabeL 2 

IWM\KNYA IHillU< DI KED\MM2\N UMIJYA DIIHmCI MHH1l' lMR 
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1981 

<DI.CtG\N lMR 1981 KEI'l'RAtG\N 

Iaki-laki ~ Jumlah 

0 - 4 2.132 1.882 4.014 
5 - 9 1.941 1.703 3.644 

10 - 14 1.495 1.110 2.605 
15- 19 1.144 1.047 2.191 
20- 24 758 933 1.691 
25- 29 755 944 1.699 
30- 34 642 679 1.321 
35- 39 691 597 1.288 
40- 44 395 426 821 
45- 49 308 287 595 
50- 54 225 340 565 
55- 59 150 149 299 
60- 64 156 206 362 
65- 69 100 105 205 
70- 74 86 111 197 
75- 83 104 187 

Jum1ah 11.061 10.623 21.684 _, 

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya 
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TabeL 3 

BANYl\RNYA ImUX1K DI R10\MM2\N IMlJYA DJ:Im]N;I MHR1l' lM1R 

DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1982 

<DI.£NiAN t.M.R 1982 KEIElWG\N 
LAKI-LAKI PEREMruMN JUMLAH 

0 - 4 2.278 2.149 4.427 

4 - 9 2.072 1.944 4.016 
10 - 14 1.596 1.267 2.862 
15 - 19 1.222 1.195 2.417 
20 - 24 809 1.065 1.874 
25 - 29 806 1.078 1.884 
30 - 34 686 775 1.461 
35 - 39 738 681 1.419 
40 - 44 421 486 907 
45 - 49 329 327 656 
50 - 54 241 388 629 
55 - 59 160 170 330 
60 - 64 166 235 401 
65 - 69 107 120 227 
70 - 74 92 127 219 
75 - 88 118 207 

Jum1ah 11.811 12.126 23.937 

Sumber: KAntor Kecamatan Lambuya. . 
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TabeL 4 

BANY.ARm'A PIHliXIt DI .KFOIMlm\N I.NHJYA DIIHmCI ~ IMR 
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1983 

<I:IlCtG\N lM.R 1983 KElf1WG\N 
11\KI - 11\KI PEREMPUAN JlM1\U 

0 - 4 2.632 2.389 5.021 
5 - 9 2.395 2.162 4.557 

10 - 14 1.845 1.409 3.254 
15 - 19 1.412 1.328 2.740 
20 - 24 935 1.184 2.119 
25 - 29 931 1.198 2.129 
30 - 34 792 862 1.654 
35 - 39 857 758 1.611 
40 - 44 487 540 1.027 
45 - 49 380 364 744 
50 - 54 278 432 710 
55 - 59 185 188 373 
60 - 64 192 262 454 
65 - 69 123 134 257 
70 - 74 106 141 247 
75 - 102 132 234 

Jum1ah 13.648 13.483 27.131 

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya. 
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TabeL 5 

IWlYJ.\Rtro\ PIHUllK DI KOCAMM:7\N INHJYA D:rmmci M!HR1l' ~ 
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1984 

CDI.CHiAN lMJR 1984 KE:.IE1WG\N 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

0 - 4 2. 756 2,498 5.254 
5 - 9 2.507 2.260 4.767 

10 -14 1.923 1.473 3.405 
15 - 19 1.479 1.389 2.868 
20 - 24 979 1.238 2.217 
25 - 29 975 1.253 2.228 
30 - 34 829 901 1.730 
35 - 39 893 792 1.685 
40 - 44 510 565 1.075 
45 - 49 398 380 778 
50 - 54 291 451 742 
55 - 59 193 197 390 
60 - 64 201 273 474 
65 - 69 129 140 269 
70 - 74 111 148 259 
75 - 107 138 245 

Jum1ah 14.290 14.096 28.386 

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya. . 
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Tabel.. 6 

IWro\KNYA PEN:U::UK DI KIDIMim\N UMIJYA DIIHUlCI MHRJl' IM.E 
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1985 

<DiaG\N tMR 1985 KEimARi!\N : 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

0 - 4 2.879 2.577 5.465 
5 - 9 2.620 2.311 4.951 

10 ..,. 14 2.018 1.519 3.537 
15 - 19 1.545 1.432 2.977 
20 - 24 1.032 1.268 2.300 
25 - 29 1.018 1.292 2.310 
30 - 34 867 921 1.796 
35 - 39 933 817 1.750 
40 - 44 533 582 1.115 
45 - 49 416 392 808 
50 - 54 304 466 770 
55 - 59 202 204 406 
60 - 64 210 282 492 
65 - 69 135 144 279 
70 - 74 116 153 269 
75 - 112 142 254 

Jum1ah 14.931 14.539 29.470 

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya. 
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TabeL 7 

REM.ISASI ~ ~ DI KIDMmiN UIII1!A 

NO. NAMA LOKASI TAB UN JUMLAB ~ 
.EftiMmM Kit JIWA 

1. Uepai 1974/1975 549 1.865 
2. Oneabut:e 1978/1979 300 1.452 

I 3. So nay 1978/1979 400 1.949 
4. Tanggobu 1983/1984 350 1.649 

Jum1ah 1.599 6.915 

Sumber: Kantor Kecamatan Lambuya. 



TabeL 8 

J(XI!H ~ SEtiiD\N (SWAIQ\RYA) DI IaDMmiH UHIJYA 

H>. NAMA LOKASI JUMLAH KI!:IElWGW 
KK Jiwa 

1. Uepai 127 488 
2. Onembute 16 30 
3. Sonay 43 110 

Jumlah 186 628 

Sumber: KAntor Kecamatan Lambuya . 
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Dalarn pergaulan hid up sehari-hari antara penduduk as 1 i 
dan para pendatang ter~h hubungan yang baik dianta­
ra rnereka. Ada beberapa lokasi transrnigrasi. dirnana pendu­
duknya terctiri dari beberapa suku bangsa ditarnbah pendu -
duk aSli seperti di UPT Benua Indah (~ Lombok dan To­
laki) di UPT Sonay (Jawa, Bugis dan Tolaki) dan di UPT Thr:g 
g:tu (Jawa, Bah,Makassar dan Tolaki).(Inforrnan. 7). 

Hubungan-hubungan itu ter,Pdi oleh karena perkawin­
an dan dalarn berj.lal beli dan kontak-kontak kernasyarakat 
an lainnya, penduduk aSli rnenganggap bahwa para penda­
tang adalah sesarna warga negara, dirnana rnereka harus sa­
ling rnenghorrnati dan rnenghargai derni kerukunan dan kese­
j:ihteraan bersarna. Proses integras:i penduduk as1i dengan 
para pendatang terjalin lebih baik. Para pendatang t:erusam 
untuk menyesuaikan d:iri dengan kebiasaan dan adat istiad3.t 
penduduk as1i. Kawin-mawinlsering terj:idi d:iantara mereka. 
Dengan adanya kontak antara penduduk as1i dengan penda­
tang, maka terj:idi saling pengaruh kebudayaan rrasirg~ 
Tekhnik bersawah misalnya banyak diperkenalkan oleh <::raQ?; 
orang Bugis Ja wa dan Bali. Bi.la pada rrBSa lalu p:n::ltrl..k asli 
sering rnern buka perladangan dengan sistem b:!rpin.13h- pindah, 
rnaka sekarang ini pada umurnnya mereka telah beralih ~ 
pola pertanian di sawah sesuai dengan anjlran pernerintah 
Daerah. Penduduk di daerah ini sangat terikat ~ lirgkur'g-J 
an alarn sekitar dan terutama menyangkut tanah. 
Hal ini erat hubungannya dengan mata pencaharian d i b i­
dang pertanian dan perikanan. 

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA 
Sejlrah 

Suku Tolaki mend:iarni kabupaterr Kendari dan Kolaka • 
Suku Tolaki yang mend:iarni Kabupaten Kendari lazi.rn d:i.::el:ut 
To Konawe dan suku Tolaki yang mend:iarni kabupaten Kolaka 
lazim disebut To Mekongga. Namun dernikian bahasa d:m ad3.t 
istiadat To Konawe dan To Mekongga pada per.i.nsi.pnya sama 
Suku Tolaki yang mend:iarni kabupaten Kendari dan Kolaka 
rnernpunyai tra~ yang mengungkapkan bahwa nenek moyang 
mereka berasal dari sekitar danau Towuti di Sulawesi. TEQ?Ph 
Alb.C.Kruyt (seorang Belanda) rnengemukakan bahwa suku 
Tolaki rnernpunyai pertalian erat dengan suku-suku di seke­
liling danau-d:m:ru Malili dan di Mori. Berdasarkan p:n:ill.tian 

·'f 
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yang kemudian dilakukan oleh C.Kruyt, hampir pasti dapat 
eliterima bahwa suku Tolaki termasuk suku induk Mori yang 
dalam perpindahannya dari utara menuju selatan menempati 
dan menduduki tempatnya sekarang ini. Pergeseran tempat 
tinggal ini menyusuri-sungai Lasolo yang sumber-sumbelrlya 
terdapat eli danau Towuti (Alb.C.Kruyt 1922:428). 
Selanjutnya tra~ rakyat mengungkapkan bahwa pusat pe­
mer.i.ntahan pacta masa lalu adalah eli hulu sungai Konav eEha 
yang eliberi nama Rahambuu (rumah pokok), kemudian bera­
lih ke selatan eli Unaaha dan ke Barat Daya eli PuEh.J. ( wun­
dulako) }(abupaten Kolaka sekarang ini. Orang-orang Tolaki 
dari kedua pusat pemer.i.ntahan terse but kemuelian tersEba r 
ke seluruh dataran Sulawesi Tenggara. 
Pada waktu itu pola kehidupan masyarakat Tolaki rna s i h 
sangat sederhana. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok 
yang lingkungan tempat tinggalnya disebut onapo. Gabungan 
dari beberapa onapo disebut tobu yang berarti suatu wil.a­
yah atau daerah tempat tinggaL Onapo adalah suatu cEernh 
perkampungan penduduk yang wil.ayahnya dapat ci:Bamakan 
dengan desa sekarang. Tobu adalah gabungan beberapa cra­
po yang wil.ayahnya dapat disamakan dengan kecamatan se­
karang. 

Dalam satu wil.ayah ini ada daerah-4l.ernh tert..altu yarg 
dikuasai (hal< ulayat) yang terdlri dari hutan belukar se­
bagai tempat berburu dan membuka ladang, sungai-sungai 
kecil dan rawa-rawa tempat menangkap ikan. Pada waktu 
itu sistem bertani eli ladang dilakukan secara berpindah-pin 
dah, anggota-anggota masyarakat membuka daerah p:r~­
an secara berkelompok. 

Kebudayaan suku Tolaki sudah banyak ~hi olEh 
kebudayaan luar. Pacta abad ke-17 orang-orang Bugis masuk 
ke daerah ini dengan membawa agama Islam. Mereka pacta 
umumnya berasal dari Bone dan Luwu. Orang-orang Bugis 
memantapkan agam Islam sampai ke pedalaman pada a bad 
ke-19. Akibatnya kebudayaan Bugis yang eliwarnru norma­
norma agama Islam banyak mempengaruhi kebudayaan suku 
Tolaki. Pengaruh lain adalah masuknya Belanda (Sropa) {Bda 
permulaan abad ke-20 yang membawa agama KriBten. Pada 
akhir tahun 1915 N ederlansdhe Zendingveren:igjng ( N ZV ~­
utus Van der Klift yang bekerj:l eli Jawa Barat untuk m:n~ 
lidiki daerah ini, waktu itu ia memilih Kolaka seteg:ri taq::at 
kedudukannya. Pada tahun 1917 Van der K1ift pindah ke t-b-
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a;f; karena cl:i.situ ia akan lebih banyak rn:rgalli v.atak c:rarg 
Tolaki. Dengan u.saha-u.saha clalarn biclang pencliclikan, kese­
hatan, pertanian clan sebagainya, Van cler KJift r:rari:aw3. ba­
nyak perubahan terhaclap tata cara kehiclupan orang Tolaki 
pacla waktu itu hingga sekarang iniQ:r.M C.~, 1976.5). 
Dewasa ini clengan lebih terbukanya claerah ini t.ertE.clap clu­
nia luar, rnaka pengaruh dari luar sernldn narnpakSejak tahun 
1968 claerah Sulawesi Tenggara rnenjacli claerah penerirna IE­
ra transrnigran clari DKI, Jawa, Bali clan Lombok. Para trans­
rnigran yang rnasuk eli claerah ini, clisertai keterampilan me­
reka clalarn rnengolah tanah clengan pola rnenetap~), 
telah banyak rnernpengaruhi penclucluk ~ sehingga pola 
bertani secara berpinclah-pinclah berangsur-angsur clit~­
kan. 

Si.stem matapencahar.ian hid up 

Mata pencahar.ian pokok suku Tolald p3.d3. ururnya ad3lah 
berburu, bertemak, rnenangkap ikan, rnerarnu, b2:rl.ad::~Ils, ~ 
sawah, pertukangan, menjacli pegawai clan ada jt.@ Y8QS ~ 
clagang. 
Di kecarnatan Larnbuya profesi penclucluk tercatat: 6.617 kk. 
petani, 408 kk pegawai Negeri clan ABRI, 65 kk peclagang , 
50 kk pengusaha, 30 kk pegawai swasta clan 3J kk bergerak 
c!alarn j3sa lainnya. Berburu aclalah salah satu rnatapencaha 
rian pokok suku Tolaki, terutarna pacla rnasa lalu. Kegiatan 
ini ada yang clilakukan secara individual clan ada yang cl i­
lakukan secara gotong royong. Bi.asanya beberapa c:rarg ~ 
rnufakat untuk rnelakukan kegiatan ini, baik c!alarn pengacla­
an alat-alat peburuan rnaupun clalarn melaksanakan perburu­
an itu sencl:ir.i... Binatang-bina~ng yang cliburu \aclalah anoa, 
rusa, kerbau clan sapi liar. Ternpat berburu aclalah sernak­
sernak, paclang alang-alang, hutan ! rirnba clan clipinggi.r raw:1. 

Berburu clalarn bahasa Tolald d:i.sebut melambu rerasa1 ka ta 
lambu yang berarti binatang liar. 
Jacli rnelarnbu aclalah suatu kegiatan clalarn berburu untuk 
rnenangkap binatang buruan. Selain berburu, suku Tolaki jt.@ 
biasa bertemak. Binatang piaraan aclalah ayam, itik, l<a:rbirg 
kerbau, sapi clan kucla. 
Areal tanah ternpat rnelepas kerbau/sapi pacla rnasa lalu 
clisebut Walaka. Dalarn perkernbangannya kernuclian hingga re 
karang ini clalarn rnatapencahar.ian berburu ini suclah j:l.rang 
clilakukan karena binatang buruan suclah sangat kurang, eli-
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samping itu lokasi.-lokasi perburuan tel.ah dibuka 
daerah transmigrasi. 

menj3.di 

Akhir-akhir ini pemerintah sudah melarang masyaraka1 
untuk mel.akukan perburuan terhadap binatang-binatang ter­
tentu seperti anoa dan rusa, karena dikhawatirkan bim.~ 
ini sekali waktu akan punah. Menangkap ikan di rawa dan 
di sungai termasuk salah satu matapencaharian suku Tolaki. 
Cara menangkap ikan ada yang dilakukan secara individual 
dan ada yang dilakukan secara bersama-sama.Ala~t pe­
nangkap ikan pada umumnya masi.h bersifat tradisional dar; 
akhir-akhir ini masyarakat banyak menggunakan pukat.Dllia­
langan suku Tolaki tempat menangkap ikan disebut orano 
Lokasi penangkapan ikan ini ada yang dikuasai oleh satu 
atau beberapa keluarga batih ada pula yang dikuasai oleh 
kampung (desa), bahkan ada tempat-tempat penangkapan 
ikan yang di kuasai oleh beberapa kampung. Pada musim~ 
sim kemarau, masyarakat dari beberapa kampung dapat me 
nangkap ikan secara bersama-sama, misalnya disekitar ra­
wa A 'opa (kecamatan Lambuya). Makanan pokok suku Tolaki 
adalah beras dan sagu. Karena itu meramu sagu affilah S3lah 
satu matapencaharian suku Tolaki. Di kecamatan Lambuya 
terdapat pohon-pohon sagu yang tumbuh di rawa-rawa yang 
<lise but O'epe. Matapencaharian meramu sagu ini sudah d i­
kenal sej3.k lama. Meramu sagu dalam bahasa Tolaki disetut 
sumaku (dari kata saku atau osaku), yakni alat yang di­
pakai untuk mengolah serbuk sagu. 

S:istem bertani di ladang j..lga sudah dikenal sej3.k larrB 
pertanian di ladang biasanya dilakukan secara terpin::Eh-pin 
dah. Anggota-anggota masyarakat membuka daerah p:-r:l.ada!1?;-

an secara berkelompok. Hal ini dilakukan karena al.asan kea­
manan, supaya dengan mudah secara bersama-sama !1HI'i:a"an­
tas dan menghalau segala macam hama tanaman seperti tabi, 
tikus dan monyet. 
Pekerj3.an membuka ladang dilakukan melalui tahap-tahap 
tertentu seperti: memilih lokasi. perladangan, membabat hu­
tan, membakar, menanam benih, memagar, menyiangi dan se­
terusnya. Tanah pada umumnya tidak diolah, tetapi setel.ah 
dibabat dan dibersihkan, langsung ditanami dengan bibit ::a­
yur-sayuran, padi, j3.gung dan tanaman-tanaman lainnya.Ak­
hir-akhir ini sistem bertani di ladang ini sudah t:a-arg sur­
angsur ditinggalkan, karena berbagai akibat negatif biasa 
timbul dari perladangan liar seperti penggundulan h.ltan ~ 
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dapat menimbulkan banji.r pacta musim huja.n. D:isamping itu 
daerah-daerah perladangan pacta masa lalu, telah cijjadikan 
lokasi penempatan transrrllgrasi_. 

Dewasa ini pemerintah berusaha mengarahkan masyaa­
kat untuk mem buka tanah dengan sistem bersa wah. U n t u k 
menunjang pembukaan areal persawahan, baik untuk pendu­
duk asli maupun para transrrUgrasi, pemerintah tela.h nan ba­
ngun pengairan yang dapat mengairi sawah yang cukup lLBS 
!endungan ini antara lain terdapat di desa Ameroro,adalah 
salah satu desa di Xecamatan Lambuya. 

Sistem kekerabatan 

Dikalangan suku Tolaki, keluarga batih disebut rapu 
yang art.mya rumpun. Seseorang yang kawin disebut merapu 
artinya 1membentuk rumpun atau rumah tangga baru.Tiap 
tiap keluarga batih mempunyai rumah senctiri dan mengurus 
ekonomi rumah tangga sendiri pula. Biasanya · mereka memi­
liki tanah-tanah perladangan dan tanah pekarangan yarg rra1 

jadi sumber penghidupan mereka sehari-hari. Hanya kadang 
kadang terjadi bahwa sebuah keluarga batih baru, terpaksa 
tinggal bersama-sama dengan orang tua untuk jangka waktu 
tertentu. Hal ini terjadi karena mereka baru menikah dan 
belum sanggup untuk berdiri sendiri. Karena itu llEr'Ekl. tir:g­
gal untuk sementara bersama-sama dengan orang tua. Dalam 
hal ini penyelenggaraan ekonomi rumah tangga ter::atu <:i€rgrrl 
orang tua dan sela.ma itu mereka mematangkan diri untuk ke­
mudian mendirikan rumah tinggal sendiri. Pacta saat memi3ah­
kan diri, biasanya mreka memperoleh sebahagi.an dari hasil 
panen (pertanian) sebagai modal bagi kehidupan l'UIEh targ­
ga mereka sela.njutnya. 

Dikalangan suku Tolaki, ayah dipanggil ama, ibu di­
panggil ina dan ana untuk anak. Dalam suatu keluarga ba­
tih terjilinlah hubungan dan kerjasama yang harmonis antara 
ayah~bu dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.Ayah 
adalah kepala rumah tangga yang berkewajlban untuk rrax:a­
ri nafkah hidup. Dalam hal tertentu peranan ini dapat di­
ganti oleh si ibu, bila si ayah sakit dan tidak ~ untuk 
bekerja atau karena meninggal dunia. Ibu berkewajlban un­
tuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Pacta 
prinsipnya orang tua bertanggung jawab terhadap kehidup­
an rumah tangga dan pemeliharaan anak-anak. 
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Anak-anak wajib menghormati orang tua dan W3.jib Il'ffil­

bantu orang tua, bila mereka sudah sanggup untuk tx:kerja. 
Mereka berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari p.ih:3k 
orang tua, hingga mereka sanggup untuk berd.iri sendiri. 

Kesatuan kekerabatan dari beberapa keluargabatih 
yang disebut keluarga luas, terdapat juga dikalangan suku 
Tolaki. Keluarga-keluarga batih ini mempunyai huburgm yarg 
sangat erat karena mereka seketurunan. Dalam keluar lLBS 

· semacam ini, biasanya ada !seseorang atau bebErnfB. ~ yarg 
dianggap senior atau yang dituakan. Mereka ini ber·fungsi 
untuk . lll3'@tur Jsetiap segi kehidupan dari anggota keluarga 
luas, baik dalam kehidupan ekonorni maupun dalam kehidup­
an ekbnorni maupun dalam kehidupan kemasyarakatan(perka­
winan, kematian dan peristiwa-peristiwa lainnya). Keluarga 
luas ini biasanya tinggal berkelompok dalam suatu daerah 
perkampungan serta mempunyai daerah perladangan yang 
dibuka/diolah setiap tahun. 

Selanjutnya adalah sistem kekerabatan yang dis e but 
meombue (berasal dari kata mbue yang berarti nenek). Yar:g 

. · termasuk di d3J.arnya. adalah semua individu yang mengelaq:x:k 
dalam ikatan hubungan antara semua kakek dan semua r1E1'El< 
(taik saudara kandung maupun saudara sepupu sampai t i ga 
kaJi dari kakek dan nenek) dengan semua cucu/cicit ( baik 
saudara kandung maupun saudara sepupu sampai tiga kal i 
dari cucu/cicit). Hubungan kerabat tersebut diatas jLg3. di­
sebut aso iwoi aria'a (aso= satu, iwoi= air, aria'a= asal/sum­
ber) maksudnya berasal dari satu sumber mata air a. tau ne­
nek moyang. 

Sistem religi 

Pacta umumnya suku Tolaki menganut agama Islam dan 
Kristen. Di kecamatan Lambuya 25 buah mesjid dan 7 buah 
gereja. 
Disamping penganut agama Islam dan Kristen ada juga~­
anut agm11 Hindu yaitu para transrnigran yang datang dari 
Bali. Pacta tahun 1982 penganut agiiB I di Kecamatan l...arr.tuya 
tercatat: 
- Islam : 21.728 jiwa 
- Kristen 1. 5 38 jiwa 
- Hindu 671 jiwa. 
Sebelum menganut ag:IJB Islam dan Kristen, suku Tolaki Il'ffil­
punyai kepercayaan kepada dewa-dewa yang menguasai alan 
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dan kehidupan manusi.a. Disamping itu ada juga kepercayaan 
masyarakat kepada makhluk-makhluk halus, arwah nenek rro­
yang dan kepercayaan kepada kekuatan sakti (gaib). Dika­
langan suku Tolaki dewasa<.ctisebut sangia. Ada tiga sangia 
utama, yakni: sangia mbuu (dewa pokok) sebagai pencipta 
alam, sangia wonua (dewa negeri) sebagai pemelihara alam 
dan sangia mokora (dewa pemusnah alam). Meskipun ~ 
ini suku Tolaki telah memeluk agama resmi (Islam dm KristEn) 
tetapi sisa-sisa kepercayaan asli tersebut masih nampak,ba­
ik dalam pola berfikir maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hubungannya dengan pola penguasaan, Pemilikan 
dan penggunaan tanah~ maka masyarakat di desa Benua(ke­
camatan Lambuya ) hingga sekarang ini masih melakukan qn­
cara mosehe (korban). Upacara ini dilaksanakan setiap ta­
hun sesudah panen, sehingga bisa juga ctisebut monahu ndau 
(pesta tahunan). Dalam upacara tersebut dilakukan dc:a de­
ngan pembacaan mantera-mantera sebagai ucapan syLi<ur atas 
keselamatan seluruh negeri dan masyarakat. Disamping itu 
dikandung maksud sebagai permohonan ttin atau pemberita­
huan kepada dewa penguasa alam semesta bahwa masyar4at 
akan memulai pembukaan ladang baru. 
Melalui upacara ini diharapkan bahwa penduduk yang ber­
tanam padi akan memperoleh tanah yang subur, sehinmfi ha;:_ 
sil panen mereka akan melimpah atas berkah dari ~oo 
mbae (dewi padi). Selain itu melalui upacara ini nasyaral<at 
memohon agar makhluk-makhluk halus tidak mengganggu pe­
tani diareal baru dan untuk itu makhluk-makhluk halus di­
mohon untuk pindah ke daerah lain. Ini adalah suatu k~ 
cayaan bagi. masyarakat Tolaki bahwa suatu areal tanat(~ 
tan) selalu ada penghuninya yakni makhluk halus. Karena 
itu makhluk halus terse but harus diaj3.k berdamai ITElalui su­
atu upacara, agar mereka tidak mengganggu penduduk se­
tempat dalam usaha mereka di bidang pertanian. 

Dengan masuknya agama Islam dan Kr.isten, telah m:m­
bawa banyak pengaruh terhadap semua aspek kehidupan rm­
syarakat Tolaki. Misalnya saj:i dalam cara dan pola berfildr 
seseorang pada umumnya didasarkan pada norma-norma agp.­
ma yang clianut. Demikian pula dalam perkataan, sikap dan 
perbuatan serta dalam hubungan dengan alam semesta ini. 
Manusi.a percaya Jahwa bumi ini dengan segala isinya acElah 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus diolah se::Bra 

bertanggung j:iwab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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PERTUMBUHAN SlSTEM PEMERINTAHAN 

Masa sebelum pelljQ3.han 

Kabupaten Kendari dalarn sej3.ra.h berrnula dengan Ke­
raj:ian Konawe, yaitu keraj:ian suku bangsa Tol.aki penduduk 

daratan Sulawesi Tenggara. Wilayahnya berrnula di hulu su­
ngai KonaweEha, di suatu ternpat yang disebut Rahambuu 
(ram= rursh, ntuu= p::i<ck ) , rnengi.kuti aliran sungai ke a r a h 
seLatan dan berpusat di Unaaha. Tra~ rakyat rnengatakan 
berrnula keraj:ian Konawe diper.intah oleh tiga turunan yarg 
disebut dalarn bahasa daerah ini, Toono ari wawo sangia,ar­
tinya orang yang turun dari kayangan. Turunan ;:::ertarB ada­
lah To L.ahianga, kedua, Wekoila dan ketiga adalaJ Anawai 
Ngguluri (== putri burung nuri). To .L:l.h:iBnga bia­
sa disebut Tanggolowuta artinya penghuni gua tanah. Tidak 
diketahui j:irak antara turunan yang satu dengan tururBn la­
innya, tetapi yang jelas bahwa Keraj:ian Konawe terclirl dari 
beberapa bagian keraj:ian yang rnasing-rnasing dir:erintah oleh 
seorang Mokole, terkenal diantaranya adalah: 
- Mokole Pad~ atau biasa disebut M:i<ole 1'ot.<.Ign> Wr 

nua artinya raj:i pusat negeri, berpusat di Unaaha. 
- Mokole Wawalesea, dipantai tirnur, dan 
- Mokole Besilutu, (B.Bhurhanuddin dkk.197 8/1979:73,74). 
Diantara ke tiga bagian keraj:ian tersebut, Mokole Padang­
gunilah yang paling rnenonj:)l terutarna dibawah Mokole We­
koila, sebagai turunan kedua. Wekoila kawin dengan putera 
rnahkota Mokole To Tongano Wonua yang bernama Ramanda­
.l.angi.. Karena kemasyhurannya, dapat mernpersatukan bagian 
bagian kerajaan Konawe, dia digelar oleh rakyat se bagai 
Mokole More i Konawe yang berarti Mokole puteri ya"g ~ 
di Konawe (B.Bhurhanuddin dkk.1978/1979:34). Bentuk j:B'!B­

r.i.ntahan Wekoila ini tidak diketahui dengan pasti. Tradisi 
rakyat nienyebut adanya Wati sebagai pembantu Mokole,yang 
berarti dia telah mengatur pernerintahannya sedemi.kian ba­
iknya sehingga rakyat menggelar.i.nya sebagai puteri yang 
agung di Konawe. Demikian pula -tentang pemerintahan tu­
runan ketiga, Anawai Ngguluri, tidak dapat ditelusuri ~ 
pasti. 

Suatu saat, keraj:ian Konawe diserang wabah yarg !Em­
~ mernusnahkan penduduk. Dalam keadaan tiada berpeme -
r.i.ntahan lagi muncul tokoh dari luar yang dalam t rad is i 
disebut Onggabo. Dia inilah yang memulihkan kembali peme-
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rintahan keraj3.an Konawe. Ia kawin dengan Elu (yatim pia­
tu, si yatim piatu), puteri Mokole Konawe yang sudah me­
ninggal, Pode suwa namanya. Elu digela.r Kambuka si.oropo , 
karena rambutnya panj3.ng. Onggabo sencfui biasa pula di­
gelar rakyat dengan Rundu lamoa (rundu= gemuruh, lamoa = 
angkasa). Di gelar demikian mungkin karena dapat rrarulih -
kan pemerintahan Konawe(B.Bhurhanuddin dkk.1977 /1978: 75). 
Onggabo membagi Konawe atas beberapa Tobu yang dikepa­
lai oleh Puu Tobu (sama dengan Mbu tobu) dan dibawahnya 
memerintah Tono Motuo. 
Seorang Tono motuo dalam menj3.lankan pemerintahan ditan­
tu oleh Pabitara (pemegang adat), Tadu, yang~ urus­
an keamanan, Tam~ sebagai panglirna perang, Posudqse- · 
bagai bendahara, Talea, menangani urusan perkawinan, Mbu­
oway, menangani urusan kesehatan, Mbuakoy, urusan keper­
cayaan dan Mbusehe, yang menangani urusan · perdamaiarfin­
forman AmboroE). Desa penelitian, Lambuya, dahulu namcnya 
Asaki diperintah aleh raji yang digelar Inowa. 

Menjelang pertengahan abad ke-16 keraj3.an Konawe 
di perintah oleh Melamba, yang .menurut tradisi., ~ 
dengan Halu Oleo. Pada masa pemerintahan Melamba,Konawe 
mencapai wilayah terluas, yaitu seluruh j3.zirah Sulawesi 
Tenggara kecuali Mekongga dan Moronene. Haluoleo v e r s i ' 
Tolaki (Konawe) tidak pemah menj3.di Mokale Konawe. M=.ru­
rut tradisi., dia berangkat ke Muna bersama pengikut-peng­
ikutnya kemudian diraj3.kan di Buton yang dikenal dengan 
nama \Murhum. 

Pada abad ke-17 terj:ldi perubahan pemerintahan \:iiba­
wah Tebawo, yang d:igela.r Sangia Inatq~ Pad_a saat itulah 
dikenal pembagian wllayah dalam Si.wale Mbatohuu dan Pitu 
Du1a Batu. 
Siwole Mbatohuu membagi l<Dnawe atas empat bagian a tau 
atas empat sudut yaitu: 
- Tambo i losoano oleo, yaitu sudut timur atau gerbang ti­

mur yang berpusat di Ranomeeto dengan pimpinan Sapati 
- Tambo i tepulianoJaleo, yaitu pintu barat atau gerbang 

barat berpusat di Latoma dengan pimpinan S:bnBra. 
- Barata i hana, yang berarti sayap kanan d. T~ ~ 

dipimpin oleh Ponggawa. 
- Barata i m~ yaitu sebagai sayap kiri di Abuki dengan 

kepala Inowa (B.Bhurhanuddin dkk, 1978/1979:36). · 
Jabatan-j:lbatan tersebut adalah semacam susunan anggota 
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Kabinet Keraj3.an. Sapatj_(~sapati di Buton ) adalah kepala 
pemerir1tahan. Di Mekongga adalah yang mengatur kebaikan 
orang banyak atau kesej3.hteraan disemua bidang kehidupan 
masyarakat. Sabandara sama dengan syahbandar sedangkan 
Pongga wa ad3lah · merupakan Menteri Keamanan dan Inowa ad3. 
lah j3.batan untuk kesej3.hteraan rakyat. 
Kalau Siwole\ Mbatohuu adalah pembagian wliayah, Pitu DJla 
Batu adalah tujuh pejabat kerajaan berdasarkan fungsi nya 
masing-masing yaitu: 
- Sulemaridara sebagai Perdana Menteri dan urusan luar ne-

geri. 
- Kotu Bitara, urusan hukum dan peradilan. 
-. Anakia Mombohanuako, urusan rumah tangga istana. 
- Tusawuta:, urusan pertanian 
- Tutuhi Motaha, panglima keraj3.an 
- Kapita anamalepo, sebagai pimpinan pemuda dan p:nj3g:i ke 

amanan di darat. 
- Kapita lau, . urusan keamanan di laut. 

KetujUhl; pej3.bat tersebut elitempatkan eli wliayah-wi­
layah keraj:ian sesuai dengan urgensinya masing-masing de­
ngan otonom1 penuh untuk mengurus pembiayaan wilayahnya 
masing-masing. Di Xeraj3.an Konawe tidak dikenal paj3.k-pa­
j3.k khsus yang terpusat. 

Tebaho menetapkan pula adanya suatu wliayah khusus 
yang disebut Inea Sinumo Wuta Mbinoti.soleli A buki s e b aga i 
tempat calon pertama pengganti Mokole, walaupun kenyata­
annya tidak ada Mokole yang diambil dar.i. sini. Untuk memi­
lih Mokole, dew an keraj3.an bersi.dang yang elip:impin S u 1 e­
mandara. Dewan keraj3.an ini terd:iri dar.i.: 
- 4 orang dar.l Siwole. l,Mbatohuu; 
·- 7 pej3.bat Pitu Dula · Batu; 
- 30 orang Puu Tobu 
- 300 orang Toono Motuo.(B.Bhurhanuddin dkk,1978/1979: 37). 
Calon pengganti Mokole eli Abuki tersebut bersifat turun 
temurun ate~.~ dEmgan kata lain, bangsawan dar.i. Abukiinilah 
yang merupakan calon pertama dalam penggantian Mokole. 
Dalam kurun waktu tertentu, Maranay dar.i. Abuki menolak di 
angkat j3.di Mokole sehingga dewan keraj3.an menunjuk M:lc8> 
putera aang:ta Inato atau Tebawo. 

Menjelang masuknya Islam di Konawe, memerintah I.ad.­
dende. Dia in:ilah Mokole Konawe yang pertama kali masuk 
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Islam seh:i.ngga sesudah meninggalnya dia <tigelar Sangia 
Ngginobtn"ll karena mayatnya dikuburkan secara Islam. Seru­
dah Lakidende, para pembesar kerajaan dibawah Sulemanda­
ra tid3k jberhasil mengangkat Mokole baru, dengan kata lain 
tidak ada calon yang bersedia .menj3.di Mokole Konawe. Tiap 
tiap wilayah mengurus wilayahnya ma.si.ng-masing secara be­
bas seh:i.ngga dapat dikatakan bahwa akhir abad ke-18 ke­
rajaan Konawe telah runtuh walapun j9.batan tetap ada s:m­
pai masuknya Belanda. 

Pembentukan Siwole Mbatohuu kerajaan Konawe mem­
buat Mekongga dari kerajaan kecil menj3.di kerajaan berim­
bang wilayah dengan kerj9.an Konawe. Gerbang barat kera­
j9.an Konawe yang berpusat di Latoma yang menguasai wila­
yah aliran sungai KonaweEha ke barat sepanj3.ng pantai t&­
luk Bone bermula di sebelah selatan Malili. sekarang sampai 
batas daerah Konawe. 
Buburanda, Kepala daerah Latoma menj:ilin hubungan kelLBl"­
ga dengan Mekongga. Puteri Buburanda, Wungabae k a win 
dengan Lombo-lombo (Mokole Mekongga ke-5). Pada perut.i­
wa ini, Buburanda member.i. tlar.i. (hadiah , war.i.san) IBE. arnk 
dan menantunya, sebagian daerah Latoma dari batas L u wu 
sampai batas Mekongga asli. Dari perkawman ini lahir 'lqx:>­
rambe yang kemudian mewarisi takhta Mekongga.Pada waktu· 
pelantikannya sebagai Mi<ole ~ V1, ab.Jrarrla rTEfltladiah-· 
kan lagi. hamp:ir seluruh daerah Latoma, kecuali Latoma inti 
di aliran sungai Konawe seh:i.ngga daerah Mekongga m:illplti 
daerah yang l<ira-l<ira sama dengan daerah kabupaten Kolal<a 
sekarang. 

Ma.sa pelJjQihan Be1anda 

Sesudah kerajaan Konawe runtuh dan tiap-tiap wil.cyah 
mengatur wilayahnya masing-masing, maka ada beberapa wi­
layah yang tergabung kedalam wilayah laindan ada p.lla ~ 
berd.iri sendiri dan menonjJ.l kemajuannya seperti halnya ' Fa­
nomeEto. 
RanomeEto mend:irikan kerajaan sendiri dengan cita-cita irl?;in 
mempersatukan kembali bekas kerjaan Konawe ke dalam ke­
rajaan Laiwi..IL Wllayah Kapita Lau berhasil dikuasainya pa­
da awal abad ke-19. Ba.hwa Mokole Konawe sudah tidak ada 
sejak akhir abad ke-18 tetapi Mokole Andoolo di Kendari 
bagi.an selatan tetap bertahan dan pada akhir abad ke- 19 
cl:iserahi kekuasaan oleh Sulemandara Saranani untuk OB:a"'i-
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rna upeti di wilayah sela.tan atas nama Konawe. ~ atau­
pun Laiwui dalam hubungan dengan VOC tidak banyak dike­
tahui karena tidak ada berita yang mengungkapkannya.~ 
VOC rupanya Konawe tidak penting karena pusat ke~arrzya 
terletak di pedalaman. Ada berita tentang hal tersebut te­
tapi mela.lui Arupalakka di ke~an Gowa Sulawesi Selatan 
yang mengatakan bahwa Konawe memberikan bantuan pada 
Arupalakka dalam perang Gowa tahun 1667 dengan mengllim 
kan pasukannya dibawah komando Kapita lau sambara yang 
bemama Haribau. Tetapi tidak diungkapkan Jatar~ pe­
ngir.iman bantuan terse but. 

Pa.d3. av.al atad ke-19 AsistEn ft:Bi.cHl!Vosmaer berpangkalan 
di teluk Kendari dalam rangka pengamanan atas gangguan­
gangguan bajak laut Tobelo. Pada waktu itu Konawe telah 
terpecah belah dan Laiwui sedang dalam pertumbuhan m­
tuk mengantikannya. Pada waktu itu Laiwui dalam hal 11ll. 

Ranomeeto di perintah oleh ~ puteri Maho yang k a win 
dengan La Sambawa La kina atau ~ Lapadaku Tiworo yai­
tu anak A rung Bakung. Anak Maho yaitu La Mangu n a i k 
takhta ke~an pacta tahun 1858. Pacta tahun itu juga Ia 
menandatangani Perjmjian Panjmg atau long contractde­
ngan Belanda yaitu pada tanggal 13 April 1858. 1\.lrut ber­
tanda tangan dalam perj:mjian tersebut adalah: 

- Batuanga, sebagai Sapati 
- Malaka, sebagai Ajun Kapita 
~ La.palewo, sebagai Ponggawa. 
Perj:mjian Panj3.ng yang ditandatangi. oleh LaMangu tersebut 
adalah merupakan perjmji.an panj3.ng yang pertama kali di 
tandatangani oleh ~ Sulawesi Selatan dan Tenggara ( B.­
Buhurhanuddin dkk, 1978/1979:41 ,42). 

La Mangu meninggal pacta tahun 1871 dan digantikan 
oleh anaknya Sao-Sao yang pada tanggal 15 Mei 1880 juga 
menandatangani perjanjian dengan Belanda. Kemudian pada 
tanggal 21 Desember 1885 ia menandatangi. perjanjian pan­
jang yang se:i.rama dengan perjanjian yang ditandatangani 
oleh Sultan Shalihi dari Buton yang isi. pokoknya acE.lBh pe­
ngakuan kerajaannya sebagai bagi.an wilayah kekuasaan Hin­
dia Belanda. Perjanjian-perjanjian dengan Belanda yarg di 
b.at oleh La Mangu dan Sao-Sao hanya mengi.kat Laiwui fu­
nomeEto-Kendari) saja karena wilayah lain dari bekas Ko­
nawe tidak mengakui mereka itu sebagai ~.Sao-sao dit:B-
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wah pengaruh Hindia &llarl:i3. , berusaha keras mempersatukan 
bekas w.ilayah Konawe. Pada akhllnya usahanya tercapaiKO­
nawe bersatu dalam Laiwoi walaupun banyak tantangan yang 
dihadapinya. Dan dengan demikian, secara Jangsung pada 
awal abad ke-20 teJah mengatur pemer.intah di Sulawesi 
Tenggara. Wllayah k.eraj3an1 yang trad:islonal d:irubah menj3.di 
D:istr.ik dan Onder d:istrik. Kemudian terbentukJah 1 A vdeling 
Buton dan Laiwui yang meliputi Kesultanan Buton (temasuk 
Muna) dan kerajaan : Laiwui (pengganti Konawe). 
Onderaveling KoJaka (bekas Mekongga) masuk dalam vc:lel.i.rg 
Luwu Sulawesi SeJatan. 

Pada tahun 1917 di Kendari diadakan pertemuan anta­
ra BeJanda dan Sao-sao bersama pembesar-pembesar keraja­
an Jainnya. Hasil perj:mji.an adalah menj3.dikan bekas Kcrav.e 
merupakan bagi.an dari Hindia Belanda «crte Verklarir:g,J) -
Agustus 1917).Setahun kemudian Sao-sao dllantik sebagai 
Raj3. Laiwui dengan geJar Sangi.a Laiwui walaupun beberapa 
bangsawan Konawe menoJaknya. Pada tahun 1918, diadakan­
Jah pembagi.an w.ilayah keraj3.an; Laiwui dibagi menj3.di arp3.t 
d:istr.ik dengan 19 Onderdist:rik yaitu: 
1. D:istr.ik RanomeEto, yang dibagi atas 5 onderdistrik: 
- Konda1 

- Abeli 
Kendari 

- Sampara 
- Wawonii 
2. D:istr.ik Konawe, dengan 7 onderdistrik yaitu: 
- Pondidaha 
- Wawotobi 
- Tongauna 
- Uepai 
- Lambuya 
- Abuki 
- Latoma 
3. D:istr.ik Iasalo, terctiri atas 4 onderdistr.i.k: 
- Tinobu 
- Wiwirano 
- Lasolo 
- Asera 
4. D:istr.ik Andolo, terctiri atas 3 onderd:ist:rik1 
- Palangga 
- Laeia 
- Kolono.(B.Bhurhanuddin dkk. 1978/1979: 79). 
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Perubahan struktur pemer.intahan yang dibuat Belanda 
sampai t:ingkat terbawah, nyata sekali tujuannya, yaitu se­
cara bertahap menghancurkan sama sekali ::arli~ llBS,Y3.­
rakat tradis:i.onal yang telah berJangsung turun temurun.Na­
mun demikian tingkat teratas dari keraj3.an tetap dipeJiha­
ranya tetapi dengan tujuan memperaJat. Belanda memer.intah 
meJalui raj3. secara tradis:i.onal atas struktur baru yang ti­
dak tradis:i.onal. Dengan send:ir.i.nya sendi-sendi kekt..Es:ian raj3. 
rapuh sama sekali dan kemudian nyata bahwa raj3. rrEIUIEl<an 
si.mbol saj:1 yang berkuasa adaJah Belanda. Dengan pemben-

, tukan wilayah d:istrik dan kampung-kampung, banyak dian­
tara bangsa wan wllayah keh:ilangan fungsi. dan pengaruhnya 
Kepedihan mereka ini diperberat ~ Jagi karena mereka tanpa 
kecuali harus membayar paj:tk maJah harus bekerj3. p:lk:a ro­
di yang sebelumnya merekaJah yang menerirna antara dan 
menyuruh orang bekerj3.. Maka tidak heran ada diantara 
mereka -berani secara terbuka menentang Belanda. Sikap p:r 
Jawanan dan ti<Ek s.i<a 1akan Belanda ini bukan semata-mata 
karena paj:tk dan merusak struktur masyarakat tradis:i.onal 
tetapi juga turut didasari atas perasaan keagamaan. Namun 
bagaimanapun kuatnya perasaan benci dan tak reJa diperin­
tah oleh Belanda tetapi kesanggJ..Ipan untuk melawannya ti­
dak ada. Hal ini menimbulkan sikap frustrasi. dan apatis ba­
gi rakyat. Masyarakat menerirnanya sebagai kenyataan yang 
kemudian memerosotkan sendi-sendi dan kaidah-kaidah ma­
syarakat tradis:i.onal secara drastis. Ditambah dengan beban 
paj:tk yang berat I menj3.dikan kehidupan Jahir bathin sema­
kin merosot. 

Kesadaran akan kekurangan d:iri ini membangkitkan se­
mangat Jain yang merupakan benih masa depan yaitu kes3d:lr­
an akan pentingnya ilmu pengetahuan meJaluiJsekalah, wa­
Jaupun sekoJah ini pada mulanya juga dicur.igai sebagai aJat 
Belanda. Keadaan ini pula yang mewamai sikap Belanda va­
Jaupun zaman ini terkenal dengan pa1itik etis, tetapi yang 
terj3.di di Sulawesi Tenggara adaJah palitik kolot yaitu po­
litik menguasai kaJau perlu dengan kekuatan senj3.ta. 

Interaksi. di daerah terj3.di dimana-mana, di semua d:i­
erah yang dikuasai Belanda. Gelombang tersebut keJihatan 
pula di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1938 Belanda telah 1 

berhasil menetralisir secara keseluruhan gerakan-gerakan 
organisasi. yang mempunyai asp:irasi. politik. Tetapi bersama­
an dengan itu meletuslah perang dunia ke-2. Neger.i. &ilinB 
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diduduki Jerman, di pasi..flk Jepang sebagai sekutu Jerman 
mengobarkan perang Asia Timur Raya dan tentaranya dEr@n 
cepat sekali sampai di p:intu Indonesia. Dalam keadaan ini 
Belanda merasa ragu akan si.kap rakyat yang baru saj3. di 
netra.lis:ir aspirasi. palitiknya. Belanda berkesi.mpulan bahwa 
rakyat Sulawesi. Tenggara tidak menyukai kehadirannya.Pen­
j3jlhan Belanda atas Sulawesi. Tenggara yang secara prak­
tis bermula pada tahun 1906 dan mendapat tantangan keras 
baru dapat dirampungkan secara menyeluruh pada talu1 19Z7 
seh:ingga pemer.i.ntahan sl.pil dapat dimantapkan p:di talu1 1928 

Menjelang kedatangan Jepang orang-orang BelarxB dan 
tentara KNIL ditarik dari Buton dan Muna ke Makassar, se­
dangkan di Kendari masi.h ada beberapa orang Belanda de­
ngan sepasukan tentara KNIL, mereka dalam keadaan me­
nunggu. Suatu tim khusus datang menjemput mereka dan 
membawanya ke Makassar. Dengan demildan,~~ ~ 
pusat pada pemer.i.ntahan Swapraj3.. Dalam keadaan dEmiki.an 
raj3.-raj3. (~epala Swapraj3.) tidak mengambil suatu Jangkah 
politik tetapi bersifat menunggu perkembangan. Pada ~ 
nya, mereka bersama rakyat hanya menunggu kehadiran Je­
pang. 

Masa penj:Jj:lhan Jepang 

Sebelum perang dun:ia ke-2 ,di Sulawesi. Tenggara telah 
tinggal orang Jepang yang rupanya mendapat tugas dari ~ 
mer.i.ntah Jepang untuk melancarkan propaganda anti Belan­
da dikalangan rakyat sekaligus sebagai mata-mata yang pa­
da setiap saat memberikan data yang diperlukan kepada~ 
mer.i.ntah Jepang. 

Dalam strategi perang Jepang, Kendari mempunyai po­
sisl yang amat penting. Pada tanggal 24 Januari 1942 ~ 
mendarat di Kendari dari tiga jurusan: ·pasukan ~ men­
darat di Tombawatu di muara Sampara atau muara 3..Q?Pi Ko­
naweEha di pantai timur, pasukan ke dua mendarat ~ 
di pasar Kendari dan pasukan ke tiga mendarat di Thl:ia yal1?; 
terletak diseberang teluk Kendari.(B.B1..rtarJ.rljjn dkk. 19'79/1900 
15). 

Tanggal 26 Januari 1942 Jepang telah menguasai Ken­
dari, Ambaipua, dan seki.tarnya dan mulailah Jepang rrJ3l!P.tllr 
pemer.i.ntahannya •. Raja Kendari, Tekaka menyatakan takl.Li< ~ 
pada Jepang dan La Sandara, Kapita Laiwui ditetapkan olEtl 
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~ sebagai raj1 kedua ctisamping Tekaka. Jepang cst:at re 
kali membangun pertahanannya di Kendari. Lapangan tert:ar:g 
Ambaipua dit:ingkatkan fasilitasnya sebagai lapangan ter­
bang mlliter dan kubu-kubu pertahanan dibangun dimana­
mana. Teluk Kendari yang indah dipersiapkan untuk tempat 
perbaikan kapal-kapal perang Jepang. 

Pemer.intah Jepang tetap mempertahankan sistem peme­
r.intahan dualisme Belanda. Pemer.intahan Swaprajl tetap di -
fungsi.kan. Perubahan sedikit terj3.di pada Swaprajl Laiwui 
diman:a kapita yang merupakan pembesar kerj3.an I.aivci dij3.­
dikan raj1 ke-2 sedangkan raj1 Laiwui menj3.di l9jl I.~­
gian wilayah ba wahan tidak berubah, yang berubah hanya 
nama kesatuan wilayah dan pej3.bat pemer.i.ntahan sipll. A v­
deling menj3.di Ken dengan kepala Kenrikan. Onderavdeling 
menj3.di Bun Ken dengan kepala Bunkenrikan. D.istr.i.k a tau 
onderd.istr.i.k menj3.di Gun dengan kepala Gunco. Kampung l!Hl-

. j3.di Son yang dikepalai oleh Sonco. Ibu kota Ken Buton d3n 
Uwui di Bau-Bau, tetapi pimpinan mlliter berkedudukan di 
Kendari. Ken Buton dan Laiwui tetap terbagi atas t:i@ Bun­
Ken, yaitu: 
- Bun ken Buton 
- Bun ken Muna 
- Bun ken Kendari, sedangkan Bun Ken Kolaka tetap dalam 
Ken Luwu (Sulawesi Selatan). Namun tak lama kemudian an­

ken MUili (Sulawesi Selatan = Ken Luwu) yaitu Kolaka Uta­
ra tetap Bun ken Kolaka di masukkan dalam Buton d3n Lai­
wui tetapi j3.batan trad:isional Swaprajl tetap ada. Pengga­
bungan Kolaka kedalam Ken Buton dan Laiwui rupanya di­
lakukan dengan pert:i.mbangan strategi perang, mengingat ~ 
wa Kolaka merupakan pintti ke arah Sulawesi. Selatan. 

Pengaturan pemer.i.ntahan si..pll di Sulawesi Tenggara,Ja­
batan KenKenri.kan dan BunKenKenri.kan d:ij3.bat oleh Jepang 
dan Gonco dan S~nco oleh orang Indoneffia. Namun demikian 
yang menonj)l pada rakyat adalah kekuasaan dan k6<eras3n 
rnili.ter. Semua per.i.ntah ditujukan kepada kepent:ingan ~ 
untuk mencapai kemenangan melawan Sekutu. Rakyat meng­
alami perlakuan yang lebih pahit dari masa pemer.i.ntahan re 
belumnya sehingga menj3.di takut kepada Jepang. Sedikit S3.­

j3. kesalahan-kesalahan hukumnya kej3.m sekali. Di anggap 
musuh oleh Jepang berarti harus dibunuh, umpamanya ji.ka 
dianggap sebagai mata-mata musuh. 
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Yang langsung menonj)l pada pemerintahan ~ ada­
lah pengerahan tenaga rakyat dengan cuma-cuma mtu< ke­
pentingan perang Jepang. Rakyat dikerahkan untuk memuat 
kubu-kubu pertahanan, pembuatan lapangan terbang, perta­
n:ian produksi.., bekerj:i di pertambangan, mengangkut keper­
luan perang Jepang dan pengerahan tenaga lainnya YCll'lS ara­
luan perang Jepang dan ~ t:.Erngp. laimya yang amat 
menyiksa rakyat. Rakyat hampir-hampir tidak punya kesem­
patan untuk bekerj:i b~ kepentingannya sen~ Berbagai 
larangan dan kew~ban dipikulkan Jepang atas pundak rak­
yat untuk kepentingan pemerintahan dan kesuksesan perang 
nya. Karena hukumnya berat, rakyat tidak d3plt t.erb.at apa 
apa kecuali menurut walaupun badan dan kadang4<ad3rg nya­
wa menj:idi hancur dan hilang. 

Jepang yang diharapkan rakyat untuk ~ rakyat 
dari belenggu penj:ij:ihan Belanda malah menj:idikan rakyat 
amat menderita dan menj:idi budak perang Jepang. H3rta j:i­
di korban, badan j:idi binasa dan mungkin nyawa bisa mela­
yang merupakan c:irl pemerintahan Jepang walaupun p:ner.in­
tahannya diawali dengan ' kecenderungan untuk nEt'@Ibil rnti 
rakyat sebagai saudara tua dengan semboyan "Nippon- Irrb­
nesia sama-sama" (B.Bhurtlanuddin dkk 1979/1980: 19). 

pi bidang pertan:ian, Jepang menggalakkan penanaman 
tanaman untuk kepentingan bahan eksport. Kapas dan kela­
pa diperintahkan ditanam. Di Ambesea Kendari selatan Je­
pang mengusahakan penanaman kapas secara besar-besaran 
dengan pengerahan tenaga secara bergLtlr dari kampun~ 
pung sekitarnya, malah dari Buton dan Muna juga dica~ 
tenaga-tenaga rakyat sebagai Romusha. Pengolahan ~ rak­
yat digalakkan juga di bagian-bagian lain daerah Sulawesi 
Tenggara selain untuk kepentingan sendiri ~a untuk kon-
sumsi luar daerah. · 

Sulawesi Tenggara pada zaman Jepang termasuk dalam 
wllayah pendudukan angkatan laut Jepang. Mungkin ini me­
rupakan semacam pembatasan pengaruh aspirasi dan kegiat­
an politik dan sosial dari Jawa yang merupakan pusat po­
litik/sosial nasional yang saat itu termasuk dalam wllayah 
pendudukan angkatan darat Jepang. Namun denilkian gerak­
an-gerakan yang timbul di Jawa yang ditujukan kepada ke­
menangan perang Jepang dan yang ber.ffifat penggalangan 
massa dibawah kuasa Jepang muncul pula di Sulawesi Teng-
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gara seperti gerakan Tiga A, Seinendan dan Heiho. Pemuda 
pemuda yang sehat dan dllTilai berbakat militer dilllmpun 
di Kendari dan diber.i.kan latihan militer. Heiho dita:lW<: olEh 
Jepang di Kendari pada tahun ·194 3, mulanya dengan anggo 
ta 400 orang. Setelah melalui latihan militer mereka di~ 
senjatai dan dimasukkan dalam orga~ pertahan Jepang 
disekitar Kendari. 

Beberapa bulan sebelum berakhimya perang Asia tlirur 
raya, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia.'!Jntlli 
meratakan jllan pada pember.ian kemerdekaan itu,di Jakarta 
dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Per.ffiapan Kemerde­
kaan Indonesia atau BPUPKI. Janji. merdeka ini juga mempe­
ngaruhi sikap Jepang dalam memer.intah Sulawesi Tenmggara 
Dalam rangka per.ffiapan menerima kemerdekaan yang akan 
diber.ikan oleh Jepang itu, di Kalaka pada bulan Juni 1945 
dibentuk suatu gerakan yang bemama GKR atau Gerakan 
Kebangunaii Rakyat yang diketuai oleh M.Jufti dengan sek­
retaris CH.P:ingak. Gerakan semacam ini tidak terbentuk di 
daerah lain di Sulawesi Tenggara. Setelah penyerahan Je­
pang dan kemerdekaan Indonesia diproklam:irkan, 1 pimpinan 
Heiho diantaranya Indie Heiho dan Sadamitsu Heiho mempu­
nyai kecenderungan untuk mendorong Heiho yang saat itu 
di konsiny:ir · di Benua Rahabangga dengan segala peralctan 
nya menjadi pembela kemerdekaan Indonesia. Pada VBktu p:n­
daratan Australia/NICA di Kendari awal November 1945 pa­
sukan Kaigun Heiho di Tobeu Rahabangga dipindahkan ke fu... 
r.iala tanpa membawa senjata mereka. Dari sanalah , kemudi­
an mereka membubarkan cl:iri karena tidak adanya pimpinan 
lagi.. Dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan Jepang di 
Kendari. 

Masa Kemerdekaan 

Tanggal 14 Agustus 194.5 Jepang menyerah kepada Se­
kutu dan segera disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan In­
donesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Reaksinya se­
gera pula sampai ke daerah-daerah di Sulawesi Tenggara , 
Andi Kasim, Kepala pemer.intahan di Kolaka mengumumkan Kcr 
laka masuk wllayah R.I. pada 17 September 1945; LaUE lpi 
di Muna, diserahi tugas sebagai kepala pemer.intahan setan -
pat di Muna oleh Gubemur Sulawesi Dr.GSJJ Ratulangi. Teta­
pi raj:i Buton dan Kendari tidak member.i.kan reaksi, kedua 
nya be~at menunggu dan melihat perkembangan situasi. 
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Bulan November 1945 Sekutu dalam hal ini Austra..U.a oersa.­
ma NICA mendarat di Kendari dan segera pula Jepang me­
nyerahkan kekuasaannya kepadaSekutu. Pada tahun 1946, 
sel.uruh Sulawesi. Tenggara dikuasai kembali oleh Belanda. 

Tanggal 5 Apr.il 1946, Gubemur Sulawesi. Dr.GSJJ Ra­
tulan~ ditangkap Belanda yang be~ hilangnya kekuasaan 
RI atas Sulawesi.. Pada bulan Desember tahun 1946 ~ 
si. Denpasar Bali menciptakan negara Indonesia TI.mur atau 
NIT. Dalam naskah pembentukan NIT ditetapkan bahwa 'tae­
rah Sulawesi. Selatan dan daerah-daerah takluk lainnya ter-­
masuk juga Gowa, Bone.... dst, Buton dan Laiwui.," dis in i 
ke.lihatan bahwa Sulawewsi. Tenggara terdapat 2 kerajlan 
a tau Swaprajl yaitu Buton dan Laiwui (Kendari). (B.IhlrtB -
ruttln d<k 1917/1978: 35 3, 354). 
Kemudian oleh pemerintah pendudukan Belanda (NICA) di­
bentuk gabungan Pemer.intah Hadat Sulawesi. Selatan yang 
dipimpin oleh Ha.dat Tingg1. yang beranggotakan 5 crai"g de­
ngan ketuanya Andi Pabenteng ,rajl Bone. Hadat 'fil1?g.i. ini 
merupakan badan eksekutif yang didamp~ dewan ~ 
Selatan yang beranggotakan 40 orang dari 31 ~ asli 
(termasuk Laiwui) dan 9 New Swapraja. 

Pada masa RIS Negara Indonesia Timur merupakan sa­
lah satu negera bagiannya. Dengan demikian hadat Tinggi 
Sulawesi. Selatan dibubarkan dan dirubah menj3.di pemer.htah 
daerah Sulawesi. Selatan. 

Sesudah Ne~ra Kesatuan RI 1950 terbentuk Pemerin­
tah Daerah Sulawesi. Selatan di bubarkan dan oleh Gubetn.lr' 
Sulawesi., Sulawesi. ditetapkan terbagi. atas 1 daerah antara 
Ja1n daerah Sulawesi. Tenggara yang melipu_ti bekas A vd~ 
Buton dan Laiwui di tambah Onderavdeling Kolaka. 

Pada tahun 1957 timbul aspirasi. <iari daratan ~ 
Tenggara untuk membentuk suatu Kabupaten sen~Kein~ 

an ini tersalur dengan adanya UU No.29 tahun 1959 yarg re­
aUsasinya nanti pada tahun 1960 yaitu terbentuknya: 
- Kabupaten Buton 
- Kabupaten Muna 
- Kabupaten Kendari 
- Kabupaten Kolaka. 
Pada tahun 1960, Propinsi Sulawesi. dipecah menj:ldi 2 Pn:::pin­
si. yaitu Propinsi Sulawesi. Utara-Tengah dan Propinsi. SuJ..a..e­
si. Selatan-Tenggara. Di Sulawesi. Tenggara, ditempatkan se-

47 



orang Resi.den Koordinator. Dan dengan Peraturan Pemer.in­
tah Nomor 64 tahun 1964 Daerah Swatantra Tingkat I(Das­
wati I) Sulawesi Tenggara terbentuk dan cl:irealisir (l3CB t.arg­
gal 27 April. 1964, ibu kotanya Kendar.i. dan sebagai Guber­
nur pertama adalah J.WAYONG. 
Kabupaten Kendar.i. saat ini terbagi atas 15 Kecamatan yai­
tu: 
1. Kecamatan Kendar.i. 
2. Kecamatan Mandonga 
3. Kecamatan Wawotobi 
4. Kecamatan Unaaha 
5. Kecamatan Asera 
6. Kecamatan Lainea 
7. Kecamatan Poasia 
8. Kecamatan Soropia 
9. Kecamatan RanomeEto 
10. Kecamatan Sampara 
11. Kecamatan Lambuya 
12. Kecamatan Tinaggea 
13. Kecamatan Moramo 
14. KecamataniWawonti 
15. Kecamatan Lasolo. 
Kecamatan Lambuya sebagai daerah sampel untuk penelitian 
ini, dikepalai oleh seorang Kepala wil.ayah kecamatan, di­
bantu oleh seorang wakil camat dan beberapa orang staf; 
membawahi 25 buah desa dan kel.urahan d9n ~ · lokasi 
pemukiman transmigrasi.. 
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BAB III 

SEJARAH TENTANG TANAH 

ASAL USUL PENGUASAAN TANAH 

Masa sebelum penj3j:lhan 

Tldak dapat ditelusuri kapan berakhirnya masa pra ~ 
jarah di Sulawesi Tenggara. Di beberapa pedalaman Sulawe­
si Tenggara hingga saat ini penduduknya masi.h melakukan 
upacara-upacara tahunan ditempat-tempat yang dikerama~ 
utamanya di kuburan-kuburan dan juga mengadakan upacara 
kapopanga atau memberi makanlsirih atau pinang pada peng­
huni-penghuni halus dalam memtllai suatu pekerj3.an utamcnya 
yang menyangkut upacara adat yang berhubungan dengan ta 
nah. 

Ada bekas-bekas yang menunjukkan bahwa daerah ini 
sudah mulai dihuni manusia sej3.k awal masa pra sej3.rah. I:a­
ri pengamatan terhadap penduduk Sulawsi Tenggara ~ 
ini, dapat diduga bahwa penduduk daratan(pada waktu itu 
dominan c:iri Mongoloidnya). Sedangkan daerah pulau-pulau 
khususnya Muna mempunyai c:iri Melanosoid Australoid,tetep;i.. 
orang Ndoka (Toono Peiku,Tolaki, art.inya orang berekor)ke­
lihatan pula c:iri Melanosaid. Ndoka adalah tarnsa Mn3. yang 
art.inya monyet a tau hitam (B.Bhurhanuddin, 1977 I 1978tal 15) 

Tra~ . rakyat Kolaka mengatakan bahwa pada zaman 
dahulu daratan Sulawesi Tenggara pemah dihuni oleh 1b ~ 
diho, yaitu orang-orang kecil, kemudian oleh To N~ 
ro, yaitu orang-orang besar (raksasa). Orang Tolaki, Moro­
nene dan T~ mempunyai c:iri ~ dan budaya yang 
dekat dengan suku-suku Sulawesi Teng~h, mungkin juga de­
ngan Sulawesi Utara. 

Tentang manusia pertama ini, tradisi. Tolaki mengung -
kapkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara ~ 
pindah ke selatan dalam beberapa gelombang migrasi rrElalui 
aliran .sungai KonaweEha dan sungai Lasolo/Lalindu. Ada\ p:r 
talian darah orang-orang Mori yang berdiam d:isekeliling d3.­
nau Malili. 

Aqa beberapa faktor yang menyebabkan manusia d3hil.u 
berpindah tempat tinggal. Berpindah-pindah tempat adalah 
c:iri umum manusia purba: 
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1. Mencari tanah yang dekat dengan air 
2. Mencari tanah yang mudah d:ij3.ngkau untuk rnenunjang k&-

hidupannya. 
3. Hidupnya mas:i..h sangat sederhana 
4. Hidup berkelompok 
5. Corak kehidupannya mas:i..h menggantungkan d:iri pada alan 

Dapat diperhatikan bahwa perpindahan itu untuk namri ta­
nah-tanah yang subur dan yang mudah d:ij3.ngkau ~ tan­
pat tinggalnya sudah tidak member1kan kemungkinan lagil.l1-
tuk kehidupannya. Di daerah yang baru ini mereka rn::n:rq::ati 
daerah-daerah yang subur di aliran sungai KonaweEha dan 
sungai Lalindu. 

Orang Tolaki (To= orang, laki= berani atau j:mtan~ 
sekarang ini penghuni hamp:ir seluruh daratan SulavlesUI'eng­
gara rupanya adalah pendatang yang terakh:ir, sebelumnya 
adalah orang-orang Moronene yang kemudian terdesak k€33-
latan dan sebagian menyeberang ke Kabaena, pulau Buton 
utara dan WawoniL 
Tidak ada temuan yang dapat mengungkapkan secara pasti 
bagaimana penghuni-penghuni pertama Sulawesi Tenggaral'I'B­
menuhi kebutuhan hidupnya sehari-har.L Orang Tolaki seba­
gai pendatang terakh:ir mendiami daerah yang luas, rnengua­
sai daerah-daerah aliran sungai KonaweEha dan Lasolo. 

Mereka hidup berkelompok -kelompok. Dapat diperkira­
kan bahwa sampai dengan abad ke-4 Masehi dalam kehidup­
an pra sejarah dirnana tanah-tanah digunakan masih dalarn 
tingkat terbatas dan sederhana untuk menjamin kelangsung­
an hidup mereka terutama untuk bercocok tanarn se;:ara ~ 
pindah-pindah. Hutan sekitar yang akan d:ij3.dikan tanah P=l' 
tanian dibabat lebih dahulu dan dibersihkan. D:isitu rnereka 
menanam umbi-umbian. 

Dalam kurun hidup bercocok tanam ada perbedaan an­
tara daratan dan kepulauan (maksudnya dengan pulau Muna) 
Di daratan menanam umbi-umb:ian dan kemudian sejenis padi 
padian yaitu: en.jilin b1ji besar dan kemudian enjelai blji­
halus sebagai makanan pokok. Di Muna ditanam sejenis po­
long yang sebelumnya tumbuh liar dihutan-hutan (B.Bhurha­
nuddin dkk. 1977/197 8: 20). 
Selama menunggu hasil tanaman, mereka menetap di daerah 
itu dengan cara hidup menetap diperkampungan yang teroi­
ri dari tempat tinggal sederhana yang didiami secara ber-
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kelompok. 

Dalam perkembangan selanjutnya, populasi mulai me­
ningkat, penduduk tidak berpindah J.agi.. Kebiasaan berburu 
rupanya segera berakh:ir J.alu kebiasaan ini berkembang m:n­
j3.di keterampilan perang. Suku Tolaki terkenal ~ SLku 
yang suka Mongae artinya selalu mengutus p3l'a J..a3<arnya yar:g 
disebut Tamalaki untuk pergi. berperang atas per.intah cEri 
raj3. atau Mokale, tidak boleh kembali kalau tidak membawa 
kepala manusi.a (Hus Sonaru, 1975:20). 

Dalam memenuhi kebutuhan pakaian, orang Tolaki sej:lk 
awal telah mengenal pakaian dar.i. kulit kayu. Orang Tolaki 
sampai pada tahun 1930-an masih mengenal pakaian kulit 
kayu khususnya di desa-desa. Rupanya peranan kulit kayu 
ini bermula pada awal kedatangan ras Mongoloid di ~ 
si Tenggara. Alat batu pemukul kulit kayu didapatkan di­
gua Taipa di kecamatan Lasolo,Kabupaten Kendar.i.. Batunya 
agak putih dan mempunyai garis-garis sej3.j3.r. Alat semacam 
ini masih banyak d:isi.mpan 

1 
oleh orang Tolaki utamanya di 

desa-desa sekarang iili, -tetapi batunya hitam. Gua Taipa 
ini secara sepintas telah diteliti oleh petugas 8idang Permu­
seuman, Sej3.rah dan Kepurbakalaan Kanwil Depdikbud Propin­
si ~ T~. Did3.lan G..a tff'setl.lt I:Enyak ditaTU<an kerarg­
~- IJBrllS:i.a yarg S3.ya!'g ~ ~ ticEk terartur J.agi. se­

J.ain ditemukan kerangka manu.Sia, ditemukan p.Ua ooterap3_ tEl 
da yang sekarang\ tersimpan di bidang Permuseumcn, berupa 
- dua jen:is ·gerabah 
- satu (pecahan) batu pemukul kulit kayu 
- satu (jenis) patung kecll. 
Dapat ditarik suatu kesimpulan, dalam kehidupan pra sej:lrah 
di daerah ini, tanah dikuasai oleh sekelompok manusi.a dan 
digunakan untuk menunj3.ng hidupnya antara lain untuk ~ 
buru, bercocok tanam dan untuk tern pat tinggal d3n kEgiatan 
hidup J.ainnya. 
Dalam keadaan kehidupan berpindah semacam itu pemilikan 
.tanah belum dikenal yang ada adalah penguasaan tanah, 
oleh sekelompok manusi.a yang sifatnya sementara dan luas­
nya terbatas pada tanah yang sementara diolah dan atau 
ditunggu untuk dipanen. 
Sesudah itu mereka tinggalkan dan bisa dikuasai oleh ke­
lompok lain. Tanah yang mereka kuasai adalah tanah yang 
bermanfaat untuk kehidupannya. Keadaan ini rerlarg:u:g te­
rus selama tanah-tanah masih luas. 
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Masa terus berj:l]an, populasi.ITB1U3ia semakin l::ertartBh 
d3n narerlli<an ~turan. Per sekutuan kelompok hid up ter,jidi 
karena kekerabatan dan perasaan kebersamaan dalam meme­
nuhi kebutuhan hidup dan menghadapi masalah lingkugan :=:& 

tiap anggota kelompok merasa perlunya bantuan orang lain 
dan seterusnya mempunyai rasa kewaji.ban menolong orang 
lain. Kemudian timbul rasa bertanggung jswab atas kelom -
poknya. 

Pada suku Tolaki, organisasi masyarakat mulai timbul 
pada masa bercocok tanam. Pimpinan masyarakat adalah 
seorang Toono Motuo atau orang tua. Dia dibantu oleh se­
orang Pue atau nenek yang bertugas sebagai dukun d3n me­
mimpin upacara-upacara yang berhubungan dengan masalah­
masalah bercocok tanam. 
Pada muJanya masyarakat Tolaki ini hidup dalam kelompok 
kelompok yang lingkungan tempat tinggalnya dinamakan Ona 
po. Onapo ini dapat d:iartikan rukun tetangga atau RT se­
karang ini. Kemudian dari beberapa Onapo ini ~ men 
jsdi suatu lingkungan yang lebih besar yang disebut Tobu 
yang benruMi rumpun atau pokok dan dapat d:iartikan seba­
gai desa sekarang ini.. 
Suatu Tobu dikepalai oleh seorang yang disebut PuutobuPu­
utobu dapat cliar'Q.kan pokok atau pohon sedangkan tobu 
adalah suatu lingkungan atau wilayah dimana hidup suatu 
masyarakat dengan batas-batas tertentu. Hal ini berarti 
bahwa Puutobu adalah seorang yang berkuasa dalam sebuah 
Tobu dan kekuasaannya ser.ing digambarkan dengan pohon 
Pohon mempunyai fungsi yang banyak, dapat d:ijadikan tern­
pat perlindungan dan lain sebagainya. Dengan ket:Branian d3n 
kewibawaan yang ada padanya Puutobu dapat mengatur dan 
~ setiap segi pergauJan hidup dalam masyarakat ag:~r 
semua peraturan atau adat .lstiadat dapat diatasi dengan 
tujuan agar tercapai suatu kerukunan ditengah-tengah per­
sekutuan hukum masyarakat. 

Selanjutnya dalam membina kehidupan masyarakat To­
laki, Puutobu dan Toono Motuo dibantu oleh beberapa ~ 
yang mempunyai fungsi tertentu, antara lain: 
1. Pabitara, yaitu juru bicara yang adll dan b:ij3.ksana. Ia 

menjsdi juru bicara dalam penyelesaian setiap ~ 
yang timbul dalam masyarakat adat Tolaki 

2. Posudo, yang mempunyai kemampuan materi dalam masya­
rakat adat. Ia berfungsi sebagai bendahara. 
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3. Tolea, sebagai duta adat, yang pandai berdiplornasi da­
larn segala urusan terutarna dalarn upacara-upacara pe­
rninangan. 

4. Mbuoway, adalah seorang yang bertugas untuk rnengurus 
upacara-upacara yang bersifat religius magis. 

5. Mbuokoy, adalah seorang yang rnengurus kesehatan rnasya 
rakat. 

6. Mbusehe, berf\mgsi sebagai seorang yang rnengurus soa+ 
sengketa dalarn rnasyarakat adat. 

1. Tamalaki, rnengatur soal perlawanan yang rnungkin tirnbul 
atau rnengurus soal keamanan 

8. Tadu, seorang yang rnenetapkan waktu-waktu yang rneng­
untungkan bagl keselarnatan kelornpoknya dalarn mengha­
dapi serangan rnusuh. 

9. Lumomba Wuta, seorang yang pertarna kali harus rnembuka 
tanah untuk berladang sebelurn anggota rnasyarakat IlHll 

buka bersarna-sarna tanah untuk ladangnya (Hus Sonaru 
1975: 31-32 ). 

Mereka itu adalah fungsionaris-fungsionaris yang rnernbantu 
Puutobu dan Tono Mutuo bila tirnbul sengketa atau 
perse~an diantara anggota-angota rnasyarakat yang rne-

nyangkut soal perkawinan, pewarisan,hak-hak atas tanah 
dan lain sebagainya. 

Selain itu dikalangan rnasyarakat Tolaki dikenal pern 
baglan golongan rnasyarakat dalarn beberapa tingkatan yaitu 
1. Golongan Anakia atau golongan bc:mgsawan. 
2. Golongan Toono Dadio, atau orang banyak yangkebanyakan. 
3. Golongan A.ta, atau golongan budak. 

Golongan Anakia adalah golongan tertinggi dan 
terhorrnat. Golongan ini yang berkuasa yang dapat rnernirnpin 
Tobu dengan j3.batan Puu Tobu. Golongan ini rnasih dibagi 
lagl rnenurut tingkatannya karena tidak sernua golongan 
Anakia dapat rnenj3.di Mokole dan juga Puu Tobu. Hal ini 
disebabkan karena adanya kernungkinan percarnpuran, 
golongan Toono I>adio kawin dengan golongan Anakia atau 
sebaliknya. Golongan percarnpuran lill tidak dapat 
diperkenankan untuk rnenj3.bat sesuatu j3.batan dalarn 
masyarakat. Demikian pula percampuran antara suku asli 
depgan pendatang. 

Menurut 
dikuasai oleh 

hukurn adat 
rnasyarakat 

hak atas tanah sepenuhnya 
suatu Tobu. Setiap anggota 
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masyarakat di dalam suatu Tobu atau wilayah mempunyai 
hak untuk membuka dan mengusai serta memiliki tanah bail< 
untuk tempat tinggal maupun untuk ber.ladang. Bila sa.lah 
seorang anggota masyarakat ingin membuka tanah tidak 
perlu minta izin kepada penguasa adat atau Puu Tobu, 
kecuali ia adalah seorang pendatang dari luar, bukan 
anggota Tobu. Ia diharuskan rninta izin sebelum membuka 
tanah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat . 
berladang. Puu Tobu dapatpula memberihak kepada orang 
luar untuk memungut hasil, misalnya untuk mencari kayu 
bakar, kayu untuk membuat rumah, berburu binatang dan 
lain-lain. Jadi tanah-tanah yang ada di dalam kekuasaan 
suatu Tobu dapat dipergunakan disa.mping untuk 
kepentingan warganya, juga dapat diberikan kepada warga 
lain di luar Tobunya dengan syarat-syarat tertentu, 
misalnya memungut hasil hanya untuk sekali panen, sete.lah 
itu hak yang telah diberikan itu kembali .lagi kepada Tobu 
yang bersangkutan. Keadaan ini membuktikan bahwa Tot'u 
merupakan suatu persekutuan hukum yang mempunyai hak · 
penguasaan atas suatu wi.layah tertentu dengan hatas-batas 
alam sekitarnya. 

Pada masa pemerintahan raj:l-raj:l pun keadaanya 
masih tetap demikian, artinya raj:l memegang hak 
persekutuan atas tanah, bukan pemilik. Raj:l hanya l'I'H'gl.tur 

<En ~ ~ tarnh d3Jan wiJayatnya SEtJ.irmi hak-lr.lk 
~ tid:!k dirtgi.l<an. 

Masa Pel'ljQ:lhan 

Dalam kurun waktu abad XIX, sampai dengan masuknya 
penj:lj:lhan, Sulawesi Tenggara mas:i..h mencerminkan 
keraj:lan-keraj:lan awal dari j:lman mulai tirnbulnya. Suatu 
kesatuan keraj:lan Konawe sudah .lama tidak ada. Mokole 
yang merupakan pucuk pimpinan keraj:lan Konawe tidak 
ctiangkat .lagi sesudah Lakidende. Sulemandara tidak 
berhasil mengangkat mokole baru. Tiap-Tiap wi.layah 
mengurus wi.layahnya sendiri-sendiri secara bebas. Tiap-tiap , 
daerah yang bersumber dari Siwole Mbatohuu dan 
Pitudulabatu mengurus daerahnya sendiri-sendiri. 

Sampai pada akhlr abad XIX pemerintahan Be.landa 
belum berkedudukan di Sulawesi Tenggara walaupun 
keraj:lan Buton te.lah mengakui sebagai j:ljahan Be.landa 
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sejik tahun 1873. Daerah-daerah lainnya hampir sama sekali. 
tidak terjimah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Di 
Daratan Sulawesi Tenggara kehidupan berlangsung secara 
traclisional tidak terganggu oleh kesibukan-kesibukan di lu­
ar. 

Organisasi pemerintahan H:india Belanda d:irasakan 
mantap setelah dapatnya d.:ij3.lankan pemerintahan distrik 
sebagai daerah bawahan. Keadaan ini secara langsung 
merubah sruktur tradisional dari masing-masing kerajian. 
Kadie-Kadie di Buton yang sebelumnya merupakan daerah 
kecll yang mempunyai otonom tertentu d.igabung-gabungkan 
menjidi distrik. Kepala Kadie d:ij:tdikan Kepala Kampung, 
demikian pula para Toono Motuo di Laiwui (Konawe). 
Mereka ini merupakan pegawai Pemerintah Belanda dan 
mendapat gajl atau tunjingan dari pemerintah Hindia 
Belanda. Perubahan stuktur pemerintahan ini membawa 
pengaruh-pengaruh pada kehidupan feodal dan langsung 
menyinggung sendi-sendi kehidupan tradisional yang turun 
temurun. Penaklukan Konawe selesai seluruhnya pada tahun 
1916. Pada tahun 1917, di Kendari diadakan pertemuan 
antara Belanda dan Sao-Sao bersama pembesar-pembesar 
kerajiannya dan beberapa bangsawan Konawe lainnya yang 
menghasilkan suatu perjinjian yang menjidikan bekas 
Konawe (yaitu Liwui) merupakan bagian dari Hindia Belanda 
(Korte Verklaring 30 Agustus 1917 -B.Bhurhanuddin dkk, 
1978/1979). 

Belanda memili.h RanomeEto (Laiwui) untuk memerintah 
seluruh bekas keraaan Konawe. DeMan kata lain bahwa 
fularm IlBIB11tap<arl I..ai.wJi atas selun.il ta<as Kcra-.e ~ p::>li­
tik lllhl< l::a1<LBs3. di wi1eyah itu. WiJ.a.yah-wilayah itu d.:isetut Dis­
trik ~ d.il<Epilld olEh seorang Kepala Distr.ik. Mereka d:i.g3.ji 
bervar.iasi antara Rp 30.- sampai Rp · 60.- sesuai dengan 
luas wilayahya dan banyaknya penduduk atau wajib pajik. 
Tiap-tiap Distr.ik dan Onderd:istr.i..k terbagi atas kampung­
kampung yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang 
sebelumnya tidak dikenal dalam jibatan-jibatan tradisional. 
Toono Motuo yang sebelumnya mempunyai kedudukan khusus 
dalam pandangan traclisional, sekarang d.irobah menjidi 
Kepala Kampung. Perubahan struktur yang dibuat Belanda 
itu nyata sekali tuj.lannya yaitu untuk menghancurkan 
sama sekali sendi-sendi masyarakat traclisional setempat 
yang telah berlangsung berabad-abad secara turun-temurun. 
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Namun demikian elite teratas dari keraj3.an tetap 
d:i.peliharanya tetapi dengan tujJan memperalat. Belanda 
memerintah melalui raj3. atas struktur baru. Dengan 
send:i.r.i.nya sendi-sendi kekuasaan raj3. rapuh sama sekali 
dan kemudian nyata bahwa dia hanya ~ simbol saj3.. 
Yang bekuasa sebenamya adalah Belanda. Hal ini berarti 
penghancuran hak-hak rakyat atas tanahnya. 

Rupanya keinginan Belanda tidak semudah itu sampai 
dengan masuknya Jepang ke Indonesia, pemerintah kolon:ial 
Belanda banyak menghadapi kebiasaan-kebiasaan dalam 
penguasaan dan penggunaan serta. pemilikan tanah dari 
para penduduk atau raj3. yang sudah turun temurun dan 
d:isepakati bersama oleh seluruh keluaranya. Hal-hal inilah 
yang membuat kesulitan bagi pemerintah kolonial Belanda 
untuk melaksanakan tujuannya yaitu keuntungan bagi 
d:i.r.i.nya dan Negeri Belanda. Dr.Hatta menegaskan bahwa 
tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik 
bersama kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raj3.. 
Kedudukan raj3. hanyalah sebagai pemegang hak-hak 
persekutuan atas tanah, bukan pemiliknya. Ia bert:.indak 
sebagai pengurus, pengatur dan pengawas agar pemakaian 
tanah dalam wllayahnya tidak bertentangan serta merugikan 
hak-hak persekutuan dan hak-hak perseorangan atas tanah 
(Dra.Ny. Ediyani Bondan Andoko, 1984,hal.8) 1 

Masa Jepang 

Dalam kenyataan kemasyarakatan struktur sos:ial t:ra::li­
si..onal pada zaman Jepang dapat dikatakan punah SCI'IB. SEi<ali 
Hampir-hampir tidak ada perbedaan lagi dalam istilah bang­
sawan dan bukan bangsawan. Dengan demildan, pada zaman 
Jepanglah sempurnanya proses destrukturalisasi.. dari masya­
rakat tradisional yang timbul sebagai aki.bat dari tindakan 
Belanda mengubah wilayah-wilayah bawahan menjsdi distrik 
dan kampung. Faktor-faktor keturunan tidak lagi rrB1j:id.i alat 

arp..tJ dalam memperoleh kesempatan dan fasilitas. Kewajiban 
ral<;yat t..ertEd9p tentara pendudukan dan pemerintah Jepang 
sama tanpa kecuali. Kaum elite terd:ir.i.. dari para~ Je­
pang atau mereka yang secara nyata menunjukkan lqrcliitas 
pada Jepang. 

Dalam keadaan yang demikan itu,rakyat hampir-hampir 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil j:X3rtanian c:Bn 
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lain-lain hasil ji..ka dtingi.nkan Jepang harus diserahkan. Te­
naga l<alau diperlukan harus dibaktikan. Uang Jepang hamp:ir 
hampir tidak bemllai sebagai alat penukar. Yang menonj;:>l 
pada pemer.i.ntahan Jepang adalah pengerahan tenaga rakyat 
dengan cuma-cuma untuk kepentingan perangnya. Rakyatdi­
kerahkan untuk membuat kubu-kubu pertahanan, pembuatan 
lapangan terbang, penanaman tanaman produksi, bekerja di 
pertambangan, mengangkut keperluan Jepang dan lain- lain 
penge!ah:m tenaga yang menyiksa rakyat. Hal itu dapat di­
mengerti karena sedang menghadapi perang besar qi Fas:i.fik 
yang keadaannya sangat menghawatirkan Jepang, di semua 
front peperangan mereka mengalami kekalahan. Segala OBCall 

upaya Jepang mengambll hati rakyat Indonesia untuk meme­
nangkan perangnya. Tetapi kenyataan tidak dapat di~ 
dalam waktu yang singkat sudah bertekuk lutut ke(:acB se­
kutu. 

Seandainya saja Jepang tidak menghadapi perang,atau 
dalam perang Asia Timur Raya itu Jepang di pihak ya115 DB­

nang, tentu saja setelah kemenangannya itu, Ia talik meng­
atur sebaik-baiknya kehidupan rakyat, dan impian utaJa Je­
pang adalah tanah air Indonesia yang subur dan kaya ini. 
Untung saja mereka tidak dipihak kemenangan. Dalam k63d3.­
an yang demikian itu, maka Jepang tidak ada p:rlE.tian atas , 
persoalan tanah, yang penting bagl mereka t:araJBn produksi. 
untuk kepentingan perangnya. Oleh sebab itu status tetap 
tidak terganggu. 

Masa Kemerd.ekaan 

Pe~an Jepang membawa akibat yang amat buruk 
bagl kehidupan ekonomi rakyat. Setelah Jepang rrmyerah Y8l1S 
cl:isusul dengan perj.langan mempertahankan kemerdekaan,ke­
lihatannya rakyat belum dapat memik:irkan dan ~ 
ekonominya. Dari pihak pemer.i.ntah j.lga tidak dapat dfrarap 
kan bantuannya walaupun itu merupakan dorongan dan tasi­
litas. Daerah-daerah secara aktif melancarkan ~ I!HH1-

tang Belanda malah lebih parah keadaan ekonominya dari 
zaman pendudukan Jepang. Rakyat ditempat-tempat :ini me­
nyingkir ke hutan-hutan untuk menghindari patroli 132l.an:i3.. 
Kampung-kampung utamanya di daerah-daerah sekitar Kolal<a 
dan Kolaka utara dapat dikatakan rata dengan tanah akitat 
kekejaman patroli-pa~ NICA. Untuk memenuhi kebutuhan 
pangan, rakyat hamp:ir tidak sempat membuka perladangan -
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perJadangan. Untunglah daerah Kendari dan KoJaka banyak 
ditumbuhi pohon sagu. Daerah-daerah yang Jangsung di I<La­
sai NICA sej3.k awal., keadaan ekonomi rakyat ti<Eklah se­
parah di daerah-daerah perjuangan khususnya dalam kesem­
patan mencari makan dan membeli barang-barang kebutuhan 
pokok di pasar-pasar, utamanya , pakaian. 

Pacta j aman NIT ( 194 7-1950) ekonomi rakyat kel.llBtan 
agak lebih membaik dengan pulihnya ketenteraman ( walatp.ll 
dibawah kekuasaan ~nda) dan m~ adanya barang- ba­
rang kebutuhan pokok di pasaran. Keadaan berJangsung s:m­
pai pengakuan kedaulatan yang msusul dengan pembubaran 
a tau likuidasi.. NIT. 

Kemerdekaan seakan memberi dorongan dan O'BJ1.Jlili<an 
semangat rakyat dan mulailah tampak usaha-usaha dibid:lrg 
pemerintahan dan perekonomian. Hubungan dengan pengu~ 
an tanah, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menegaskan "bumi dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikl..as3i 
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya lllt:U<: karak­
muran ral,(yat". Negara mengatur penggunaan tanah melalui 
Undang-undang pokok Agraria "Negara bukan p:milik dalam 
Japangan hukum adat, tetapi sebagai badan penguasa da1am 
Japangan hukum publik" negara menentukan: 
- fungsi tanah 
- mengatur peruntukan, persediaan dan pemeliharaannya 
- mengatur ' dan menentukan hubungan hukum antara orang 

serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. 

Di kabupaten Kendari, adanya Undang-undang pokok ~ 
itu menguatkan hak-hak perorangan atas tanah. 
Raj3. hanyalah pemegang hak-hak persekutuan bukan pemi­
lik tanah. Raj3. mengatur dan .mengawasi.. pemakaian tarBh da­
Jam wil.ayahnya ma.Slng-masing. 

ASAL USUL PEMILIKAN TANAH 

Masa aebelwn penjUlhan 

Persekutuan hukum terkecil dalam masyarakat ToJaki 
adalah Onapo. Beberapa Onapo bergabung dalam suatu ke­
satuan yang ~but Tobu yang dalam perkembangan selan-
j .. :t.nya , dalam satu keraj3.an,di dalamnya terdapat beberapa ' 
Tobu. Dalam persekutuan hukum, apakah Onapo, Tobu atau 
kah keraj3.an, hak-hak perseorangan atas tanah senantiasa 
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diakui. Di rnasyarakat Tolaki clikenal pula hak ulayat. Antara 
hak perseorangan atas tanah dengan hak ulayat rnernpunyai 
hubungan yang erat. Makin banyak usaha yang dilakukan, 
seseorang atas sebidang tanah, rnakin kuat hubungan de~ 
tarnh itu dan rnakin kuat pula haknya atas tanah tersebut. 
Dalarn hal yang dernikia.n kekuatan hak ulayat tertEdap tarnh 
itu rnenjadi kurang. Dalarn persekutuan hukurn yang disebut 
Tobu, setiap anggota rnasyarakat rnernpunyai hak mtU<: nartu­
ka dan rnernili.ki tanah, baik untuk tern pat tinggal OBU{:U1 ~ 
tuk ternpat berladang. 

Pernbukaan dan pe~an tanah oleh anggota rnasyar~ 
kat Tobu terj3.di dengan send:ir.i.nya, artinya tidak ~lu m­
rus rnerninta izin kepada penguasa adat dalarn hal ini Puu 
Tobu. Kecuali bila seseorang dari luar, bukan anggota Tobu 
diharuskan rnerninta izin sebelurn rnernbuka tanah, taik lJltt.i< 
ternpat tinggal rnaupun untuk ternpat berladang. Pernili,kan 
tanah di rnasyarakt Tolaki dirnulai dengan a pa yang d a l a rn 
hukurn adat Tolaki disebut Hak Potiso. Hak potiso ini ad3.lah 
rnerupakan hak perseorangan anggota rnasyarakat rnengenai 
tanah. Potiso ini berupa sebuah patok terbuat cEri kayu yarg 
dipasang ditengah hutan atau di piJ:Wr tiutan yang berarti 
bahwa di ternpat itu ada rencana pernbukaan hutan atau ta­
nah untuk berladang. Potiso ini rnernpunyai kekuatan hukuin 
tidak seorang pun yang berani rnelanggar. Kalau ada yang 
rnelanggar diberi sanksi berdasarkan ketentuan hukurn adat. 
Patok Potiso ini oleh rnasyarakat Tolaki dianggap rnengan -
dung konsekwens:i. magis religius. 

Peletak Potiso adalah pernegang hak pertarna atas su­
atu tanah. Prof.DR. Soeporno rnenyirnpulkan bahwa " Barang­
s:iapa yang pertarna rnernasang tanda rnendapat hak utarna t.n­
tuk rnernbuka tanah huma (di Jawa) yang telah diberi tanda 
(Prof.DR.Soeporno, 1967: 140). 

Cara rnengolah tanah rnasyarakat adat Tolaki rnasih liar atau 
berpindah-pindah. Dengan dasar ini rnasyarakat adat Tolaki 
clikenal beberapa rnacarn hak perseorangan atas tanah, se­
perti: 
- Horna 
- Anahorna 
- Waworaha. 

Homa adalah rnerupakan sebidang tanah bekas di olah 
oleh seorang anggota rnasyarakat untuk ladang yang kernu-
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dian ditinggalkan. Bekas garapan ini wa;Iaupun sudah dit~-
~ bertahun-tahun si.pembuka pertama masih tetap mempu­
nyai hak atas tanah homa tersebut dan orang .lain tidak di 
perkenankan untuk mengoLah tanah tersebut kecuali dibe­
r.i. izin oleh si pemegang hak homa. 
Hak homa ini d:i.akui dan dilindungi ketentuan hukum tanah 
adat. Siapa pemegang hak homa, menurut hukum adat Tolaki 
d:i.alah pemilik tanah tersebut. 

Yang dimaksud dengan Anahoma. adalah bekas lura yarg 
sudah berulang kali diolah I oleh pemiliknya tetapi be 1 urn 
ditanami tanaman j:mgka pa~ng a tau tanaman keras s e­
hingga kalau ditinggalkan ditumbuhi kembali alang-alang. 
Anahoma ini lebih kuat kedudukan hukumnya karena telah 
berulang kali dibuka perladangan. Biasanya anahoma ini di­
pi.njimkan kepada orang .lain yang membutuhkan ~ per­
syaratan, si pemi.njim tidak boleh menanam tanaman j:mgka 
panj:l.ng. Anahoma ini tidak diperj.lal belikan tetapi dapat 
dipetukarkan dengan anahoma yang lain, apabila arnh::Ira ini 
ditinggalkan selama 9 tahun berturut-turut tanpa diolah <En 
dibiarkan saj3., maka si.pem:ilik anahoma ini dapat kehilangan 
haknya dan orang lain dapat membuka tanah tersebut ~ 
seizin dar.i. si pemegang anahoma karena tanah terse but~ 
j:l.di tanah Tobu dimana setiap anggota masyarakat Tobu t:er­
hak mengolahnya. 

Waw<raha adalah tanah yang sudah berkali-kali ditll<a 
untuk berladang dan kemud:i.an sudah ditanami t.arman ~ 
panj:l.ng. Waworaha ini diusahakan dan dipelihara terus liB'& 

rus secara turun temurun. Hak waworaha ini dapat d:i.alili<an 
dan diwar.iskan kepada pihak lain, kepada keturunannya dan 
dapat diperj.lal belikan, kadang-kadang j.lga dij:rli.kan mas 
kawin. Menurut ketentuan hukum tanah adat waworaha ini 
merupakan suatu hak milik yang mutlak dan tidak dapat hi­
lang karena melihat hubungan orang dengan tanahnya. 
Diatas tanah orang itu hidup dengan bebas, hasil tarnh <B­
pat member.i.kan hidup dan d:i.atas tanah itu pula orang di­
kuburkan dan lain sebagainya. 

Dalam hukum adat ToLaki dikenal pula hak taH1 w:ris. 
Tanah war.isan dapat bersumber dar.i. seseorang anggota ma­
syarakat ataupun dar.i. penguasa, dar.i. Mokole atau dar.i. Plu­
tobu. Menurut hukum war.isan adat Tolaki, ahli waris adalah 
semua anak yang sah tanpa membedakan hak anak laki-laki 
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dan anak perempuan. Hanya dalam pemberian war.isa.n d:i.sEsJ... 
aikan menurut kebutuhan dar.i. anak, m:isalnya anak .laki.-.laki. 
adalah tepat apabila diber.ikan kepadanya tanah waw<raha, 
atau hewan sedangkan anak perempuan tepat kalau dil::Eri. -
kan perhiasan dan alat-alat rumah tangga. 

Bahwa masyarakat dahul.u hidupnya tergantung pada 
alam, hid up berpindah-pindah. Dalam masyarakat To.laki., tarEh 
dan air dan se1uruh kekayaan yang ada ctiatasnya dikuasai 
oleh· Anakia, oleh Puu Tobu atau oleh raj:i (Mokole) yang 
berkuasa. Maka dalam hubungan dengan pemanfaatan tanah 
untuk kehidupan orang banyak, ada tiga sumber usaha: 
1. Tanah tempat melepas hewan 
2. Tanah tempat tumbuhnya pohon sagu 
3. Tanah tempat ikan air tawar. 

Sarna keadaannya dengan masyarakat Indonesia ~ 
(dahul.u) bahwa golongan yang berkuasa atau yang memer.i.n­
tah, mereka ini yang memiliki. kekayaan termasuk hew3n dan 
harta lainnya. Di masyarakat Tolaki, yang memiliki. tanah­
tanah luas dan kekayaan ctiatasnya adalah para anakia 
dan para Mokole. Pada mulanya hewan-hewan yang dimiliki 
oleh para anakia atau para Mokole cligembalakan tetapi 
karena makin lama hewan itu makin banyak sulit untuk 
cligembalakan, maka penguasa adat ini menunjuk suatu areal 
tanah untuk tempat melepa8kan hewannya (kerbau dan 
sapi).Tanah tempat melepas hewan ini dalam masyarakat 
Tolaki d:isebut walaka (tanah walaka). Yang dimaksud 
dengan tanah walaka adalah sebidang tanah (padang/hutan) 
yang d:igunakan untuk melepaskan hewan, batasnya tidak 
jelas, menurut keadaan padang atau hutan tersebut(Hus 
Sonaru, 1975,hal.46), dan pemiliknya adalah para anakia 
atau Mokole atau yang berkuasa. Didalam Walaka hewan 
hidup bebas mencar.i. makan sesukanya sampai menyeberang 
ke walaka orang lain. Untuk mengetahui binatang milik 
seseorang, binatang itu diberi tanda, m:isalnya telinganya 
dipotong. Seseorang , menemukan kerbau a tau sa pi di 
W~ya yang bUkan miliknya, b~nya dikembalikan 
kepada yang punya atau kalau dibunuh, dagingnya sebagian 
diber.ikan kepada pemiliknya. Hal seperti ini b~ terj3.di 
tetapi tidak sampai menj3.di persengketaan karena sudah 
ada ketentuannya dalam hukum adat. 
Tanah Walaka ini diwar.iskan kepada ahli warisnya, walaupun 
tidak kelihatan lagi. ctiatasnya. Walaka itu dimiliki secara 
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turun temurun dan terus menerus. 

Didalam tanah walaka, orang lain tidak diperkenankan 
mengambll atau melepaskan binatangnya karena tanah 
tersebut adalah milik walaka, dan ,jlga tidak diperjual 
belikan. 

Ada 1agi.. tanah yang climiliki perseorangan dengan hak 
Epe. Epe adalah tanah atau rawa ctipinggir kali yang 
ditamani pohon sagu sebagai makanan tambahan masyarakat 
Tolaki. Kalau Walaka yang menjadi obyek adalah hewan 
sedangkan pada epe, yang menjadi obyek adalah pohon 
sagu. Hak epe hanya climiliki oleh golongan anakia dan 
dapat diwar.iskan kepada turunannya. 

Selain tanah walaka dan tanah epe, masih ada lagi 
tanah yang menjadi milik anakia yaitu Arano. Rano adalah 
rawa-rawa tempat memelihara ikan tawar. Rano dapat 
terj:idi karena dibentuk/dibuat oleh anggota masyarakat 
ada ~a karena bentukan alam,mllxlinya sungai yang 
berliku-liku kemudian dibendung. Tanah rano ini ada yang 
menjadi milik perorangan ada ,jlga yang menjadi milik Tobu. 
Dapat diwar.iskan turun temurun kalau rano itu milik 
perorangan sedangkan milik Tobu atau milik persekutuan 
tidak dapat diwar.iskan. Hak rano ini jlga tunduk pada 
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. 

Dapat disimpulkan bahwa kalau tanah hutan, tanah 
tempat tumbuhnya sagu dan melepaskan ikan air tawar atau 
rawa adalah monopoli kaum bangsawan maka asal usul 
pemilikan tanah didaerah ini semuanya berasal darl. kaum 
bangsawan, rakyat biasa/toono dadio dan ata (budak) 
adalah penggembala, peramu sagu dan pemelihara ikan air 
tawar. Mereka dapat berusaha diatas tanah-tanah itu kalau 
mendapat izin dari kaum bangsawan atau menjadi pengolah 
tanah. 

Masa Belanda 

Sampai Belanda mulai mengatur pemer.intahan didaerah 
Laiwui (bekas Konawe) pada tahun 1916, ketentuan­
ketentuan menganai hukum tanah adat tetap berlaku. 
Selama masa pemer.intahan Belanda di masyarakat Tolaki. 
tidak ada masalah tanah karena tanah di daerah ini amat 
luas. Hanya Belanda menar.i.k paj:ik hasil bumi atau sima-
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sima menurut istilah hukum adat. Inipun dapat dimengerti 
karena sebelumnya Belanda masuk di daerah .ini, kebiasaan 
masyarakat, sesudah panen mereka menyerahkan sebagian 
dari hasil panen mereka kepada para penguasa adat atau 
anakia. Menurut keb:iasaan masyarakat, bahwa hasil pertama 
dari tanaman mereka apakah itu berupa padi atau tanaman 
lain, perlu diserahkan kepada anakia agar hasil tersebut 
mendapat berkat dari anakia atau Mokole. Anggota 
masyarakat d:ianggap berdosa apab:ila hasil yang pertama 
belum diserahkan kepada anaki.a sudah dimakan terlebili 
dahulu oleh anggota masyarakat itu send:i.ri atau d:ijual (Hus 
Sonaru, 1975: 48-49). Setelah Belanda masuk dikalangan 
masyarakat Tolaki., penyerahan hasil yang pertama ini 
~kan kepada Belanda bukan kepada anaki.a la~ 
sebagai paj3.k hasil bumi atau s:ima-s:ima. 

Bahwa tujuan utama Belanda di Indonesia mulanya 
adalah untuk kepentingan ekonomi yang lambat laun 
dikaitkan dengan ambisi politik negaranya. Politik ini 
berlaku sama ctiseluruh nusantara, daerah-daerah yang 
menjadi pusat perhatian mereka adalah daerah-daerah yang 
potensial dapat men~ kas negara Belanda dan juga 
strategis untuk menjllankan ambisi kekuasaannya. Rupanya 
Belanda tidak punya ambisi politik di daerah .ini, kecuali di 
kepulauan Buton sebagai pintu ke Maluku. Tanah di daratan 
Kendari sangat luas, sehingga tidak seluruhnya dapat 
dikuasai atau dimiliki oleh kaum bangsawan atau Mokole. 
Maka disini ada tanah-tanah yang · tidak dimiliki oleh 
masyarakat dan menjadi milik orang luar atau orang asing. 
Sesuai penggolongan masyarakat pada zaman Belanda yaitu 
golongan Bumi putera, golongan Eropa dan golongan Timur 
Asing; ke tiga golongan ini masing-masing tunduk pada 
hukum menurut golongannya. Bagi . bumi putera atau 
masyarakat Tolaki berlaku hukum tanah adat dan bagi 
Golongan Eropa dan Timur asing berlaku hukum barat. 
Tanah-tanah yang dimiliki orang asing, yang tunduk pada 
h.i<un t:Erat ll'HJllllYai j:mimn ke{:astian h.i<un sa::Er@<an ~ 
~ h.i<un a:Bt ~ nB1j3di milik nasyaral<at Tolaki ti<Ek 
ad3. j:mi.rBn ke{:astian h.i<umya l<arEm. tarnh-tarnh a:Bt ti<Ek 
tEn:Eftar ~ Kanter PEn:Bftaran Thrnh. fuk milik ~ atas 
tamh di rrasyaral<at Tolaki <EI:at cii.p:n:)lEh : 

1. Membuka hutan dengan persetujuan Kepala Adat (Puu 
Tobu atau Mokale) hutan yang dibuka itu lambat laun 
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akan menjadi miliknya. 
2. Hadiah raj3. atau Mokole. Ser.i.ng seorang karena 

kejujurannya atau kesetiaannya kepada Mokole dihadiahi 
tanah yang kemudian tanah itu menjadi miliknya 

3. Karena pembelian 
4. Karena war.i.san 
5. Pembe.r1an dari pemer.intah atas tanah domein. 
Untuk mengatur masalah pertanahan pemer.intah Belanda 
membuat dan mengeluarkan suatu peraturan yang disebut 
Agrar.iache Wet yang lepas dari hukum adat. Agrar.ische Wet 
ini antara lain berisi.: 
a. Untuk kepentingan perusahaan swasta pemer.intah 

memberikan tanah negera (pemer.intah) sebagai tanah 
urpact(hak usaha) dan mengisinkan rakyat untuk 
menyewakan tanahnya untuk orang lain. 

b. Memperhatikan kepentingan orang Indonesia (pribumi) 
dengan melindungi hak miliknya dan hak-hak lainnya 
dengan memberikan hak-hak baru dengan hak milik 
mutlak agraria bagi.. tanah miliknya dan membuat 
peraturan-peraturan dalam hal penyewaan tanah kepada 
orang asi.ng.(Drs.Ar.inton Pudj3., 1984/1985,hal. 17). 

Masa Jepang 

Sebagaimana diuraikan diatas, baha Jepang pada masa 
pendudukannya di Indonesia tidak ada perhatiannya pada 
soal tanah, yang penting bagi. mereka adalah pengerahan 
tenaga rakyat untuk membantu memenangkan perangnya. 
Dibidang pertahanan, Jepang menyuruh rakyat untuk 
membuka tanah-tanah perkebunan untuk menanam tanaman 
produksi untuk kepent.ingan perangnya. Status tanah masih 
seperti masa-masa sebelumnya. 

Masa Kemerdekaan 

Bangsa Indonesia memproklamerkan kemerdekaannya 
lepas dar.i penj3.j3.han pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk 
mengatur tata kehidupan Bangsa dan Negara, pada tanggal 
18 Agustus 1945 d:isyahkan UUD 1945, dan masalah tanah 
tentang penguasaan, pem:ilikan dan penggunaannya diatur 
dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut. Dalam pasal 33 ayat (3) 
ditetapkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 
D~ terdapat hubungan timbal batik antara: 
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1. Negara dengan tanah 
2. Individu atau perseorangan dengan tanah. 
Pengertian dikuasai berarti mengatur dan atau 
menyelenggarakan terutama untuk mempe~ dan 
memperbaiki produksi. Kekuasaan mengatur, memberi batas 
dan arah serta mengadakan peraturan pembagian tanah 
hutan dan cara pemaka:i.annya itu diserahkan kepada 
Negara. Sebagai hasil keinginan bangsa Indonesia untuk 
menentukan fungsi tanah/bumi dan air, penguasaan, 
penggunaan dan pemellharaannya, pada tanggal 24 
September 1960 di keluarkan Undang-Undang Pokok A~ 
(UU No.5 tahun 1960). Lembaran Negara tahun 1960 No.104 
(Hus sonaru, 1975: 50).Dan dengan demiki.an, Hukum Agrar.ia 
dimasa penj:lj:l.han Beland~ tidak berlaku lagi... 

Pada masa yang .· lalu, dimasa penj:lj:ihan Belanda, 
berlaku dualisme dalam Hukum A~; pada satu pihak 
berlaku hukum tanah adat, dilain pihak berlaku peraturan­
peraturan yang bersumber pada hukum barat. Dengan 
berlakunya Undang-Undang Pokok Agrar.ia tersebut maka 
status hukum tanah adat di Kendari berubah secara 
berangsur-angsur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 
ditelusuri satu persatu perubahan-perubahan yang dimaksud: 

1. Waworaha 
Pada Tobu, setiap anggota masyarakat berhak 

membuka tanah dan dengan sendirinya tanah yang dibuka 
menjs.di miliknya. Orang luar boleh membuka tanah dalam 
suatu Tobu atas Ddn Puu Tobu dengan hak pakai. 
Keadaannya berubah setelah berlaku UUPA tersebut. 
Anggota masyarakat tidak dapat sesukanya lagi 
menggunakan tanah. Kalau ingin memiliki tanah harus 
memenuhi persyaratan. Semua tanah yang dikategorikan 
Waworaha diakui sebagai hak milik dan setelah memenuhi 
syarat yang ada pemegang waworaha diberikan bukti hak 
milik atas tanah. 

2. Anahoma 

Ketentuan dulu, tanah Anahoma ini adalah milik 
pembuka tanah pertama, dapat clipinj3.mkan kepada orang 
lain tetapi tidak boleh ditanami tanaman jmgka panjsng, 
tidak cliperj.lal belikan tetapi dapat clipertukarkan dengan 
tanah anahoma yang lain. Apabila pada suatu saat karena 
sudah terlalu lama meninggalkannya, tanah anahoma itu 
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menj:idi milik Tobu. Setelah kemerdekaan, dan setelah 
adanya Undang-Undang Pokok Agrar.i.a, masyarakat sudah 
tidak bebas lagi memiliki tanah anahoma kecuali diolah 
secara aktif terus menerus. Tanah anahoma ini dianggap 
atau dipersamakan dengan tanah Negara yang diakui 
langsung. 

3- Homa 

menurut ketentuan yang dulu, sebelum dan selama 
penj:lj:ihan, tanah Homa walaupun ditinggalkan pengolah 
pertama bertahun-tahun tetap milik pengolah pertama dan 
orang lain tidak diperkenankan mengolah di atas tanah 
tersebut kecuali seizin pengolah atau pemilik pertama. 
Sekarang statusnya berubah, sama dengan tanah anahoma, 
dapat diberikan status hak milik apabila tanah itu diolah 
terus menerus. 

4. Potiso 

Pemegang hak Po~ juga berubah setelah 
kemerdekaan, sama statusnya dengan tanah-tanah homa, 
anahoma, siapapun pemegang haknya kalau tanahnya tidak 
diolah, tanah itu dikuasai langsung oleh Negara. 

5. Hak Wayat 

Secara trad.:isi.onal, masih ada tanah-tanah milik 
persekutuan. Ada saj3. suatu hutan atau suatu rawa 
dipertahankan oleh suatu kampung dan orang luar dilarang 
datang mengolah hutan atau mengambil ikan di suatu rawa 
dengan alasan hutan atau rawa itu milik orang kampung 
tersebut. Dengan kuatnya hak-hak perorangan atas tanah 
yang didukung dengan surat-surat bukti pemilikan, maka 
hak ulayat sudah lemah sekali kedudukannya. Tidak ada 
tanah yang diberikan surat hak milik oleh Pemer.i.ntah 
secara kelompok. 

5. Hak atas tanah Warisan. 

YAng dimaksud disi.ni adalah tanah Walaka, Rano dan 
Epe. Dahulu tanah Walaka ini sangat dihormati oleh 
masyarakat dan menurut anggapan pemiliknya, haknya atas 
tanah Walaka itu tidak akan berakhir sebab tidak mungkin 
hewan-hewan akan hab.is kecuali dimusnahkan. Setelah 
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Undang-Undang Pokok Agraria berlaku, tanah Walaka itu 
menj3.di milik Negara. Kalaupun pemiliknya mengatakan 
bahwa masih berkuasa atas tanah bekas Walaka, dia akan 
dapat diberikan hak milik oleh negara berdasarkan pasal 16 
UUPA karena tanah bekas Walaka itu tidak mempunyai 
batas-batas yang jelas (Hus Sonaru, 1975, hal.56). Lain 
halnya dengan hak atas tanah Rano. Karena Rano ini masih 
diolah terua , maka pengolahnya masih dibenarkan 
mengambil hasilnya dan secara perorangan, pengolahnya 
dapat diberikan status hak milik setelah memenuhi syarat 
sesuai · ketentuan UUPA, tetapi Rano sebagai milik 
persekutuan atau kepunyaan Desa tidak dapat dirubah 
statusnya, tetap milik Negara. 

Undang-Undang Pokok Agraria tidak membedakan hak 
m:ilik perorangan atas tanah oleh kaum bangsawan seperti 
halnya tanah Epe, yai4u tanah-tanah milik kaum bangsawan 
Tolaki yang ditumbuhi pohon-pohon sagu. Statusnya sama 
dengan tanah vJalaka dan Rano, boleh dimiliki perorangan 
dengan status hak milik setelah memenuhi syarat, tetapi 
tidak dapat menj3.di milik persekutuan. 

ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH 

Masa sebelwn Penj:Jj:lhan 

Dari asal usul penguasaan tanah seperti yang telah 
diuraikan diatas, dapatlah ditegaskan bahwa masyarakat 
Tolaki sejak awal telah memanfaatkan tanah sebagai tempat 
berladang, bertemak dan memelihara ikan. 

Dalam usahanya untuk menaklukkan alam, masyarakat 
Tolaki pada mulanya mengembangkan sistem pertanian 
perladangan. Secara perorangan atau .dalam kelompok kecil 
mereka membuka hutan dengan jlian menebang pohon-pohon 
dan membersihkan semak belukar. Sisa-sisa tebangan dan 
semak belukar dibiarkan beberapa minggu, setelah menjadi 
kering lalu dibakar. Abu dan sisa-sisa pembakaran 
diserakkan sampai rata kemudian ditanarni. Setelah dua 
atau tiga kah panen, tanah itu ditinggalkan dan mencari 
tanah subur yang lain dengan cara yang sama, membuka 
hutan dengan cara menebang pohon-pohon lalu 
membakarnya. Begitulah terjadinya tanah-tanah Homa, 
Anahoma dan Waworaha. 
Proses perladangan yang derrdkian itu berlangsung 
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berul.ang-ulang. Kadang-kadang j3.rak Homa ataupun 
Anahoma yang pertama dengan Homa dan Anahoma baru 
sampai kira-kira 10 km. Hal ini dapat dimengerti, karena 
tanah pada waktu itu masih luas. Pada suatu saat, mereka 
kembali kepada Homa atau Anahoma pertama yang sudah 
menghutan karena sudah lama ditinggalkan; mengolahnya 
sama dengan cara pertama. Kadang-kadang kembalinya ke 
Homa atau Anahoma yang kedua atau ketiga kalinya, 
tanah-tanah Homa atau Anahoma itu sudah mulai ditanami 
dengan tanaman jmgka panjmg sehingga menj:lclilah 
Waworaha. Waworaha ini sudah d.ipelihara terus menerus dan 
in:ilah yang diwarisk:an kepada turunannya. Sebagaimana 
diuraikan diatas, bahwa baik Homa, Anahoma ataupun 
Waworaha, pengolah pertama tanah-tanah tersebut diakui 
dan dihormati oleh masyarakat sebagai pemili.knya, dan 
tidak ada satupun anggota masyarakat lain yang berani 
mengolah tanah tersebut, apalagi orang luar. 

Cara bertemak clilakukan oleh para Anakia atau 
golongan bangsawan pada tanah-tanah luas yang tidak 
diolah perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat lain, 
para Anakia melepas hewan-hewan piaraan mereka dan 
menyuruh golongan lain menggembalakan hewan-hewannya 
itu. Karena hewan-hewan itu berkembang biak, pada suatu 
saat tak dapat digembalakan lagi, hewannya dibiarkan saj3. 
sehingga menj:ldi liar tak terurus lagi. Sampai kurun waktu 
yang lama, hewan-hewan itu masih hidup liar di hutan­
hutan, sampai saat inipun masih sering muncul dari hutan­
hutan bekas penggembalaannya dahulu. Tanah-tanah bekas 
penggembalaan hewan-hewan itu dikenal dalam masyarakat 
Tolaki,tanah Walaka. Tanah semacamnya yang menj3.di mili.k 
perseorangan adalah Tanah Epe, tetapi obyeknya laJn, 
bukan hewan tetapi pohon-pohon sagu sebagaJ salah satu 
makanan pokok orang Tolaki. 

Masyarakat Tolaki juga menggunakan tanah-tanah 
rawa sebagai tampat memelihara ika air tawar. Mul.anya 
rawa-rawa alam yang digunakan kemudian dibudidayakan, 
dibentuk sedemikian rupa sehingga menj3.di tempat 
pemeliharaan ikan air tawar yang dapat menambah 
penghasilan mereka selain meramu sagu dan hasil hutan. 
Sampai dengan berkuasanya Belando di Daerah ini, sistem 
pemanfaatan tanah pada umumnya tetap trad.isional dengan 
perladangan berpindah-pindah. 
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Masa Belanda 

Kita ketahui bahwa masa berkuasanya Belanda di 
Indonesia sej:ik j:iman VOC, pada waktu itu Belanda 
mengutamakan perdagangan (monopoli) rempah-rempah untuk 
konsumsi Eropa dan makanan pokok (beras) untuk konsumsi 
daerah. Pada masa H:iildia Belanda diperluas dengan barang­
barang yang menj:idi kebutuhan baik untuk konsumsi Eropa 

maupun untuk konsumsi antar daerah. 

Pengaruh ramainya perdagangan tidak terlalu 
dirasakan oleh penduduk daerah pedalaman utamanya di 
daratan Sulawesi Tenggara. Kehidupan rakyat berlangsung 
secara tradisional yang langsung tanpa terganggu oleh 
kesibukan-kesibukan di luar. Orang Tolaki tetap berladang 
liar sambil mengolah kain kulit kayu atau Kinawo. Bagi 
mereka kehadiran pemer.intah Hindia Belanda mungkin hanya 
dikenal melalui mata uang dan beritanya saj:i. Orang Tolaki 
rupanya lebih tertarik akan pemili.kan guci-guci dan 
barang-barang porseling lainnya daripada kain_:kain dari 
benang sebagai pengganti Kinawo, kecuali bagi kaum 
elitenya. Namun demikian orang Tolaki telah mengenal pula 
cara menenun kain dari benang kapas yang ditanam sen<liri. 
Pemerintah Hindia Belanda membentuk golongan elite baru 
dalam masyarakat yang menembusi garis-garis pern:i.sclh 
golongan sebelumnya. Kaum elite tidak lagi memonopoli 
kaum bangsawan tetapi para pej:ibat dan pegawai 
pemerintah. Rakyat asal bangsawan dan bukan bangsawan 
mempunyai tugas dan hak-hak yang sama terhadap negeri 
dan pemerintah. Predikat bangsawan secara bertahap 
kehilangan makna dan fungsinya seperti yang terj:idi pacta 
masa sebelumnya. 
Struktur tradisional hanya punya arti dalam tindakan­
tindakan rakyat dan masyarakat yang. menyangkut masalah 
adat tradisional umpamanya dalam hubungan perkawinan. 

Sampai pada penghuj . .mg abad ke- 19, Belanda belum 
menguasai Sulawesi Tenggara secara de facto. Di pedalaman 
daratan Sulawesi Tenggara khususnya di Konawe (Kabupaten 
Kendari sekaranang), upaya manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari masih berlangsung secara 
tradisional, dengan perladangan berpindah-pindah pada 
tanah-tanah Homa, Anahoma dan Walaka. Dan secara 
keseluruhan, sampai dengan meletusnya Perang Dunia II, 
pemenuhan kebutuhan hidup tidak ada perubahan yang 
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prinsipil dari masa abad ke-1 9.' Pada sement ara masyarakat 
Tolaki bersawah t elah mulai dipraktekkan dan dikembangkan 
di sekitat~ Lambuya dan Wawotobi. Awal abad ke-20 bagi 
orang Tolaki dan masyarakat pedalaman lai nnya adalah 
merupakan abad penyesuaian dlli. dengan kebidupan 
masyarakat yang memerlukan usaha ter'Sendiri dalarn 
pemenuhannya pemenuhannya. Perputaran uang menjt'ldikan 
masyarakat pedalaman hamp:ir sampai ke tingkat frustmsi 
karena tal< punya. Kebutuhannya yang diperol eh secara 
tradisional dengan bertani, bertemak lalu menukar, 
sekarang harus dibarengi dengan mencari uang lalu 
membeli. Kulit yang diolah harus diganti dengan kain yang 
dibeli atau ditenun sendiri. Kebutuhan lainnya yang dulu 
dapat diperoleh dengan tukaran has.il-hasil hutan, sekarang 
harus dibeli dengan uang. Kerbau setiap saat dapat dipakai 
sebagai alat penukar, tetapi uang tidak setiap saat 
didapatkan dan tidak setiap saat kerbau dapat d.jjlal 
karena pembelinya harus menunggu orang dari luar. Dalam 
keadaan yang demikian, bagi masyarakat pedalaman, tidak 
ada cara lain, harus menyesuaikan d:i.ri, sistem perladangan 
liar harus dirubah dengan sistem persawahan. Dibuatlah 
ir.i.gasi dengan cara membendung kali-kali kecil. Pada suatu 
saat, Kendari dan Moramo di daerah Laiwui (Konawe) 
menj3.di pelabuhan tempat mengeluarkan beras gabah 
utamanya untuk konsumsi daerah-daerah kepulauan. 

Masa Jepang 

Seperti telah diuraikan ctiatas, bahwa pada masa 
pendudukan Jepang, faktor keturunan tidak lagi. menj3.di 
alat ampuh dalam memperoleh kesempatan. Pada masa 
pendudukan Jepang, kewajiban rakyat sama tanpa kecuali. 
Kaum elite warisan Hinctia Belanda, yaitu para pegawai 
Jepang atau mereka yang nyata menunj.lkkan loyalitas pada 
Jepang. Mobilitas vertikal dari kaum bawahan dapat saj:l 
terj:ldi setiap saat atas fasilititas kepentingan 
Jepang. Tanah-tanah yang memungkinkan untuk penanaman 
tanaman produksi guna kepentingan perang Jepang 
digalakkan pemanfaatannya dengan tenaga paksaan dari 
rakyat. Hal-hal lain mengenai pertanahan tidak ada 
perubahan dari masa-masa sebelumnya. 
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Masa Kemerdekaan 

Segera setelah proklamasi. kemerdekaan tanggal 17 
Agustus 1945, Panitia Persi.apan Kemerdekaan Indonesia 
rnensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang be~ bahwa 
semua ketentuan serta peraturan dalam penyelenggaraan 
negara yang baru merdeka ini harus berdasarkan Undang­
Undang Dasar 1945 itu. · Sehubungan dengan pertanahan, 
d:iatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: 

1. Perekonomian d.isusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas azas kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi. yang penting bagi negara dan 
yang menguasai haj3.t hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara. 

3. Bumi dan air dan kekayaan i alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kemud:ian dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 
yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 2 yang 
berbunyi: 
1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 ,Bumi, 
air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya yaitu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh negara, sebagai organisasi. kekuasaan 
seluruh rakyat. 

2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal 
ini memberi.kan wewenang untuk: 
a. , mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan,persed:iaan dan pemeliharaan bumi, air 
dan ruang angkasa tersebut. 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antar orang-orang dengan bj.lmi, air dan ruang 
angkasa. 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari 
negara tersebut pacta ayat 2 ini ~nakan untuk 
mencapai kemakmuran dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, 
berdaulat, adil dan makmur. 

4. Hak menguasai dari negara tersebut diatas 
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pelaksanaannya1dapat dikuasakan kepada daerah-daerah 
swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat 
sekedar d.iperlukan dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan 
pemerintah. (Hus Sonaru, 1975: 54). 

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang · tersebut 
diatas,maka hak-hak perseorangan atas tanah menurut 
hukum tanah adat yang tidak sesuai lagi. dan 
penggunaannya merugi.kan kepentingan umum, seperti halnya 
homa, anahoma dan potiso tidak d:iakui oleh negara sebagai 
hak milik yang berarti statusnya berubah menjad.i tanah­
tanah negara. Berdasarkan UU Pokok Agrar.ia 'itu pemerintah 
daerah telah mengambil langkah-langkah pelarangan 
pertanian liar pada tanah-tanah horna, anahoma dan lain 
semacamnya dengan pengertian bahwa pemerintah tetap 
mengakui bekas-bekas tanah adat d.imaksud dengan 
pengolahan yang teratur dan terus menerus dan dengan 
j:uninan hukum dari pihak kantor Agrar.ia. Pasal 17 UU 
Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) Lembaran Negara 
Tahun 1960 No.104 Jo.Undang-Undang No.56 Prp.Tahun 1960 
Lembaran Negara tahun 1960 No. 174 yang mengatur tentang 
Landreform Indonesia d.imana mengatur tiga hal antara lain 
"penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah 
pertanian, penetapan luas lJlll11ITIUm pemilikan tanah 
pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan­
perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah­
tanah itu menjad.i bagi.an-bagi.an yang terlampau kecil, 
serta soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah 
pertanian yang digadaikan"(Hus Sonaru 1975: 55). 
Pada kenyataannya, sangat sulit bagi. anggota masyarakat 
untuk sekaligus mentaati maksud undang-undang tersebut; 
walaupun UUP A itu mulai berlaku d:iseluruh Indonesia 
tanggal 24 September 1960, d.i Sulawesi. Tenggara khususnya 
d.i kabupaten Kendari, baru mulai penerapannya pada tahun 
1964. Tetapi jelas bahwa sej:ik tahun 1960 itu Hukum tanah 

, adat mengalami \Perkembangan secara berangsur-angsur. 
Anggota masyarakat mulai menyadari bahwa tanah yang 
dllmlildnya menurut hukum adat bukan merupakan hak 
mut.lak dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan harus 
tunduk pada ketentuan yang berlaku. Masyarakat sekarang 
dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak hanya 
hidup dalam suatu kelompok kecil, melainkan hidup 
d.itengah-tengah lingkungan yang besar atau yang luas 
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yaitu negara, mereka terh:isap didalamnya sebagai warga 
negara, be~ juga harus tunduk dan taat kepada hukum 
yang berlaku. 

Kenyataannya sekarang, penggunaan tanah untuk 
berbagai kebutuhan di daerah ini, khususnya di kabupaten 
Kendari, masih belum sepenuhnya didasarkan pada suatu 
peta tata guna tanah (Land Use). Tetapi yang jelas, tanah­
tanah yang tadinya dipergunakan sebagai lahan pertanian, 
secara bertahap dipakai untuk keperluan: 
1. Tempat pemukiman baru (Resetlemen Desa) 
2. Lokasi. Transmigrasi 
3. Lokasi. Pembangunan 
4. Mendirikan rumah. 
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BAB IV 

POLA PENGUASAAN TANAH 
; -! PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 
I PENGUASAAN TANAH 

I Pranata Politik 
I I Dalam masyarakat trad:isi.onal suku Tolaki pada masa 
1 lalu, terdapat pranata-pranata politik yang berkuasa atas 
I tanah. Pranata-pranata politik tersebut adalah Pimpinan 
I suatu kesatuan hidup setempat (okambo= Kampung) atau 

suatu kesatuan wilayah ( tobu). Mereka yang memimpin 
masyarakat, sekaligus menguasai suatu wilayah tertentu, 
dengan batas-batas tertentu pula. Komunitas kecil dipimpin 

, oleh seorang toono motuo (orang tua, yang dituakan). 
Toono Motuo adalah pimpinan komunitas atau yang 
memegang tampuk pemer.i.ntahan. Ia adalah penghulu dan 
mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu, bila terjadi 
perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Sebagai syarat 
umum untuk menj:l.di pemimpin dalam masyarakat Tolaki 
adalah sehat jasmani dan rohani, berwiba wa dan bij:lksana 
serta memiliki keberanian. Untuk itu seorang pemimpin 
harus memiliki s:i.fat-s:i.fat . actil, j..1jur dan lebih 
mementingkan kepentingan umum. Bila s:i.fat-s:i.fat tersebut 
dimiliki maka seorang pemimpin akan mendapat dukungan 
penuh dari rakyatnya (masyarakatnya). 
Seorang Toono Motuo mempunyai kedudukan yang sangat 
penting. Ia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban 
dalam suatu komunitas. Disamping itu ia harus mengawasi 
setiap segi. pergaulan hidup dalam masyarakat agar norma­
norma adat ditaati. Dehgan kata 1¢n bahwa lapangan 
kepemimpinan seorang Toono Motuo adalah seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. 
Menurut Soepomo, aktifitas kepala rakyat dapat dibagi 
dalam 3 pasal: 
- tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung 

dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan 
persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah 
itu. 

- penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah 
adanya pelanggaran hukum (Prefentieve rechtszorg) 
supaya hukum dapat berjalan semestinya. 
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menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukurn, 
setelah hukum itu d.ilanggar (repres'3ieve 
rechtszorg) (Soepomo, 1967: 58). 

Apa yang dikemukakan Soepomo tersebut, berlaku juga 
dalam kehidupan masyarakat Tolaki. Dalarn hubungannya 
dengan penguasaan tanah, pirnpinan masyarakat mempunyai 
peranan yang penting. Ia bertanggung j3.wab sepenuhnya 
terhadap tanah-tanah yang dikuasai dalam w:ilayahnya, agar 
dapat dirnanfaatkan oleh warga masyarakatnya secara 
berhasil guna untuk kesej3.hteraan mereka. Karena itu 
seorang pirrpimn 1 dalarn masyarakat Tolaki berwenang untuk 
memberi.kan tanah kepada setiap penduduk, yang akan 
dirnanfaatkan sebagai tempat mendirikan rumah, ternpat 
berladang, tempat mengambil hasil hutan, tempat 
menggembalajterhak dan sebagainya. 
D:isamping itu pirnpinan masyarakat berwenang juga untuk 
memberi.kan izin bagi. orang luar untuk mengolah tanah 
dalam w:ilayah yang dikuasainya, dengan ketentuan bahwa 
yang bersangkutan akan tnentaati segala ketentuan adat 
yang berlaku dalam hal penggunaan tanah. Dalarn 
penyelenggaran hukum sebagai usaha untuk mencegah 
adanya pelanggaran hukum, peranan kepala kampung lebih 
penting lagi.. Ia harus mengatur dan mengawasi sedernikian 
rupa agar pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh para 
warganya, sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku, 
sehingga tidak terjadi persengketaan atas tanah. Karena 
pada masa lalu tanah didaerah ini begi.tu luas dan 
penduduk masih relatif kurang, maka perselisi.han mengenai 
tanah, j3.rang sekali terj3.di (informan 5). Yang ser.ing 
menirnbulkan sengketa adalah batas-batas tanah epe(rawa­
rawa yang ditumbuhi pohon sagu) dan hewan/temak yang 
memasuki walaka(tanah tempat penggembalaan temak orang 
lain). BiJa tirnbul perselisi.han semacam ini, maka kepala 
kampung berlQ.ndak sebagai hakirn, meme~ dan mengadili 
mereka yang berperkara, sehingga persengketaan tersebut 
dapat diselesaikan. 

Pada masa sekarang ini pembagian administratif 
pemer.intahan diatur menurut Undang-undang, sehingga 
dikenal istilah desa sebagai suatu kesatuan hidup seternpat 
dalam suatu wilayah kecarnatan. Sesuai dengan Undang­
Undang Nomor 5 tahun 1979, maka yang menj3.di 
pemer.intah desa adalah Kepala Desa dan lernbaga 
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Musyawarah Desa. Hak, , ,,~ewenangl dan kewaji.ban Kepala 
desa diatur dalam pas:J. 10 UU No.,5 Tahun 1979 yang 
menentukan :"Kepala Desa menj:Uankan hak, wewenang dan 
kewaji..ban kewaji..ban pimpinan pemerintahan desa yaitu 
menyelenggarakan rumah tangganya send:iri dan merupakan 
penyelenggara dan penanggung j3.wab utama di bidang 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam 
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan 
pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan 
ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan ji..wa 
gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan 
pemerintahan Desa". 

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Kepala desa 
j.lga bertanggung j3.wab dan mempunyai wewenang untuk 
mengatur penggunaan tanah dalam wilayah kekuasaannya, 
sehingga dapat dimanfaatkan secara berhasil guna. Ia 
mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan tanah 
kepada para warganya yarig dimanfaatkan sebagai tempat 
tinggal, d:ij3.dikan sawah/kebun, tempat berternak dan 
kepentingan-kepentingan lainnya. Disamping itu kepala desa 

'j..lga bertanggung j3.wab dan campur tangan dalam 
perj3.nji..an-perj3.nji..an jlal beli tanah, sewa menyewa tancih 
dan pewarisan tanah. Bila timbul perselisihan di antara 
penduduk yang menyangkut masalah tanah, maka kepala 
desa waji..b untuk menyelesaikannya. 

Terhadap pola penguasaan tanah dewasa ~ baik oleh 
pemerintah daerah(propinsi dan kabupaten), maupun 
pemerintah kecamatan dan desa, didasarkan pacta ketentuan 
UUD 1945. Hal ini diatur dalam pasal 33 ayat 3 yang 
berbunyi sebagai berikut: "Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat". 
lsi pasal ini menetapkan hubungan bangsa, negara 
Indonesia dengan bumi, air serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dan ruang angkasa Indonesia 
sebagai suatu hak ulayat yang diangkat pacta tingkat 
paling atas, yaitu pacta tingkatan yang meliputi seluruh 
negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang­
Undang Dasar 1945 tersebut, dapat d:isi.mpulkan bahwa 
tanah (bumi), air dan segala is:inya (kekayaan alam) 
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d.i.kuasai oleh negara. A tas dasar pasal terse but negara 
mengatur kegunaan tanah tersebut melalui suatu 
perundang-undangan tanah yaitu Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA). Didalam penjel.asan umum UUPA ada 
disebutkan: "Undang-undang Pokok Agrar.ia berpangkal pada 
pencl:ir.ian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan 
dalam pasal 33 ayat 3 UUD tidak perlu dan tidak pula pada 
tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun negara 
bert:indak sebagai pemllik tanah. Adalah lebih tepat ji.ka 
negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat 
(bangsa) bertindak selaku badan penguasa". 
Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesill 
itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaannya; 
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai 

atas bumi, air dan ruang angkasa itu; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Berdasarkan ketentuan UUPA bahwa tanah dikuasai oleh 
negara, pola penguasaan tanah d.i.kalangan suku Tolaki, juga 
berlaku demikian. 
Pemerintah menguasai tanah dan mengatur penggunaannya 
untuk kesej3.hteraan rakyat. Karena itu ada tanah-tanah 
yang semula dikuasai oleh penduduk asli kini diatur 
penggunaannya oleh pemerintah daerah menj3.di lokasi­
lokasi penempatan trans~ lokasi pengairan, 
pencetakan sawah baru dan kepentingan-kepentingan 
pembagunan lainnya. 

Pranata Religi 

Lembaga-lembaga keagamaan juga menguasai tanah­
tanah tertentu yang dimanfaatkan untuk kegiatan agama 
dan sosial. Tanah-tanah yang dikuasai tersebut diperoleh 
karena pemberian atau wakaf. Perwakafan tanah milik 
adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 
1977, yang mengatur perwakafan tanah khususnya 
dikalangan ummat Islam. Tanah wakaf tersebut pada 
umumnya dipergunakan sebagai tempat mendllikan madrasah, 
mesji.d, mushollah maupun pekuburan. D.isamping itu ada jJga 
tanah yang dikuasai dan dimilik1 oleh karena pembelian. 
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Tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah 
desa/kecamatan, pengelolaan'~· rseJ..anjutnya menj3di tanggung 
j3.wab ummat yang bersangkutan. Dengan dern:ikian dalam 
suatu kampung/desa, sekelompok ummat menguasai sebidang 
tanah tertentu. Tetapi juga terj3.di bahwa sebuah badan 
Hukum keagamaan (Islam) menguasai dan merniliki tanah 
tertentu. Hal 1IU adalah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No.38 Tahun 1963. Dalam penjelasan Peraturan 

.· Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pernilikan tanah oleh 
badan-badan inipun terbatas pada tanah-tanah yang 
dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung 
berhubungan dengan usaha keagamaan dan so~ 

Dalam kenyataan memang suatu yayasan sebagai badan 
hukum mernillki dan sekaligus menguasai tanah yang 
dipergunakan untuk berbagai keperluan, rnisalnya kegiatan 
dalam bidang pendidikan atau usaha-usaha laiimya. Hal ini 
berlaku juga dikalangan ummat Kristen. Ada tanah-tanah 
yp.ng dikuasai dan dirniliki oleh Gerej3. di tingkat sinode, 
ada yang ciiku3s3i olEh ~ Yayasan Kristen dan ada tanah­
tanah yang dikuasai oleh suatu jemaah di suatu rn- ' 
rah/desa : tertentu. Tanah-tanah yang dikuasai ini pada 
umumnya digunakan untuk tempat mend:ir.ikan rumah ibadah 
(gerej3.), rumah para pej3.bat gerej3., panti asuhan, loka.si 
pendidikan, tanah pertanian dan sebagainya. 

Pranata Ekonomi 

Dipandang dari sudut ekonorni, tanah mempunyai arti 
yang sangat penting. Tanah dengan segala ha.sil yang 
terkandung \ didalamnya merupakan pendukung kehidupan 
manusia. Bahkan sampai seseorang meninggal dunia, ia 
dikuburkan diatas tanah. Karena itu tanah mempunyai arti 
ekonomis. Se~dang tanah dengari tingkat kesuburan 
tertentu, dengan ha.sil-hasil yang terkandung didalamnya, 
dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Seperti telah dikemukakan bahwa suatu persekutuan 
hukum (kampung atau desa) dikalangan suku Tolaki, 
biasanya menguasai suatu wllayah tertentu dengan batas­
batas tertentu pula. Wllayah yang dikuasai ini merupakan 
modal yang sangat penting bagi penghidupan anggota­
anggota masyarakat secara keseluruhan. Karena itu anggota 
anggota masyarakat, dalam batas-batas tertentu dan 
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berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 
Tolald, dapat menguasai tanah yang akan menunjmg 
kehidupan mereka. Hak untuk menguasai sebidang 1 tanah 
biasanya mengalami suatu proses. Mula-mula satu keluarga 
memperoleh sebidang tanah sebagai tempat tinggal dengan 
tanah sepekarangan secukupnya. Tetapi disamping itu 

, mereka meguasai areal-areal tanah lainnya sebagai tarp3.t 
berladang. Penguasaan sebidang tanah dimulai dengan 
pembukaan tanah-tanah pertanian. Seseorang yang 
terdahulu membuka areal hutan belukar untuk ctij3.dikan 
ladang, dapat . menguasai tanah terse but untuk seterusnya. 
Bila tanah tersebut diolah secara terus menerus dan 
ditanami dengan tanaman jmgka panjang, maka tanah ini 
dapat menjadi hak milik yang disebut waworaha. Karena 
suku Tolaki mempunyai kebiasaan bertani secara berpindah­
pindah, maka pacta umumnya areal hutan yang telah 
d:ijadikan ladang selama tahun panen, kemudian 
ditinggalkan dan pacta tahun ber.ikutnya mereka mencari 
areal baru lagi untuk d:ijadikan ladang. Denllkian seterusnya 
sehingga mungkin saja terjadi suatu keluarga batih (rapu= 
rumah tangga)menguasai beberapa areal tanah yang dapat 
<lij=idikan ladang secara berganti-ganti dari tahun ketahun, 
dengan mempert.irnbangkan tingkat kesuburan tanah yang 
telah ditinggalkan. 

Pembukaan ladang dilakukan secara berkelompok. 
Mereka yang membuka ladang secara berkelompok ini, 
biasanya masih mempunyai hubungan darah satu dengan 
yang lain(seketurunan), tetapi mungkin juga rnereka ter.ikat 
karena faktor kesatuan hidup setempat (teritorial). 
Pembukaan ladang secara berkelompok dilakukan dengan 
pert.irnbangan, demi keamanan lahir bathin tetapi juga untuk 
dapat menanggulangi serangan hama(babi, kera, tikus dan 
sebagainya) secara bersama-sama. DerTgan cara lffi 

dirasakan lebih praktis, karena pemagaran suatu areal 
perladangan dapat dilakukan sekaligus dengan cara tolong 
rnenolong (gotong royong). 
Areal perladangan ditanami dengan padi, jagung dan sayur­
sayuran. SeteJah hasilnya dipanen, areal tanah tersebut 
ditinggalkan dan tahun ber.ikutnya, mereka mencari lagi 
areal hutan baru untuk <lij=idikan ladang. Mereka akan 
kembali mernbuka ladang pacta bekas ladang tersebut, bila 
telah menghutan lagi dan diperhitungkan bahwa tanahnya 
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sudah subur kembali. Kemungkinan lain tanah bekas ladang, 
tidak ditinggalkan tetapi segera dibersihkan dan diolah 
kembali, lalu ditanami dengan tanaman jangka pendek 
maupun tanaman jangka panjang. Dalam keadaan seperti ini, 
mereka akan membuat rumah yang agak permanen (bisa 
ditempati 5 sampai 6 tahun) dan biasanya mereka tinggal 
menetap dirumah tersebut. Dengan pola seperti ini biasanya 
rumah-rumah penduduk diperkampungan penduduk menjadi 
kosong dan tidak terpelihara lagi., karena penghuirinya 
tinggal menetap di ladang. 

Disamping itu ada juga tanah-tanah sepanjang 
p~n aliran sungai (antara lain sungai KonaweEha dan 
Lahumbuti) yang dikuasai oleh penduduk dengan pola 
pengolahan tertentu. 
Tanah-tanah semacam ini pada umumnya mempunyai tingkat 
kesuburan yang lebih ~ karena banyaknya humus tanah 
yang diendapkan air sungai pada waktu musim hujan yang 
mengakibatkan banji.r. Areal tanah seperti ini dikuasai oleh 
penduduk sepanjang tahun ditanami dengan padi, jagung 
dan sayur-sayuran. Akhir-akhir 1IU masyarakat Tolaki 
cenderung untuk lebih suka menanam tanaman palaw:ij3. 
(kedele) karena tanaman ini tidak terlalu banyak 
gangguannya dibandingkan dengan padi. HasU penjualan 
kedele, mereka gunakan untuk membeJi beras dan 
kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pengolahan tanah dipin~n 
sungai sangat sederhana, karena tidak ditumbuhi dengan 
pohon-pohon besar. Setelah semak-semak di babat, d:ijemur 
beberapa hari lalu dibakar. Sisa-sisa pembakaran segera 
dibersihkan dan langsung di tanami. Bahayanya karena pada 
waktu musim hujan, air sungai sering membanjiri 
perladangan penduduk. 

Areal hutan yang dikuasai olel) persekutuan hukum 
(kampung/desa),dapat dimanfaatkan oleh warga kampung 
untuk menarik hasU dari padanya. Artinya penduduk 
mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kayu, rotan 
serta hasU-hasil lainnya untuk ramuan rumah maupun bagi 
kepentingan-kepentingan lainnya. Disamping itu warga 
kampung juga berhak untuk melakukan perburuan (m~bu) 
temadap binatang-binatang yang hidup di dalam hutan, 
sepanjang areal hutan tersebut masih dalam kekuasaan 
suatu persekutuan hukum. 
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__ Dikalangan suku Tolaki ada areal tanah yang dikuasai 
yang d.isebut walaka. Walaka adalah sebidang tanah 
(padang/hutan) yang digunakan sebagai tempat 
menggembalakan temak (kerbau atau sapi) dengan batas­
batas tertentu menurut keadaan padang/hutan tersebut. 
Didalam walaka ini hewan hidup secara bebas, sehingga 
seringkali hewan tersebut menyeberang kewalaka orang 
lain. Dalam hal ini hewan-hewan tersebut dikembalikan 
kepada pern.iliknya, karena hewan-hewan ini mempunyai 
tanda tertentu, yakni telinganya dipotong. Bila hewan 
terbunuh di walaka orang lain, maka dagingnya dibagi 
antara si pembunuh dengan pern.iliknya.(Hus Sonaru, 1975: 
46). 

Akh:ir-akh:ir ini banyak tanah bekas Walaka yang telah 
menj3.di kosong, karena temaknya telah hab.is, ada yang 
mela.rikan d:iri kehutan-hutan akibat perburuan yang 
dilakukan dengan menggunakan senj:l.ta api. Meskipun 
walaka sudah kosong, tetapi kadang-kadang bekas perniJik 
walaka masih tetap menganggap bahwa walaka tersebut 
rn.iliknya. 

Areal tanah lainnnya yang dapat dikuasai oleh 
penduduk adalah arano(rawa-rawa atau aliran sungai), 
sebagai tempat penangkapan ikan. Lokasi penangkapan ikan 
ada yang dikuasai oleh satu atau beberapa keluarga batih, 
ada pula yang dikuasi oleh kampung, bahkan ada tempat­
tempat penangkapan ikan yang dikuasai oleh beberapa 
kampung. Pacta musim-musim tertentu, masyarakat dari 
beberapa kampung dapat menangkap ikan secara bersama­
sama, m.isalnya di sekitar rawa A 'opa (kecamatan Lambuya). 
Rawa-rawa yang dikuasai ini d.isamping dimanfaatkan karena 
hasil ikannya, juga dapat dimanfaatkan sebagai sawah 
tadah hujan. Bila suatu rawa dikuasai oleh kampung/desa 
berarti bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk 
menangkap ikan dirawa tersebut, berdasarkan norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Penangkapan ikan dapat 
dilakukan secara perseorangan, tetapi dapat juga dilakukan 
secara bersama-sama. 

Warga masyarakat secara perseorangan maupun 
kelompok famili tertentu dapat juga menguasai rawa-rawa 
tertentu, yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan 
send:iri maupun anggota-anggota masyarakat lainnya. Proses 
penguasaan terhadap rawa tertentu, hampir sama dengan 

82 



proses penguasaan tanah perladangan. Biasanya dimulai 
dengan pernbukaan ladang/kebun/sawah di lokasi tersebut. 
Sejak itu yang bersangkutan terikat dengan tanah/rawa 
yang telah diolah, dalarn arti berhak untuk rnenguasai dan 
rnenarik hasil. ikannya. Penguasaan dan pernilikan rawa-rawa 
tidak bersifat rnutlak, tetapi rnernpunyai f'ungsi sosial. Hal 
JIU adalah rnerupakan kebiasaan yang berlaku dalarn 
rnasyarakat Tolaki sejak dahulu hingga sekarang ini, sesuai 
dengan azas kekeluargaan. Seorang tidak dapat hidup 
sen<tiri tetapi senantiasa dalarn hubungan dengan anggota­
anggota rnasyarakat lainnya. 

Khusus rawa-rawa yang diturnbuhi pohon sagu , 
dikalangan suku Tolaki disebut epe. Suatu areal epe dapat 
dikuasai oleh perseorangan, tetapi bukan terutarna 
pada tanahnya, rnelainkan pada pohon sagu yang turnbuh 
di atasnya. Jadi obyeknya bukanlah terhadap tanah (rawa), 
tetapi pada tanarnan (pohon sagu). Hal ini pemah terjadi 
dalarn pernberian ganti rugi kepada rnasyarakat di 
kecarnatan Larnbuya (desa Uepai dan Larnbuya) yang 
rnern:iliki sagu, karena lokasi epe tersebut d:ij3.dikan areal 
persawahan bagi para transrnigrasi dari Jawa dan Bali. 
Beberapa tahun yang lalu pernerintah (Dep. Transrnigrasi) 
rnernberikan ganti rugi kepada para pernilik sagu yang 
terkena areal persawahan berdasarkan jurnlah rurnpun/pohon 
sagu yang rnereka rn:iJik:i., dan bukan berdasarkan luas tanah 
epe yang dikuasai/dirniliki (inforrnan 2). 

BENTUK PENGUASAAN TANAH 

Seperti apa yang telah dikernukakan diatas, rnaka 
dikalangan suku Tolaki terdapat bermacam-macam bentuk 
penguasaan tanah. 
Bentuk penguasaan tanah tersebut adalah sesuatu dengan 
pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, baik pranata 
politik, religi maupun pranata ekonomi. Suatu persekutuan 
hukum (kampung/desa) menguasai tanah dalam wilayah 
kekuasaannya, dalam arti pimpinan persekutuan bertanggung 
j:lwab sepenuhnya terhadap pemanfaatan dan penggunaan 
tanah dalam wilayahnya. Tiap warga masyarakat bemak 
untuk menggunakan tanah tersebut dan menarik hasil dari 
padanya untuk menunjang kehidupan mereka. 
D:isa.mping itu pimpinan persekutuan juga berwenang 
memberikan izin kepada orang luar untuk mengolah dan 
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memanfaatkan tanah dalam wilayahnya, dengan syarat 
bahwa yang bersangkutan akan mentaati segala ketentuan 
yang berlaku dalam penggunaan tanah. 

Lembaga-lembaga keagamaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku, juga menguasai tanah-tanah 
tertentu, yang diperoleh melalui wakaf ataupun pembelian. 
Tanah yang dikuasai tersebut dimanfaatkan untuk 
mend:i.r.ikan rumah ibadah (mesjid atau gerej3.), rumah para 
pej3.bat agama dan fasilitas pelayanan keagamaan dan 
sos:ial (panti asuhan, lembaga pendidikan dan sebagainya). 

Dalam pranata ekonomi, warga masyarakat secara 
keseluruhan berhak untuk memanfaatkan tanah yang 
dikuasai oleh kampung/desa. Tetapi secara perseorangan 
atau kelompok famin4 ada tanah-tanah yang mereka kuasai, 
baik untuk tempat tinggal dengan pekarangan secukupnya, 
maupun suatu areal tanah perladangan yang dibuka dari 
tahun ke tahun secara berganti-ganti. Jadi pola 
penguasaan tanah, pada umumnya bukanlah suatu areal 
tanah yang diolah secara intensif', tetapi kadang-kadang 
beberapa areal tanah yang digunakan sebagai tempat 
berladang, tempat menangkap ikan, tempat mengambil hasil 
hutan, tempat bertemak dan tempat menanam sagu. 
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BAB V 

POLA PEMILIKAN TANAH 

PRANATA-PRANATA 
PEMlLIKAN TAN AH. 
Pranata Polilik 

SOSIAL YANG BERLAKU DALAM 

Pada masa lalu (sebelum berlakunya UUPA), maka 
pranata politik yang memili.ki tanah (dalam arti menguasai) 
adalah suatu kesatuan hidup setempat yang disebut tobu, 
yang dikepalai oleh Puu Tobu yang kemudian terpecah­
pecah dalam beberapa kampung. Suatu kampung mempunyai 
hak mDik atas tanah dengan batas-batas tertentu. 
Pemili.kan tanah oleh suatu kampung (desa) terj3.di melalui 
suatu proses. Bi.a.sanya sekelompok masyarakat dengan 
seorang pimpinan, mem:isahkan <liri dengan kelompok asalnya 
dan mencari suatu daerah baru yang tanahnya lebih subur. 
Alasan untuk mem:isahkan <liri, antara lain karena penduduk 
bertambah, dipihak lain tanah dengan hasil-hasilnya 
semakin sempit dan terbatas, sehingga tidak dapat lagi 
mendukung kehidupan warga masyarakatnya (bandingkan1Ter 
Haar,1960: 83-87). · 

Disamping itu mungkin juga karena terj3.dinya perpecahan 
dalam suatu kesatuan hidup setempat (kampung) dan adanya 
keingi.nan untuk mengembara. Mereka yang mem:isahkan <liri 
ini, biasanya dipimpin oleh salah seorang yang terkemuka 
sebagai penginisiatif. Bila mereka telah menemukan suatu 
tempat baru, biasanya dllakukan suatu upacara dengan 
mengorbankan hewan tertentu. Dengan upacara ini 
terkandung maksud agar makhluk-makhluk halus yang 
menguasai suatu areal tanah tidak menggangu penduduk 
yang baru datang dan agar makhluk-makhluk halus tersebut 
mau berpindah ke tempat lain. Ini adalah suatu 
kepercayaan dalam masyarakat Tolaki bahwa suatu areal 
tanah tertentu selalu ada "penghuninya" yakni makhluk 
halus. Karena itu makhluk halus tersebut harus d:iaj3.k 
berdamai melalui suatu upacara agar mereka mau pindah 
ketempat lain dan tidak mengganggu penduduk setempat. 
Hal ini dllakukan dengan tujuan agar kelompok masyarakat 
itu terhindar dari berbagai mala petaka dan penyakit, 
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sehingga segala usaha mereka dalam bidang pertanian dapat 
berhasil. 

Di tempat yang baru ini, penduduk biasanya mulai 
mendlr.i.kan rumah-rumah sementara sebagai tempat tinggal 
mereka. Selanjutnya mereka mulai membuka ladang dengan 
cara membabat hutan, membakar, membersihkan dan 
menanaminya. Apakah mereka yang memisahkan diri ini 
akan tinggal menetap ditempat itu, tergantung dari pada 
keberhasilan mereka dalam membuka ladang yang akan 
mendukung kehidupan mereka. Disamping itu tergantung 
juga dari keamanan lahir bathin, ada tidaknya penyakit, 
mala petaka dan ·. sebagainya. Bila mereka merasa bahwa 
ditempat yang baru itu kurang menguntungkan, maka 
mereka akan mencari tempat yang lain. 
Tahap selanjutnya, didlr.i.kanlah rumah-rumah sebagai tempat 
kediaman tetap dan bangunan-bangunan lainnya seperti 
balai desa dan tempat beribadah. Dengan demikian 
terbentuklah suatu tempat pemukiman baru (kampung/desa) 
yang tepisah dari tempat pemukiman sebelumnya. Kampung 
yang baru ini memiliki areal tanah sebagai tempat 
berladang para warganya dan disamping itu mereka juga 
menguasai hutan belukar di sekeillingnya sebagai tempat 
berburu, mengambil hasil hutan dan sungai-sungaV rawa­
rawa sebagai tempat menangkap ikan. Sejak itu mereka 
terikat dengan suatu wilayah yang jelas batas-batasnya. 
Kebutuhan hidup mereka tergantung dari tanah yang 
dikuasai oleh kelompok masyarakat tersebut dengan segala 
hasil yang terkandung didalamnya. 

Suatu wilayah yang dimiliki satu kampung, terdapat 
tanah-tanah yang dimiliki secara perorangan, tetapi 
terdapat pula tanah yang· dimiliki oleh kampung sebagai 
hak ulayat. Pimpinan persekutuan (kepala Kampung) 
mengatur pemilikan dan penggunaan tanah dalam 
wilayahnya, agar tanah dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan dan kesejahteraan bersama. Tanah dengan 
status hak ulayat, dengan segala kekayaan yang 
terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
bersama pula. Bila seseorang membutuhkan sebidang tanah, 
terlebih dahulu harus meminta izin kepada pimpinan 
persekutuan. Hal liU dimaksudkan untuk terciptanya 
ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh 
warga masyarakat. 
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Pola pemilikan tarnh sep:rt,i diuraikan diatas, berlaku 
sampai sekarang yang d:isesuaikan dengan berbagai 
peraturan perundangan yang berlaku tentang tanah. Suatu 
desa sebagai suatu kesatuan hidup setempat, mem:iliki tanah 
dengan batas-batas tertentu, yang dapat dimanfaatkan oleh 
para warganya. Kepala desa mengatur pembagian tanah 
untuk tiap warga desa yang selanjutnya cligunakan sebagai 

. tempat mend:irikan rumah, clij3.dikan pekarangan, 
persawahan dan sebagainya seperti yang terdapat di desa­
desa dalam kecamatan Lambuya (daerah penelitian). 

Apa yang diuraikan di atas adalah cara pemilikan 
tanah oleh suatu kesatuan hidup setempat (kampung/desa) 
melalui suatu proses dengan cara pembukaan tanah tiap 
kelompok masyarakat. Pada masa sekarang ( 1985) melalui 
pembagian adm.inistrat.:if' Pemerintahan Desa, dapat saj3. 
suatu desa baru terbentuk oleh karena pemekaran desa. 
Dalam hal ini areal tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh 
suatu desa ditentukan dari atas berdasarkan peraturan 
yang berlaku. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 
2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang .Pa!Erintahm 
Desa, yang berbunyi:"Desa dibentuk dengan memperhatikan 
syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat­
syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan 
peraturan Menteri Dalam Negeri". Ketentuan pasal 2 ini 
selanjutnya dijeJaskan bahwa syarat-syarat pembentukan, 
pemecahan, pernyataan ' dan penghapusan desa dalarnUndang­
Undang ini akan dltentukan kemudian oleh Menteri Dalam 
Negeri, sedang pelaksananya diatur dengan Peraturan 
Daerah yang baru sesudah ada pengesahan dari pej3.bat 
yang berwenang. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Faktor manusia/jumlah penduduk, · faktor alam, faktor 

letak dan faktor sosial budaya termasuk adat :istiadat; 
b. Faktor-faktor objekt.:if' lainnya seperti penguasaan, 

wilayah, keseimbangan antara organ:isasi dan luas 
wilayah; 

c. dan lain sebagainya. 

Dalam masa pembangunan sekarang ini, tanah dapat 
j.lga dirniliki oleh suatu instansilj3.watan pemerintah. Suatu 
instansilj3.watan dapat memperoleh tanah untuk kepen~an 
pelaksanaan pembangunan (lokasi pendidikan, perkebunan, 
peternakan, lokasi transm:igrasi dan sebagainya).Cara 
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memperoleh tanah untuk kepentingan tersebut dan bentuk 
hak terhadap tanah didasarkan pacta berbagai ketentuan 
dan peraturan yang berlaku. Dapat terj3.di bahwa sebidang 
tanah untuk kepentingan pembangunan oleh suatu 
instansi/jawatan, diberikan oleh pemerintah daerah. Tetapi 
dapat juga pemilikan tanah dilakukan dengan cara 
pembelian. 

Pranata Religi 

Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) 
mengaturl hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan 

sosi.al. Dalam pasal 49 UUPA antara lain ditentukan bahwa 
hak mi1ik tanah badan-badan keagamaan dan sosial 
sepanj3.ng dipergunakan untuk usaha dalam bidang 
keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi... Badan-badan 
tersebut dij:l.min pula akan memperoleh tanah yang cukup 
untuk bangunan dan usahanya dalam bidang agama dan 
sosial. Hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan nomor 38 
Tahun 1968 tentang penunjukan badan-badan hukum yang 
dapat mempunyai hak mi1ik atas tanah. 

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan 
bahwa badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai 
hak mi1ik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan­
keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha 
keagamaan dan sosial. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka 
dikalangan suku Tolaki, lembaga-lembaga keagamaan (Islam 
maupun Kristen) mempunyai hak mi1ik atas tanah. Dalam 
lembaga agama Islam, ada beberapa cara pemilikan tanah. 
Ada tanah-tanah yang menj3.di hak mi1ik karena pemberian 

dari pemerintah setempat (camat atau Kepala desa). Tempat 
mendirikan mesjLd misalnya pada umumnya diperoleh karena 
pemberian dari pemerintah. Disamping itu ada tanah yang 
menj3.di hak mi1ik lembaga keagamaan (Islam) oleh karena 
wakaf. Hal ini adalah sesuai dengan Peraturan P.emerintah 
No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah mili.k. Menurut 
Peraturan ParErintah tersel::ut ~ ad3.lah perbuatan hukum se 
seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
harta kekayaannya yang berupa tanah mili.k dan 
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melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 
. peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 
aj3ran agama Islam (pasal 1 PP No.28 Tahun 1977). 

Berdasakan ketentuan tersebut, maka dikalangan suku 
Tolaki pun sering terj3di pemilikan tanah oleh suatu 
lembaga(Islam) yang diperoleh melalui wakaf. Seseorang 
b~nya memisahkan sebidang tanah hak miliknya dan 
diwakafkan kepada lembaga keagamaan. Tanah yang 
diwakafkan tersebut menj3di hak milik lembaga keagamaan 
bersangkutan dan dipergunakan untuk berbagai usaha dan 
ke@atan sosUU/keagamaan, misalnya tempat mendllikan 
mesjid, madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah yang 
bersi.fat umum. Dengan demikian sesuai dengan mak:~ud 
wakaf, maka tanah yang diwakafkan harus dipergunakan 
untuk kegiatan \SOsial dan keagamaan dan tidak boleh 
dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Disamping hal-hal 
yang telah dikemukakan diatas, maka pemilikan tanah oleh 
lembaga keagamaan Islam dapat juga terj3di oleh karena 
pembelian. Pemilikan tanah oleh lembaga keagamaan Kristen 
(gerej3) dapat terj3di melalui beberapa cara. Ada tanah 
yang dimiliki karena pemberian dari kampung/Desa. Gedung­
gedung ibadah/gerej3 di desa-desa maupun di kota pada 
umumnya diperoleh melalui pemberian dari pemerintah. 
Disamping itu ada tanah yang dimili.ki oleh gerej3 melalui 
pemberian dari pemerintah daerah, seperti yang terdapat di 
desa Uepai.Di desa ini terdapat tanah seluas 285 ha, yang 
dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan masyarakat 
desa. Mereka yang ditempatkan di lokasi tersebut adalah 
petani-petani muda dari masyarakat setempat (penduduk 
Asli) ditambah dengan para petani dari Jawa dan Bali. 
Disini para petani dibina dan dilatih agar mereka menj3di 
petani terampli dan berhasil. Mereka diberi bimbingnan 
tentang cara dan tekhik pengolahan tanah dengan metode 
tertentu, yakni petani yang terampli dalam pengolahan 
sawah, mengaj3r petani lainnya. 

Disamping itu ada juga tanah-tanah milik gerej3 yang 
diperoleh sebagai warisan dari zending. Tanah-tanah milik 
zending pada masa lalu digunakan sebagai tempat 
mendirikan rumah pej3bat gerej3 (pendeta) sebagai sawah, 
perkebunan dan lain-lain. Di Lambuya misalnya terdapat 
tanah milik gerej3 yang sekarang ini dimanfaatkan oleh 
gerej3 sebagai tempat mendir.ikan panti asuhan yakni panti 
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asuhan "Harapan Baru" Lambuya. Semula diatas tanah 
tersebut terdapat rumah pendeta, po.liklinik, kantor dan ' 
gedung gereja, tetapi telah dibakar oleh gerombolan DI/TII 
pacta tanggal 3 Januari 1958 (Dr.M.C.JongeJing 1976: 16). 
Semua milik zending pacta masa lalu (termasuk tanah), 
akhirnya diserahkan kepada gereja protestan di Sulawesi 
Tenggara ( Gepsultra). Hal ini dilakukan oleh petugas 
zending terakhir yang meninggalkan1 Sulawesi Tenggara 
yakni pend eta R.G. Vleeming dihadapan wakil. notar.is Kepala 
Daerah Sulawesi Tenggara Marsuki dan dihadapan beberapa 
saksi di Bau-Bau pacta tanggal 10 Pebruari 1953 
(Dr.M.G.JongeJing 1976: 15). 

Pemilikan tanah oleh lembaga keagamaan Kristen dapat pula 
· terjadi oleh karena ~- Pembelian tanah-tanah gereja 
untuk kegiatan soSlal aan keagamaan ditempuh menurut 
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 
Tanah-tanah yang dimiliki melalui pembelian tersebut 
dimanfaatkan sebagai tempat mendllikan rumah pejabat 
gereja (pendeta), tempat mendllikan sekolah (seperti lokasi 
SMA Oikumene di Kendari), panti asuhan,(panti asuhan 
Lelemangura di Bau-Bau) dan usaha-usaha gereja lainnya. 

Pranata Ekonomi 

Karena tanah mempunyai arti yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia, maka orang perseorangan sebagai 
warga dari suatu persekutuan dapat memiliki tanah untuk 
diolah bagi kebutuhan hidupnya. Pacta masa lalu pemilikan 
seseorang terhadap sebidang tanah dimulai dengan 
pembukaan tanah itu untuk pertama kalinya oleh 
sipengolah. Artinya sebidang tanah yang belum pemah 
diolah oleh orang lain, seseorang dapat mengolahnya 
menjadi ladang. Mula-mula si pengolah menaruh tanda yang 
disebut potiso sebagai petunjuk bahwa tanah tersebut 
sudah ada yang akan mengolahnya. Selanjutnya yang 
bersangkutan membabat hutan dan semak-semak sehingga 
menjadi ladang untuk satu tahun panen. Hak membuka tanah 
ini oleh Ter Haar disebut hak terdahulu (Ter Haar, 1960:59-
60). 

Dalam masyarakat Tolaki tanah perladangan yang 
pernah diolah lalu ditinggalkan disebut homa. Tanah 
semacam ini meskipun sudah ditinggalkan bertahun-tahun, 
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tetapi si pengolah terdahulu masih tetap mempunyai hak 
atas tanah itu. Orang lain tidak diperkenankan untuk 
membuka tanah itu, kecuali atas izin dan persetujuan 
pengolah pertama. Hak homa diakui dan dilindungi oleh 
ketentuan hukum adat dan karena itu hak homa sangat 
dihormati oleh orang lain. Siapa yang mempunyai hak homa, 
menurut anggapan masyarakat diolah pemilik tanah 
tersebut. Hak homa ini tidak diperj.lal belikan, tetapi 
hanya mungkin dipertukarkan antara homa dengan homa 
(Hus Sonaru,1975: 37). 
Selain homa, dalam . masyarakat Tolaki dikenal j.lga 
sebidang tanah yang clisebut anahoma. Anahoma adalah 
sebidang tanah yang sudah ser.ing dibuka sebagai ladang 
oleh pemiliknya tetapi belum pernah ditanami dengan 
tanaman jangka panjang seperti kopi, kelapa dan dur.ian. 
Sebidang tanah dengan status anahoma, tetap ada larangan 
bagi orang lain untuk mengolahnya ., kecuali ada izin dari 
pemilikya, d:isertai dengan syarat-syarat tertentu bahwa 
sipengolah hanya dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk 
satu tahun panen dilarang untuk menanaminya dengan 
tanaman jangka panjang. 

Bila anahoma ditinggalkan oleh pemiliknya selama 9 
tahun berturut-turut tanpa di olah, maka si pem:ilik 
anahoma akan kehilangan haknya dan orang lain dapat 
mengolah tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal 
ini tanah tersebut kembali menjadi milik persekutuan (tobu) 
dimana setiap warga masyarakat boleh membuka tanah 
tersebut untuk d:ijadikan ladang dan menarik has:il 
dari padanya. , 

Disamping itu ada hak pemilikan tanah yang clisebut 
waworaha, yakni sebidang tanah yang sudah ser.ing dibuka 
dan diolah oleh pemiliknya menjadi ladang. Tanah bekas 
ladang tersebut ditanami dengan tanaman ~I panjang 
seperti kelapa, kopi, langsat, dur.ian dan nangka. Hak 
waworaha ini dapat dialihkan dan diwariskan kepada pihak 
lain ataupun kepada keturunanya. Selain itu tanah 
waworaha dapat diperjual belikan dan kadang-kadang 
waworaha ini d:ijadikan mas kawin (Hus Sonaru, 1975: 38). 
Dengan demikian waworaha ini diakui sebagai hak milik 
perseorangan atas tanah. 

Dewasa ini dalam kehidupan suku Tolaki, perolehan 
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hak milik atas tanah dapat dilakukan karena pembelian. 
Sebenarnya sistem jual bell tanah dalam masyarakat Tolaki 
kurang di kenal,r 
Pada masa lalu (sebelum tahun 1960) tanah didaerah ini 
begi.tu luas dan penduduk masih relatif sedikit. Pada waktu 
itu penduduk secara bebas dapat membuka tanah menurut 
kebutuhannya dengan pola berpindah-pindah. Setelah 
berlakunya UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka sistem 
pemilikan dan pengolahan tanah, harus didasarkan pada 
peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pasal 7 UUPA 
dikatakan bahwa untuk tidak merugi..kan kepentingan umum 
maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas 
tidak diperkenankan. 

Setelah Sulawesi Tenggara menj3.di Propinsi yang 
bercl:iri sendiri pada tahun 1964, maka daerah liU 

penduduknya semakin meningkat dari tahun ketahun, apalagi. 
dengan ~dikannya Sulawesi Tenggara sebagai daerah 
penerima transmigrasi dari Jawa dan Bali sej3.k taun 1968. 
Karena itu banyak areal tanah yang semula kurang 
dimanfaatkan, oleh pemer.i.ntah daerah ~dikan lokasi 
penempatan para transm:igran. Untuk menunj3.ng program 
transnllgrasi, pemer.i.ntah membangun pengairan-pengairan 
yang dapat mengairi sawah yang cukup luas terutama di 
Kabupaten Kendari dan Kolaka. Sekarang ini ( 1985) di 
Unaaha (kecamatan Unaaha) sedang dibangun bendungan 
Wawotobi yang dapat mengairi sawah seluas 29.000 
ha(kompas, 27 Agustus 1985). Oleh karena perkembangan 
jumlah penduduk di daerah ini, maka dewasa ini sudah 
dikenal sistem pemilikan tanah dengan cara jual beli, yang 
dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku. 
PembeJian tanah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri (tempat mendirikan rumah, tempat membuka kebun 
atau sawah, tempat mengembala ternak dan sebagainya), 
atau untuk kepentingan lain. 

Selain cara pemilikan seperti yang diuraikan diatas 
maka pemilikan tanah dapat juga terj3.di oleh karena hibah 
dari seseorang. 

Pranata Adat 

Tanah dapat jlga dimiliki oleh karena pewarisan. 
Sehubungan dengan pewarisan ini perlu d:ijelaskan bahwa 
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dikalangan suku Tolaki hukum kekeluargaan bersi.fat 
Parenthal (menurut gar.is Bapak dan Ibu). Dalam rumah 
tangga (kekeluargaan), suami isteri mempunyai kedudukan 
yang sama, walaupun suami bertanggung j3.wab sebagai 
kepala rumah tangga. Suami isteri mempunyai kedudukan 
yang sama terhadap golongan saudara masing-maJng. 
Demikian pula anak-anak yang lahir sebagai akibat 
perkawman. Anak laki-laki dan anak perempuan pada 
per.i..nsi.pnya hak dan kedudukannya sama (Berthyn Lakebo 
1974: 32-33). Dalam hal pewar.isan, juga berlaku ketentuan 
demikian. Artinya baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan pada prinSi.pnya mempunyai hak yang sama 
untuk mendapat harta war.isan dari orang tuanya. Hanya 
saj3. dalam perkawinan, war.isan biasanya disesuaikan dengan 
kebutuhan si anak, sehingga kadang-kadang ada perbedaan 
dalarn pemberian harta war.isan. Anak laki-laki biasanya 
diberikan tanah, hewan dan rumpun sagu, sedangkan anak 
perempuan biasanya diberikan perhiasan (emas) dan alat­
alat rumah tangga. Terhadap jumlah war.isan yang diberikan 
kepada setiap anak, orang tua selalu berusaha untuk 
bertindak adil dan bjj::l.ksana, supaya setiap anak 
memperoleh harta war.isan sesuai dengan haknya. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalarn 
masyarakat Tolaki seorang dapat memperoleh hak milik atas 
sebidang tanah karena war.isan dari orang tuanya. Tanah 
yang diwar.iskan tersebut dapat berbentuk i tanah 
pekarangan, sawah, waworaha dan ef)e (sebidang tanah 
dirnana tumbuh pohon-pohon sagu) dan arano. 
Tanah war.isan ini dapat saj3. diberikan pada waktu orang 
tua masih hidup, terutama bila anak yang bersangkutan 
sudah kawin dan sudah mampu untuk berdiri sendiri. Dalam 
hal demikian orang tua akan memberikan sebidang tanah 
kepada anak yang bersangkutan, supaya dapat diolah untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dapat juga terj3.di 
bahwa sebidang tanah baru diserahkan kepada si anak, bila 
orang tua telah meningp;al dunia. 

BENTUK PEHILIKAN TANAH 
Tanah-tanah yang dimiliki oleh suatu Kampung!Desa, 

sesungguhnya adalah tanah persekutuan dari suatu 
kelompok masyarakat yang membuka suatu perkampungan. 
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Persekutuan tersebut tidak saj3. memili.ki dan menguasai 
tanah di lokasi. perkampungan, tetapi juga tanah-tanah 
d:isekitarnya (hutan-hutan,sungai-sungai, rawa-rawa dan 
sebagainya). 
Dengan demikian ada tanah yang dimili.ki oleh persekutuan 
sebagai hak ulayat, dipihak lain ada tanah-tanah yang 
dimili.ki oleh warga masyarakat. Kampung/desa sebagai suatu 
kesatuan hidup setempat berkuasa penuh terhadap tanah­
tanah yang terdapat wllayah kekuasaannya, dan orang luar 
hanya boleh memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut 
blla ada iz:in dari pirnpinan persekutuan (kepala 
kampung/kepala desa). 

Lembaga-lembaga keagamaan juga dapat merniliki 
tanah sesuai dengan kebutuhannya untuk kegiatan agama 
dan sosial. Pem:ilikan tanah tersebut ada yang diperoleh 
karena pemberian dari pemeri.ntah setempat, melalui wakaf, 
tetapi mungkin juga melalui pembelian. 

Anggota-anggota masyarakat dapat memili.ki tanah 
yang dimanfaatkan untuk menunj3.ng kehidupannya. 
Pem:ilikan terhadap sebidang tanah melalui suatu proses. 
Ada tanah yang dimiliki, karena yang bersangkutan pertama 
kali membuka sebidang tanah, menanaminya dengan tanaman 
j3.ngka panj3.ng serta mengolahnya secara terus menerus. 
D:isamping itu ada juga tanah yang dimili.ki melalui 
pewarisan ataupun pembelian. 
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BAB VI 

POLA PENGGUNAAN TANAH 

PRANATA-PRANATA SOSIAL 
PENGGUNAAN TANAH. 
Pranata Poli.tik 

YANG BERLAKU DALAM 

Seperti telah diuraikan dalam bab IV bahwa pacta 
masa 1llu dalam suatu persekutuan hukum masyarakat Tolaki 
yang disebut tobu, ada wilayah tertentu yang 
dikuasai dengan batas-batas tertentu pula. Seluruh wilayah 
yang dikuasai dalam suatu tobu harus dimanfaatkan 
sedernikian rupa untuk kesejahteraan dan kemakmuran para 
warganya. Karena itu pimpinan persekutuan yang disebut 
Puu Tobu harus berupaya agar tanah yang dikuasai dengan 
segala kekayaan yang terkandung didalamnya, dapat 
dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan 
para warganya. 

Menurut Van Diyk, hak persekutuan atas tanah dapat 
berlaku kedalam dan keluar. Berlaku kedalam artinya 
pimpinan persekutuan membolehkan kepada persekutuan dan 
anggota-anggotanya untuk menari.k dari tanah dan segala 
yang tumbuh dan hidup diatas tanah itu(mengolah tanah, 
me.ncl:irikan I tern pat kediaman, menggembala ternak, 
mengumpul bahan makanan, berburu dan menangkap ikan). 
Hak untuk menari.k keuntungan dari tanah persekutuan itu 
hanya diakui bila dipergunakan untuk memperoleh keperluan 
hidup untuk keluarga dan d.iri send.iri. Disamping itu 
persekutuan dapat menetapkan dan menyediakan tanah 
untuk kepent.ingan umum seperti pekuburan umum, tempat 
menggembala temak, pekarangan, mesjid, sekolah dan 
sebagainya. 

Hak persekutuan berlaku keluar, artinya ada larangan 
terhadap orang luar untuk menari.k keuntungan dari tanah 
itu, kecuali dengan izin dan sesudah membayar uang 
pengakuan atau recognitie (Van Diyk, 1964: 43). Sesuai 
dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dalam 
kehidupan masyarakat Tolaki pacta masa lalu, ada tanah­
tanah yang dikuasai oleh sesuatu persekutuan (tobu). 
Tanah yang dikuasai pada umumnya dimanfaatkan untuk 
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kepentingan para warganya. Tanah-tanah tersebut terdiri 
dari hutan belukar pacta umumnya dipergunakan untuk 
daerah perladangan, tempat mengambll bahan-bahan untuk 
ramuan rumah dan juga tempat berburu. Padang alang-alang 
dengan hutan belukar di sekelilingnya biasanya 
dimanfaatkan untuk menggembalakan temak yang d.isebut 
walaka. Rawa-rawa dan sungai-sungai pacta umumnya 
dimanfaatkan sebagai tempat menangkap ikan dari para 
warga masyarakat. 

Tanah-tanah yang dikuasai oleh suatu persekutuan 
hukum dalam masyarakat Tolaki, juga berlaku kedalam dan 
keluar. Berlaku kedalam artinya setiap orang sebagai 'warga 
dari suatu persekutuan berhak untuk mengolah tanah dalam 
suatu wllayah, begi.tu pula dapat memungut has:il-has:il 
hutan, sungai dan kekayaan alam lainnya, sepanj:mg has:il­
hasil tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya 
sehari-hari dan bukan untuk diperdagangkan. Berlaku 
keluar artinya blla seorang luar ingin mengolah tanah atau 
memungut hasil hutan dalam suatu wllayah yang dikuasai 
oleh persekutuan

1 
(tobu), terlebih dahulu harus meminta i.zll1 

-- kepada pimpinan persekutuan (Puu tobu). 

Dewasa ini suatu desa menurut pembagian admin:istrasi. 
pemerintahan menguasai suatu wllayah tertentu yang sudah 
jelas batas-batasnya. Tanah yang dikuasai oleh suatu desa 
pacta perinsipnya dapat dimanfaatkan oleh setiap warga 
desa untuk menunjang kehidupannya. Karena itu ada tanah­
tanah yang dibagi.kan kepada penduduk yang dipakai untuk 
menctirikan rumah tempat tinggal, sebagai pekarangan dan 
tanah untuk persawahan. Tanah-tanah yang pacta ma.Sa lalu 
penggunaannya kurang ef.i.sien seperti padang alang-alang 
dan tanah-tanah bekas tempat pemeliharaan temak 
( walaka) dewasa ini diatur lokasi penempatan transmigrasi. 
Lokasi-lokasi penempatan transmigrasi terdapat dibeberapa 
desa dalam wllayah kecamatan Lambuya seperti telah 
dikemukakan dalam bab II pacta transmigran ini diberikan 
tanah seluas 2 ha. yang terdiri dari 1 ha tanah kering dan 
1 ha digunakan untuk persawahan. 

Pranata Religi 

Seperti telah diuraikan dalam bab V bahwa lembaga­
lembaga keagamaan baik dalam agama Islam maupun agama 
Kristen yang memlliki tanah, baik melalui wakaf, pembelian 
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ataupun pemberian oleh pemerintah. Tanah yang dimiliki 
oleh lembaga-lembaga keagamaan tersebut mempunyai 
pola penggunaan yang beraneka ragam. Lembaga keagamaan 
dikalangan ummat Islam, tanah pada umumnya dipergunakan 
sebagai tempat mendllikan rumah ibadah (mes~d atau 
langgar) dan tempat mendllikan lembaga-lembaga pendidikan 
seperti PGA, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah ataupun 
lembaga pendidikan umum. Dikalangan ummat Kristen 
protestan, lembaga keagamaan (gerej:l.) menggunakan tanah 
untuk berbagai keperluan. Ada tanah-tanah yang digunakan 
sebagai tempat mendllikan rumah ibadah (gedung gerej:l.), 
rumah gembala jemaat(pendeta) lembaga pendidikan dan 
panti asuhan. Di samping itu ada tanah-tanah milik gerej:l. 
yang dipergunakan sebagai tempat mengembangkan 
masyarakat desa seperti desa Uepai (dalam kecamatan 
Lambuya). Di desa lill gereja Protestan eli Sulawesi 
Tenggara (Gepsultra) memiliki tanah seluas 285 ha. yang 
dimanfaatkan sebagai proyek pengembangan masyarakat 
desa. Tanah seluas itu diolah sebagai kebun percontohan 
(demplot), dimana ditempatlcan para petani, baik penduduk 

asli maupun para pendatang yang dilatih dan dibina untuk 
menj:l.di petani yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kepada para petani diberikan tanah kering seluas 
1 ha. dan sawah seluas 1 ha. Mereka dilatih untuk 
mengolah tanah dengan memakai luku/baj:l.k dengan 
mempergunakan tenaga he wan (sa pi). 

Pranata Ekonomi 

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
manusia mengolah dan mengusahakan tanah. Seseorang 
ataupun kelompok membutuhkan tanah sebagai tempat ia 
hidup. Dengan perkataan lain sangat terikat dengan tanah. 
Tanah dimanfaatkan untuk segala macam kebutuhan, 
misalnya untuk tempat bnggal, tempat bertani/berladang, 
tempat beternak, tempat berburu, tempat menangkap ikan 
(tanah rawa-rawa) dan tempat memungut hasil hutan. Dalam 
kehidupan masyarakat Tolaki, tanah dengan segala 
kekayaan yang terkandung didalamnya mempunyai arti yang 
sangat penbng. Hal ini erat hubungannya dengan mata 
pencaharian penduduk yakni bertani, berburu, memelihara 
ternak, menangkap ikan dan memungut hasil hutan. Karena 
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itu dalam suatu persekutuan hukum yaitu disebut tobu, ada 
suatu daerah yang dikuasai oleh persekutuan, yang dapat 
dimanfaatkan oleh para warganya. Dalam suatu kesatuan 
hidup teritorial, yang pada masa lalu disebut tobu, kambo 
(kampung) dan sekarang ini disebut dengan :istilah desa, 
setiap warganya berhak menggunakan tanah untuk berbagai 
keperluan, Seberapa jauh seseorang berhak menggunakan 
sebidang tanah, tergantung dari pada sifat dan bentuk 
pemilikan terhadap tanah. Pada tanah-tanah yang telah 
menjadi miJik perseorangan, si pemilik berhak menggunakan 
tanah tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Orang lain 
apalagi orang luar hanya dapat menggunakan tanah 
tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan t ertentu 
menurut kebiasan yang berlaku dalam masyarakat. 

Dikalangan suku Tolaki terdapat pula pola-pola 
penggunaan tanah yang berlaku sejak dulu dan diwariskan 
secara turun temurun sampai sekarang. Sejak dikenalnya 
daerah perkampungan (terutama setelah Belanda masuk di 
daerah ini), maka tiap-tiap rumah tangga (keluarga batih) 
memperoleh sebidang tanah pekarangan dan tempat 
mend:ir.ikan rumah. Perkampungan penduduk berjejer 
mengikuti jalan raya. Tanah-tanah pekarangan ini ditanami 
dengan berbagai macam tanaman (kelapa, durian, langsat, 
nangka, kopi, pinang, pisang dan sebagainya). Pada 
umumnya tanaman-tanaman seperti ini tidak teratur tetapi 
bercampur baur. Hal ini masih nampak sampai sekarang ini. 
Tanah pekarangan dimanfaatkan ~a untuk memelihara 
temak (kerbau, sapi, kambing dan ayam). Disamping itu 
pada masa lampau tanah pekarangan dipergunakan juga 
sebagai tempat pekuburan, bila ada anggota keluarga yang 
meninggal. Disamping tanah pekarangan, penduduk 
mempunyai tanah sebagai tempat berladang (homa dan 
anahoma) atau daerah pinggir sungai. Pembukaan daerah­
daerah perladangan biasanya dilakukan secara bersama­
sama. Sebelum membuka hutan untuk d:ij3.dikan daerah 
perladangan, terlebih dahulu dilakukan upacara tradisional 
yang disebut mosehe (upacara korban). Dewasa ini upacara 
tersebut pada umumnya tidak dilakukan lagi, kecuali di 
desa Benua (Kecamatan Lambuya), upacara Jm masih 
dilakukan setiap tahun, yaitu pada waktu hendak memulai 
pembukaan ladang. Menurut kepercayaan masyarakat, setiap 
areal tanah/hutan yang dibuka untuk daerah perladangan, 
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terlebih dahulu harus dilakukan upacara korban dengan 
. maksud untuk memohon izin kepada "pernili.k tanah", agar si 
pengelola tanah terhindar dari segala macam bahaya, 
penyakit dan malapetaka lainnya dan dapat memperoleh 
hasil yang melimpah. 

Suatu areal hutan yang akan d.iolah seorang tertentu 
ditaruh potiso (lihat uraian dimuka) sebagat. petunjuk 
bahwa tanah tersebut sudah ada orang yang akan 
mengolahnya. Selanjutnya di laksanakanlah pembabatan 
hutan yang disebut mosal..ehi (membabat semak-semak) dan 
monduehi (menebang pohon-pohon).Pekerj3.an 1m dapat 
dilakukan secara individual, tetapi b:iasa juga dilakukan 
secara bersama-sama dengan sistem tolong menolong. 
Selanjutnya ladang tersebut d.itinggalkan beberapa hari 
sampai kering dan kemud:ian d.ibakar. Sisa-sisa pembakaran 
dibersihkan ( moenggai) dan kayu-kayu yang tidak terbakar 
dikumpulkan untuk dijadikan pagar dan selebihnya dijadikan 
pagar atau untuk keperluan lainnya. Tanah yang telah 
dibersihkan langsung d.itanami dengan bibit sayur-sayuran, 
j3.gung dan tanaman-tanaman lainnya. Pada waktu yang 
telah ditentukan dilakukanlah penanaman padi yang disebut 
motasu (menugal) dengan cara membuat lubang-lubang 
diatas tanah dengan sebatang kayu . yang ujungnya 
diruncing dan dibibit pad.i dan dimasukkan dalam lubang­
lubang tadi. Pekerj3.an ini memerlukan banyak tenaga, 
karena itu biasanya dilakukan secara tolong menolong 
dengan kaum kerabat dan tetangga lainnya dalam suatu 
areal perladangan (tobu). Demikianlah pekerjaan 1m 

dilakukan secara bergilir dari ladang yang satu ke ladang 
yang lain, hingga pekerj3.an menanam padi selesai. 

Pekerj3.an selanjutnya adalah membuat pagar (mewala). 
Pekerj3.an ini dapat dilakukan oleh pernili.k kebun sendiri, 
tetapi dapat juga dilakukan secara bergotong royong. 
Pagar dibuat dari kayu, bambu atau tangkai sagu. Bila 

· dalam suatu daerah perladangan terdapat beberapa pernili.k 
ladang, maka yang dipagar adalah bagian-bagian terluar 
dari selurh areal perladangan. 

Tahap selanjutnya adalah pekerj3.an membersihkan 
tanaman dari rumput-rumput (menyiangi). Pekerj3.an ini 
biasa dilakukan oJ,eh kaum wanita, tetapi kadang-kadang 
juga laki-laki turut membantu. Bi.asanya dilakukan sampai 
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dua atau ~a kali, tergantung dari pada banyaknya rumput 
yang tumbuh, yang akan mengganggu pertumbuhan padi. Bil.a 
hutan lebat yang dijadikan areal perladangan ~ b.iasanya 
rumputnya sedikit, tetapi sebaliknya b:ila hutan yang 
dijadikan areal perladangan baru berumur 3 (tiga) sampai 4 
(empat) tahun panen, b.iasanya ditumbuhi banyak rumput. 
Itulah sebabnya orang Tolaki selalu mencari areal hutan 
untuk perladangan yang telah berumur 8(delapan) tahun 
atau lebih, karena c:tisamping tanahnya subur juga 
meringankan dalam pekerj:lan mooa:ira (menyabit rumput). 
Bila padi sudah masak, dilakukanlah mooowi (pemotongan 
padi). Pemotongan padi dilakukan dengan mempergunakan 
alat yang disebut osowi (ari-ari). Pekerj:lan ini dapat 
dilakukan oleh pemili.k kebun sencliri, tetapi b.iasa juga 
dilakukan secara tolong menolong. Daerah perladangan 
yang padinya telah panen, pada umumnya ditinggalkan oleh 
pem:ili.knya selama beberapa tahun, hingga daerah itu 
menj:ldi hutan lagi dan siap diolah menj:ldi ladang. Si 
pemilik ladang pada tahhun berikutnya akan mencari daerah 
perladangan ba:ru yang tanahnya subur. Dengan demikian 
pola penggunaan tanah adalah secara berpindah-pindah dari 
areal yang satu ke areal tanah yang lain. Dapat juga 
terj:ldi b:ila sipemilik ladang tidak segera meninggalkan 
daerah perladangan yang telah dipungut hasilnya. Biasanya 
daerah perladangan tadi dibersihkan kembali lalu ditanami 
dengan tanaman-tanaman j:lngka pendek (pisang, ubi j:lyu, 
ubi j:llar) a tau tanaman j:lngka panj:lng (kopi, kelapa, 
durian dan sebagainya). Sistem berladang dengan cara 
berpindah-pindah sej:lk tahun 1967 telah dilarang oleh 
pemerintah daerah dengan surat keputusan Gubemur Kepala 
Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 70/1967 tanggal 
25 September 1967. Surat Keputusan tersebut dengan 
pertim bangan: 
1. Bahwa cara bertani rakyat Sulawesi Tenggara dengan 

berladang liar dan berpindah-pindah sangat merugikan 
perkembangan dan peningkatan taraf hidup rakyat dari 
tahun ketahun. 

2. Bahwa berladang liar seperti yang dilakukan oleh rakyat , 
pada waktu itu, nyata-nyata mendatangkan kerugi.an , 
ekonomi, hidro erologisch klimatologisch maupun 
mengenai penggunaan waktu yang tidak efisien. 

3. Bahwa di S.li.ahe.si Tenggara cukup adanya tempat-tempat 
perta.ian yang subur dan memungkinkan adanya 
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pengairan-pengairan untuk persawahan dan perkebunan 
tetap (tegalan). 

4. Bahwa untuk mewujudkan pembentukan desa-desa yang 
teratur dan cukup besar jumlahnya untuk membangun 
sesuattl, perlu secepat mungkin perladangan liar 
d.imaksud dihentikan secara menyeluruh. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka 
ditetapkan antara lain: 
1. Melarang setiap orang untuk melakukan perladangan liar. 
2. Mewajibkan setiap penduduk petani untuk mengadakan 

pengolahan tanah (bercocok tanam) secara menetap 
dengan jUan: 
a. Pada tempat yang sudah ada atau memungkinkan 

pengairan, diwajibkan bersa wah; 
b. Pada tempat-tempat yang tidak mungkin adanya 

pengairan diharuskan membuka t egalan tetap; 
c. Letak pers3.W3ffin/~ dErgm karploo pajes3an tid:lk 

mernungki.nkan ~ des3. ITEnj3.dil<an alasan untli< ti.rm=U 
di pers3.W3ffin/~ sfflirm:i sa£ktt.H..Ektu des3.-des3. 
menj3.di kca:QS d:u1 tid:lk t.erp2li.h:ira. 

Memang sistem pengolahan tanah secara berpindah-pindah 
sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Banyak areal­
areal tanah bekas perladangan penduduk yang tidak 
ditumbuhi hutan lagi, tetapi ditumbuhi alang-alang. Ini 
adalah akibat perladangan liar dengan pembakaran hutan 
secara terus menerus dari tahun ke tahun. 

Di Kabupaten Kendari ada daerah-daerah tertentu 
yang berawa-rawa dan biasa cligunakan sebagai sawah 
tadah huj3.n.Daerah yang berawa-rawa ini dibersihkan dan 
sesudah itu langsung ditanami dengan bibit padi yang 
disemai terlebih dahulu. Jadi untuk pengairan hanya 
mengharapkan dari air rawa dan air· hujan. Di kecamatan 
Lam buy a sej3.k lama telah dikenal sistem pengolahan tanah 
dengan cara bersawah terutama di Lambuya (ibu kota 
kecamatan Lambuya). Tetapi pada waktu itu pengolahan 

·. tanah masih sangat terbatas oleh karena pengairan yang 
masih kecil, lagi pula pengolahan tanah masih sepenuhnya 
rnenggunakan tenaga manusia. Akhir-akhir ini sistem 
bersawah ini mulai cligalakkan, terutama karena pemer.intah 
telah membangun pengairan yang cukup besar di desa 
Ameroro (kecamatan Lambuya) dengan cara membendung 
sungai KonaweEha. Fasillitas pengairan ini sudah dapat 
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dimanfaatkan oleh penduduk asli maupun para transmigran. 
Untuk pengolahan tanah sudah lebih banyak ~ 
tenaga hewan (sapi) dengan cara meluku/ membajak. 

Untuk rawa-rawa yang diitumbuhi pohon sagu (o'epe), 
sebenarnya para pemilik terikat terutama dengan pohon 
sagunya dan bukan terutama dengan tanahnya. (Hus Sonaru, 
1975: 47). 
Dengan demikian dapat terjadi bahwa pada suatu areal 
tanah, dimana sagu yang disiapkan diolah sudah habis 
ditebang, sipemilik akan meninggalkan beberapa tahun dan 
nanti akan kembali lagi bila diperkirakan sudah ada pohon 
sagu yang sudah tua dan siap untuk diolah. Lain halnya 
bila pohon-pohon sagu tersebut ditanam sendiri oleh sipelik 
sagu di pekarangan rumahnya,atau pada rawa-rawa yang 
d:ij:l.dikan areal persa wahan. Biasanya pada areal 
persawahan ini, disekelilingnya ditanami pohon-pohon sagu, 
yang sekaligus menjadi bukti pemilikan tanah dan sebagai 
tanda/ batas dengan tanah orang lain. Selanjutnya adalah 
pola penggunaan tanah rawa yang disebut arano. Arana 
terutama dimanfaatkan karena hasil ikannya. Ikan dalam 
suatu arano tidak dilepas oleh pemiliknya, tetapi ada 
dengan sendirinya. Pada musim hujan dimana arano banyak 
airnya, maka penangkapan ikan dilakukan dengan berbagai 
cara, misalnya memancing, memasang bubu, atau akhir-akhir 
ini dengan mempergunakan pukat. Penangkapan ikan dapat 
dilakukan oleh pemiliknya, kelompok kerabat tertentu atau 
anggota masyarakat dalam suatu kampung-desa, tergantung 
dari pada sifat dan bentuk pemilikan dari pada arano 
tersebut (milik perorangan, kaum keluarga atau 
kampung/desa). Bila pada musim kemarau dan arano 
berangsur-angsur menjadi kering, maka penangkapan ikan 
dilakukan secara bergotong royong dengan memakai tuba 
atau cara lainnya. Dengan demikian bisa saja terjadi pada 
musim kemarau panjang suatu arano menjadi kering dan 
habis ikannya. 

Dalam keadaan demikian biasanya arano dimanfaatkan untuk 
d:ij:idikan kebun/ladang. Bahayanya bahwa pada musim hujan, 
air akan membanjiri daerah perladangan tersebut dan 
tanaman menjadi musnah.Hal ini biasa terj3.di di daerah­
daerah pinggiran sungai Konaweha, baik dalam kecamatan 
Lambuya maupun kecamatan Wawotobi. Pada waktu musim 
huj3.n arano akan berisi air lagi disertai dengan masuknya 
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bibit ikan yang baru yang bera.sal dari kalilsungai 
sekitamya. Keadaan ini akan berulang sepanj:mg tahun. 
Ada j.lga arano yang tidak pemah ker.ing sepanjlng tahun 
yakni rawa A 'opa(kecamatan Lambuya).Rawa ini cukup luas 
(kurang lebih 45.000 ha) dan hasil ikannya menjldi sumber 
mata pencaharian dari penduduk desa-desa disekitarnya, 
terutama desa Pur.lala, Mokaleleo dan Motaha. Akhir-akhir 
ini sudah banyak penduduk yang mehgolah Arana mengarah 
kepada pembuatan empang dengan cara menggali arano 
yang diperkirakan tidak akan kering meski.pun pada mus:i.m 
kemarau. 

BENTUK PENGGUNAAN TANAH 

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui\ bentuk-
bentuk penggunaan tanah secara trndisional dikalangan 
suku Tolaki. Areal tanah yang dikuasai oleh kampung/desa, 
pada umumnya di pergunakan untuk berbagai keperluan, 
baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan anggota­
anggota masyarakat. 

Tanah-tanah yang d:igunakan untuk kepentingan umum 
adalah tempat mendirikan balai Desa ( dahulu d:isebut 
banlga), lapangan desa, perkebunan umum, pasar, tempat 
menclirikan sekolah dan lain-lain. Dilihat dari segi 
kepentingan masyarakat secara individual, ada tanah-tanah 
yang dipergunakan untuk tempat menc:ii.rikan rumah 
cl:ijadikan pekarangan, tempat membuka lagi/sawah 
perkebunan, tempat memelihara temak dan lain-lain. Areal 
hutan pada umumnya dimanfaatkan has:il hltamya, demikian 
pula sungai-sungai dan rawa-rawa pada umumnya 
dimanfaatkan ha.sil ikannya. 
Lembaga-lembaga keagamaan Islam pada umumnya 
menggunakan tanah untuk tempat mendirikan gedung fradah 
(mesji.d), tempat mendirikan sekolah d~m usaha-usaha sosial 
lainnya. Sedangkan lembaga keagamaan Kristen (gerej:l.) 
pada umumnya menggunakan tanah untuk tempat mendllikan 
gedung gereje, rumah pej3.bat gerej:l. dan panti asuhan. 
Disa.mping itu ada areal tanah yang dipergunakan sebagai 
daerah pertanian tempat mengembangkan masyarakat desa 
seperti yang terdapat di desa Uepai Kecamatan Lambuya. 
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BAB VII 

ANALISA 

POLA PENGUASAAN,PEMll..IKAN DAN PENGGUNAAN TANAH 
SECARA TRADISIONAL. 

Sulawesi Tenggara dan khususnya Kabupaten Kendari 
sebagai lokasi penelitian adalah daerah agrar.is, sehingga 
tanah dengan segala kekayaan yang terkandung didalamnya 
mempunyai arti yang sangat penting. 
Pada umumnya masyarakat ter.ikat kepada tanah sebagai 
tempat merekahidup dan mencari nafkah, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tanah adalah merupakan modal satu­
satunya. 

Melalui penelitian yang hasil-hasilnya dituangkan dalam 
laporan ini dapatlah diketahui bagaimana pola penguasaan 
pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, 
khususnya dikalangan suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. 

Terhadap pola penguasaan tanah pada umumnya suatu 
kesatuan hidup setempat menguasai tanah dalam suatu 
wilayah rnelalui suatu proses, dimulai dengan pernbukaan 
daerah pernukirnan baru, yang kernudian penduduknya tinggal 
rnenetap di daerah itu. Tetapi . dapat juga terj3.di bahwa 
penguasaan tanah terhadap satu wilayah tertentu, oleh 
karena pernbagi.an administratif satu karnpung!desa. Warga 
rnasyarakat (penduduk) rnenguasai tanah yang dipergunakan 
sebagai tempat tinggal, tetapi disarnping itu mereka juga 
rnasih rnenguasai tanah-tanah lainnya, yang dimanfaatkan 
sebagai ternpat berladang, rnengambil hasil hutan, 
rnenangkap ikan, ternpat bertemak dan sebagainya. Pada 
urnumnya tanah-tanah tersebut tidak d:i,olah secara intens:if, 
tetapi sistern perladangan dimana tanah digunakan secara 
berpindah-pindah dari areal yang satu l0 areal lainnya. 
Pola pemilikan tanah dikalangan suku Tolaki demikian pula 
halnya. Suatu kesatuan hidup setempat merniliki tenaga 
yang terrnasud dalam wilayahnya, dengan batas-batas 
tertentu.Tanah tersebut dimanfaatkan untuk kesej3.hteraan 
para warganya. Tanah dapat juga dirniliki secara 
perseorangan rnelalui berbagai cara, yaitu pengolahan dan 
penggunaan tanah secara kontinue rnelalui pewar.isan 
rnaupun pembelian. 
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Pola penggunaan tanah dikalangan suku Tolaki adalah 
sesuai dan berdasarkan pada pola penguasaan dan pemilikan 
tanah. Tanah pacta umumnya tidak diolah secara intensif, 
tetapi dengan cara berpindah-pindah, dengan 
memperhatikan tingkat kesuburan tanah. Hal ini dapat 
cl:ilakukan karena tanah begitu luas, sedangkan penduduk 
masih relatih kurang. 
Sej:ik dulu dikalangan suku Tolaki dan suku-suku bangsa 
lainnya di Sulawesi Tenggara pada umumnya, terdapat pola 
penguasaan dan penggunaan tanah secara tradisional yang 
pengaruhnya masih nampak hingga sekarang ini. 
Pengolahan tanah secara tradisional seperti penebangan 
hutan secara liar, pem bakaran hutan dan alang-alang, 
dapat mengakibatkan berbagai bencana bagi masyarakat 
seperti banjir atau tanah menj:idi tandus (kurus) dan tidak 
dapat dimanfaatkan lagi. Disamping itu dengan pola 
pengolahan dan penggunaan tanah secara berpindah-pindah, 
akan mengakibatkan keterganguannya kelestar.ia.n tanah dan 
hutan serta binatang-binatang yang hidup didalamnya. 

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menentukan bahwa bumi 
dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka tanah dengan segala kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya harus d:ij3.ga dan dipelLir)ara 
kelestar.i.annya, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal 
mungkin bagi kesej:ihteraan seluruh masyarakat. Dalam 
kerangka pem bangunan nasional dengan berbagai program 
pemer.intah untuk meningkatkan kesej:ihteraan seluruh warga 
negara, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan segala 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai · arti 
yang sangat penting. Pelaksanaan program transmigrasi 
(Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah penerirna 

- transrn:igrasi.) dimana harus ditunj:ing: dengan berbagai 
sarana dan prasarana, seperti penentuan lokasi pemukiman 
para transrn:igrasi. dengan pembangunan perumahannya, 
pembangunan j:ilan, pengairan dan sebagainya, ser.ing 
menimbulkan hambatan yang berhubungan dengan pola 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional. 
Memang hak-hak tertentu dari kesatuan masyarakat hukum 
seperti hak ulayat, diakui oleh UUP A (seperti yang diatur 
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dalam pasal 3 UUP A), tetapi dalam penjelasan UUP A 
dikatakan bahwa tidaklah dapat dibenarkan ji.ka sesuatu 
masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, m:isalnya 
menolak begitu saj3. dibukanya hutan secara besar-besaran 
dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar 
dalam rangka pelaksanaan rencana menambah ha.s:il bahan 
makanan dan pemindahan penduduk. 
Karena itu dengan kegiatan inventar.isasi dan dokumentasi 
yang dilakukan ini, sikap dan pola pernikiran masyarakat 
yang melatar belakangi penguasaan dan pemilikan serta 
penggunaan tanah dapat diketahui, sehingga hambatan­
hambatan tersebut dapat diatasi. Disamping itu dalam usaha 
dan upaya pemeri.ntah untuk memanfaatkan tanah secara 
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ji_wa UUPA, 
dalam berbagai sektor dan bidang pembangunan, antara lain 
pembangunan pengairan, pencetakari /. sawah-sawah baru, 
masyarakat perlu diber.ikan penerangan dan diarahkan agar 
mereka mau meninggalkan pola bertani tradisional dengan 
cara berpindah-pindah dan dapat menyerap keterampilan 

· bersawah dengan pengolahan dan penggunaan tanah secara 
intensif dengan pola menetap. Pacta masa lalu pola bertani 
dengan cara berpindah-pindah dapat dilakukan karena 
waktu itu tanah masih luas sedangkan penduduk masih 
relatif kurang. Tetapi dengan perkembangan masyarakat 
karena pelaksanaan pembangunan, bertambahnya jumlah 
penduduk, terbatasnya daya dukung Jingkungan, maka pola 
berfi.kir dan bekerj3. harus dirubah pula, d:isesuaikan dengan 
perkembangan yang terj3.di dalam masyarakat. 

POLA PENGUASAAN, PEHll.IKAN DAN PENGGUNAAN TANAH 
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 
1960 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 .TAHUN 1979 TENTANG 
PEMERINT AHAN DESA. 

Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) 
berlaku sej3.k 24 September 1960. Pada pokoknya tujuan 
Undang-undang Agraria ialah: 
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrar.ia 

nasional, yang aka~ merupakan alat untuk membawakan 
Kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan 
mkyat, terutama rakyat. tani dalam rangka masyarakat 
adll dan makmur. 

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
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kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 
c. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat 
seluruhnya. 

Dengan berlakunya UUP A terse but bagi seluruh rakyat 
IndoneSa, maka pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan 
tanah harus d:isesuaikan dengan ketentuan UUPA tersebut 
dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Demikian pula 
halnya dengan pola penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan tanah dikalangan suku Tolaki di kabupaten 
Kendari. Sebelum berlakunya UUPA, maka yang berlaku 
adalah ketentuan-ketentuan hukum adat yang menyangkut 
tanah. Meskipun UUP A mengakui juga berlakunya hukum adat 
atas tanah(sesuai pasal 5 UUPA), tetapi dalam banyak hal 
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara 
tradisional, ada yang tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan masyarakat dan terutama kepentingan 
nasional. 

Karena itu dengan berlakunya UUPA sej3k tahun 1960, maka 
hak-hak atas tanah menurut hukum adat Tolaki d:isesuaikan 
dengan ketentuan hukum UUPA. Sebelum berlakunya UUPA 
terdapat bermacam-macam hak atas tanah yang diakui 
menurut hukum adat Tolaki. Karena hukum UUPA telah 
menentukan hak-hak atas tanah seperti yang diatur dalam 
pasal 16, maka pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan 
tanah disesuaikan dengan ketentuan UUPA. Sesuai dengan 
ketentuan UUP A akan ditetapkan luas maksimum dan/a tau 
minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak 
tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan 
hukum (pasal 17). 
Disamping itu pemilikan atas tanah harus mengikuti 
prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan 
peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan ketentuan ini maka 
luas tanah yang dikuasai dan diakui menurut hukum adat, 
harus d:isesuaikan dengan ketentuan UUPA. Hak-hak atas 
tanah seperti homa, anahoma, walaka, arano, dan 
sebagainya, menj3di tanah yang dikuasai oleh negara sesuai 
ketentuan UUP A dan dimanfaatkan untuk kepentingan urn urn 
(d:ij3.dikan lokasi penempatan transm:igrasi). 
Dengan berlakunya UUPA' maka masyarakat diarahkan untuk 
meninggalkan pola penggunaan tanah secara berpindah­
pindah dan beralih kepada cara penggunaan tanah secara 
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intensif dengan pola menetap. Hal ini sudah dilaksanakan di 
beberapa desa dalam kecamatan Lambuya bahkan di.3..llavBsi 
Tenggara pada umumnya, sehingga pola penguasaan, 
pemilikan dan penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan 
UUPA. 

Dengan berlakunya UU No.5 Tahun 1979 tentang 
Pemer.i.ntahan Desa, hal ini berpengaruh juga terhadap pola 
penguasaan, pemilikan dan penguasaan tanah dikalangan 
suku Tolaki. Dengan lahirnya Undang-undang ini, maka 
kedudukan pemer.i.ntahan desa sej:mh mungkin diseragamkan 
dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan 
ketentuan adat istladat yang masili berlaku. Hal ini sangat 
nampak dalam pembentukan desa-desa dan kelurahan secara 
administratif. Pemecahan desa misalnya sangat berpengaruh 
terhadap tanah-tanah yang semula dikuasai oleh suatu 
kesatuan hidup setempat (kampung), dimana harus 
ditentukan wilayah suatu desa sesuai dengan ketentuan 
undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 
UU No.5 Tahun 1979·. 

Kesi.mpulan 

Dari uraian diatas dapatlah clisi.mpulkan bahwa: 
1. Tanah pada masyarakat Tolaki merupakan milik tobu~ 

sehingga anggota tobu boleh mengolah tanah tanpa 
meminta izin pada Puu tobu. Tanah yang diolahnya itu 
lama kelamaan bisa menjadi milik si.. pengolah . Tetapi 
jika orang luar atau bukan anggota tobu itu akan 
mengelola tanah disi..tu maka ia harus minta izin pada 
puu tobu dan tanah itu tidak menjadi miliknya tetapi ia 
hanya diberi hak pakai. 
Setelah adanya UUP A maka yang disebut tanah Waroha 
itu jika diakui sebagai hak milik harus disertai dengan 
bukti-bukti berupa surat-surat. 

2. Ada tanah yarg dimiliki olEh ~ pembuka tanah yang 
pertama yaitu tanah anahoma. Tanah dapat dipinj3.mkan 
tetapi tidak boleh ditanami tanaman jangka panj3.ng, 
tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh menjadi 
hak milik. Tetapi jika tanah ini kalau ditinggalkan 
terlalu lama akan menj3.di milik tobu. Dengan adanya 
UUP A masyarakat tidak be bas lagi. untuk memiliki tanah 
anahoma kecuali jika diolah terus menerus secara aktif 
baru dapat menjadi milik. Tanah anahoma ini dapat 
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~makan dengan tanah negara. 
3. Sampai saat ini masi.h ada tanah-tanah yang merupakan 

hak ulayat, begitu juga hutan dan rawa, dimana orang 
kampung be bas· untuk mengelolanya dan mengambll 
hasilnya, tetapi dengan adanya UUPA, yaitu didukung 
dengan adanya surat-surat bukti pemilikan tanah maka 
hak ulayat menj3.di lemah kedudukannya. 

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 
dengan adanya UUP A maka pola penguasaan pemilikan dan 
penggunaan tanah secara tra~onal yang ada pada 
masyarakat Tolaki menj3.di berubah. 

Juga <:iErgm ad3nya UUPA ITEl<.a , sistem perladangan yang 
berpindah-pindahpun perlahan-lahan akan menj3.di 
perladangan menetap dengan adanya sistem pemilikan tanah 
seperti yang terdapat dalam UUPA.-

••• 
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DAFTAR INFORMAN 

1. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 
d. Pendidikan 

e. Alamat Sekarang 

2. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 
d. Pendidikan 
e. Alamat sekarang 

3. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 
d. Pendidikan 
e. Alamat sekarang 

4. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

5. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

d. Pendidikan 
e. Alamat sekarang 

6. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

d. Pendidikan 
e. Alamat sekarang 

7. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

Lawutogo 
65 tahun 
Tani (tokoh adat) 

:-Zendingschool 3 thn.(1934) 
-Sekolah Guru Injil (1936) 
Desa Uepai (kecamatan Lambuya) 

M. Daali 
66 tahun 
Imam Desa Uepai 
SR 3 tahun 
Desa Uepai(Kec.Lambuya) 

Yohanis 
39 tahun 
Urusan Statistik Kec.Lambuya 
SMA (1970) 
Tawarotebota(Kec.Lambuya) 

Ahmad Bastian 
46 tahun 
Penilik Pendidikan Masyarakat 
Kandep Dikbud Kec.Lambuya. 
(tokoh masyarakat). 

L. Liambo 
41 tahun 
Penilik Keo1ahragaan Kandep. 
Dikbud Kec. Lambuya(tokoh Ma­
syarat). 
SGA(1965) 
Lambuya 

Kudaso 
47 tahun 
Penilik kebudayaan Kandep Dik­
bud Kec.Lambuya. 
PGSLP 
Lambuya 

Djamaluddin 
47 tahun 
Penilik TK/SD pada Kandep Dik-
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8. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

d. Pendidikan 
e. Alarnat sekarang 

9. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

d. Pendidikan 
e. Alamat sekarang 

10. a. Nama 
b. Umur 
c. Pekerjaan 

d. Pendidikan 

e. Alamat sekarang 

118 

bud Kec. Larnbuya (Ketua I LKMD 
Desa Uepai). 

Abd. Hafid.T 
48 tahun 
Kepala Seksi Kebudayaan Kandep 
Dikbud Kab.Kendari. 
KPG Negeri 
Kendari 

Depu 
49 tahun 
Petani (Bekas Kepala Desa Be­
nua). 
SR 6 tahun 
Desa Benua(Kec.Lambuya) 

Simon Lalukupi 
56 tahun 

:-Petani (tokoh adat) 
-Putobu Desa Pondidaha 

SR 6 tahun 
Sekolah Guru Injil 3 tahun 
Kendari. 
Desa Pondidaha. 



INDEX 

Ama,33 
Ana,33 

A Anakia,S3 

Anawai ngguluri,36 
Arano,62,82,102 
Asaki,37 

Anakia mombohanuako,38 
Anahoma,60,72 

Aso iwoi aria'a,34 
Ata,S3 

B 
Barata i hana,37 Baruga,l03 
Barata i moeri,37 Buburanda,39 

E Elu,37 Epe,83,93 
H __ Haribau,40 Homa,S9, 72 

Ina,33 1 Inea sinumo wuta mbinotiso,38 lnoa, 37,38 

Kambo,98 
K Kambuka Sioropo,37 

Kapita anamolepo,38 

Lakidende,38 
L Lambu,31 

La Mangu,40 

Kapita lau,38 
Kapopanga,49 
Koto bitara,38 

La Sandara,43 
Lombo-lornbo,39 
Lunornba wuta,S3 

Maago,38 
Maho,40 
Mbusehe,S3 
Mbuakoy,37,53 
Mbuoway,37,53 
Melambu,31,81 

Mpkole padangguni,36 
Mokole totongano wonua,36 
Mokole wawolesea,36 
Mokole wekoila,36 

M Mewala,99 
Meombue,34 
Merapu,33 
Moenggai,99 
Mokole,36,Sl 
Mokole besilutu,36 
Moko~e more i konawe,36 

N Ndoka,49 

Monuha ndau,35 
MonduEhi,99 
Moronene,49 
Mosaira,lOO 
Mosalehi,99 
Mosehe,19,98 
Mosowi,lOO 
Motasu,99 

0
. Okambo,18, 79 

Onapo,30,52 
Orano,31 
Osowi,lOO 
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Pabitara,S2 
Pitu dula batu,37 

P Pode suwa,37 
Posudo,37,52 

Potiso,72,90,99 
PuE,52 
Puu tobu,S2,59,95 

R 
Rahambuu,30,36 
Ramandalangi,36 Rapu,80 

Sanggoleo mbae,35 

5 
Sangia,35 
Sangia inato,37 
Sangia mbuu,35 
Sangia ngginoburu,39 

Tadu,37,53 
Tanggolowuta,36 
Tamalaki,37,51,53 
Tambo i losoano oleo,37 

T Tambo i tepuliano oleo,37 
Tekaka,43 
Tenggera,49 
Teporambe,39 
Tiari,39 
Tobu,34,37,95 

U Upacara mosehe,35 

Sangia wonua,35 
Sao-sao,40 
Siwole mbatohuu,37 
Sulemandara,38 
Samaku,32 

To lahianga,36 
Toono ari wawo sangia,36 
Toono dadio,S3 
Toone motuo37,52 
To nggalamboro,49 
To kudiho,49 
Tolea,37,53 
Tusawuta,38 
Tutuwi motaha,38 

Walaka,17,31 
W Waworaha,60,80 

Wekoila,36 
WungabaE,39 
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LAMPIRAN: 

PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN 
DAERAB SULAWESI TENGGARA TABUN 1984/1985 

ASPEK: POLA PENGUASAAN,PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN 
TANAB SECARA TRADISIONAL 

Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Tlp. 21374 Kendari. 

DAFTAR PERTANYAAN UNIDK WAWANCARA 

A. Somber 
1. Bahan-bahan kepustakaan yang relevan (buku-buku, 

majalah, suratkabar, dll.) 
2. Kantor Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang menjad.i 

lokasi penelitian. 
3. Jawatan/instansi yang relevan (agraria, pengadilan 

negeri, statistik, dill. 
4. Para informan yang d.ipilih (pemuka-pemuka adat dan 

tokoh-tokoh masyarakat lainnya). 
5. Lain-lain.-

8. Metode 
1. Kepustakaan 
2. Wawancara dan kuestioner 
3. Observasi 

A. Lokasi 

I. PENDABULUAN 

II. MENEMU KENALI 

l. Bagaimana letak administrasi daerah ini ? 
2. Dimana batas-batas wilayahnya ? 

3. Bagaimana letak dan keadaan geografis daerah ini ? 
(sungai-sungai, ra wa-ra wa, hutan, dataran tinggi dan 
dataran rendah, iklim, curah hujan, flora, fauna dll). 

4. Bagaimana posisi daerah ini dengan jaringan lalu lintas 
5. Bagaimana keadaan jalan yang menghubungkan lokasi 

dengan daerah-daerah lainnya ? 
6. Jenis alat-alat transportasi apa saja yang d.igunakan 

di daerah ini ? 
7. Bagaimana pola perkampungan penduduk di daerah ini? 
8. Bagaimana perband.igan luas pemukiman dengan daerah 

pertaniannya ? 
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B. Penduduk 
l. Berapa jumlah penduduk secara keseluruhan ? (selama 

lima tahun terakhir). 
2. Berapa jumlah penduduk menurut angkatan kerja ? 
3. Berapa jenis penduduk yang bermukim di daerah ini? 

( Penduduk asli, pendatang a tau orang asing). 
4. Bagaimana pola penyebaran penduduk ? 

c. Latar belakanq sosial budaya 
1. Bagaimana taha-tahap perkembangan kebudayaan 

masyarakat (suku) di daerah ini ? (diurai.kan mulai dari 
kedatangan agama Hindu-Budha, Islam dan bangsa asing 
hingga sekarang ini). 

2. Apa mata pencaharian utama penduduk di daerah ini 
(terutama mata pencaharian yang ada relevansinya 
dengan tanah). 

3. Bagaimana sistem kekerabatan suku bangsa didaerah iru 
4. Bagaimana sistem religi masyarakat di daerah iru ? 

D. Pertumbuhan sistem pemerintahan 
1. Bagaimana sistem pemerintahan sebelum penjajahan ? 

(sistem pemerintahan desa di masa lampau, sistem 
pemerintahan raja-raja,dsb.) 

2. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Belanda ? 
3. Bagaiman sistem pemerintahan pada masa Jepang ? 
4. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan 

hingga sekarang ini ? 

m. S&JARAH TENTANG TANAH 

A. Asal usul penquasaan Tanah 
l. Bagaimana asal usul penguasaan tanah pada masa 

sebelum penjajahan ? 
2. Bagaimana penguasaan tanah pada masa Belanda ? 

3. Bagaimana penguasaan tanah pada masa Jepang ? 
4. Bagaimana penguasaan tanah pada masa kemerdekaan? 

B. Asal usul pemilikan tanah 
1. Bagaimana a sal usul pemilikan tanah pad a masa sebelum 

penjajahan ? 
2. Bagaimana pemilikan tanah pad a masa Belanda . ? 
3. Bagaimana pemilikan tanah pad a masa Jepang ? 

4. Bagaimana pemilikan tanah pad a masa Kemerdekaan ! 
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C. Asal usul penggunaan tanah 
1.., · Bagaimana a sal usul penggunaan tanah sebelum 

penjajahan ? 

2. Bagaimana penggunaan tanah pad a rna sa Beland a ? 

3. Bag aim ana penggunaan tanah pad a masa Jepang ? 

4. Bag aim ana penggunaan tanah pad a masa kemerdekaan ? 

IV. POLA PENGUASAAN TANAH 

A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasa.an 
tanah. 

1. Pranata Politik 
a. Siapa yang berkuasa atas tanah ? 

b. Bagaimana kedudukannya ? 
c. Bagaimana wewwenangnya ? 

d. Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata ini? 

2. Pranata Religi. 
a. Siapa yang berkuasa atas tanah ? 

b. Bagaimana kedudukannya ? 

c. Bagimana wewenangnya ? 
d. Bagaimana bentuk penguasaan tanah pada pranata ipi ? 

3. Pranata Ekonomi 
a. Siapa yang berkuasa atas tariah ini ? 
b. Bag aim ana kedudukannya ? 
c. Bag aim ana wewenangnya ? 
d. Bag aim ana bentuk penguasaan tanah pad a pranata ini ? 

4. Pranata-pranata lain (kalau ada) 
Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini, sama 
seperti di atas. 

5. Hokum adat (yang dimaksud adalah pranata-pranata yang 
tercakup di dalam hokum adat). 
Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini, sama 
seperti di atas. 

B. Bentuk Penguasa.an tanah. 
Harap diteliti dan diuraikan bagaimana bentuk 

penguasaan tanah. 
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V. POLA PEMILIKAN TANAH 

A, Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan 

tanah. 

l. Pranata Politik 
a. Siapa yang memiliki tanah ? 

b. Bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah ? 
c. Bagaimana bentuk pemilikan tanah pada pranata ini ? 

2. Pranata Religi 
a. Siapa yang memiliki tanah ? 
b. Bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah ? 

c. Bagaimana bentuk pemilikan tanah pada pranata ini ? 

3. Pranata Ekonomi 
a. Siapa yang memiliki tanah ? 

b. Bagaimana cara memiliki atau memperoleh tanah ? 

c. Bagaimana bentuk pemilikan tanah pada pranata ini? 

4. Pranata-pranata lain (kalau ada) 
_.r ." 

Materi yang diteliti dan diuraikan clisini, sama seperti 
di atas. 

5. Hukum adat (yang dimaksud adalah pranata-pranata yang 
tercakup di.dalam hukum adat) 
Materi yang perlu diteliti dan diuraikan clisini sama 
seperti di atas. 

B. Bentuk Pemilikan tanah 
Diteliti dan diuraikan bagaimana bentuk pemilikan 
tanah. 

VI. POLA PENGGUNAAN TANAH 

A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan 
tanah. 

l. Pranata Politik 
a. Siapa yang berhak menggunakan tanah ? 
b. Bagaimana cara meggunakannya (penggunaan) 
c. Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada pranata ini? 

2. Pranata Religi 
a. Siapa yang berhak menggunakan tanah ·? 
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b. Bagaimana cara menggunakannya (penggunaan) 
c. Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada pranata Uri? 

3. Pranata Ekonomi 
a. Siapa yang berhak menggunakan tanah ? 

b. Bagaimana cara menggunakannya (penggunaan) 
c. Bagaimana bentuk penggunaan tanah pada pranata ini? 

4. Pranata-pranata lain (kalau ada) 
materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini sama 
seperti diatas. 

5. Bukum Adat (yanq dimaksud adalah pranata-pranata yanq 
tercakup di. dalam hukum adat) 
Materi yang perlu diteliti dan diuraikan disini, sama 
seperti diatas. 

B. Bentuk penqqunaan tanah 
Diteliti dan diuraikan bagaimana bentuk penggunaan 
tanah. 

VII. ANALISA 
l. Bagaimana pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan 

tanah secara tradisional di daerah Uri ? 
2. Bagaimana pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan 

tanah setelah berlakunya UU No.5 tahun l960(UUPA) dan 
UU No.5 tahun l979(tentang pemerintahan Desa) 

Catatan 
l. Tiap laporan penelitian ~etik H spasi, mllrimal 50 

halaman folio. 
2. Laporan supaya dilengkapi dengan: 

a. Peta daerah/desa penelitian 
b. Foto hitam putih dan gambar/denah 
c. Daftar kepustakaan 
d. Identitas tiap informan (disiapkan formulir tersendiri) 
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Kendari, 24 September 1984. 

Tim Pala Penguasaan, Pemilikan dan Peggunaan Tanah 
Secara Tradllrion~ 

Ketua 
ttd. 

D.r:s. BERTHYN LAKEBO 
NIP. 130 543 641. 



Laapiran 

ltt.-t.cc•nq•n : 
- - - - - - Datu Pl"o(lilllii. 
- ·- · - ·- Jl.itaa IAbup.atcn 
• • • • • • • • • • • O.t:M.a llcc•eettAn 

e lbv ICOL. Katx..,~tc.:n 

'fZfl!llOllJ Lokaui l'cncliUAn 

SkAla : 1 • 2.210.000 

v 

~ 
8 A II D A 

·, 
.· 
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Lampiran 

PETA ADMINISTRATIF 
PROPINSI SULAWESI TENGGARA 

++ 

Ket.eranqan : 
Propinsi 
!tabu paten 

Suku ToLlki 
Suku Moronene 
Suku Wawonti/Kulisusu 
Suku Landawe 

!Y.)l Y. l< I< I Suku Wallo 

~Wi'J(~)l)@11QIW:Ail; Suku Cia-cia 
Suku Muna 

~""-""-\'i\\\\1 Suku Jtaaaru/Lasali.au 
l "Y W I Suku Wakatobi. 

Suabec: Basil Penelitian B.Bhurhanuddin. 

BANDA 

l 
I 

l 
~ 

\ 

l 
I 




